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ABSTRAKSI

Skripsi ini mengambil judul “Peralihan Status Sosial Kyai dari Tokoh
Agama ke Tokoh Politik di Sumenep”. Adapun rumusan masalah yang diangkat
adalah, motif peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke tokoh politik, dan
implikasi peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke tokoh politik di
Sumenep.

Secara metodelogis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan unit analisis adalah
individu yakni kyai yang terlibat dengan kegiatan politik, baik sebagai eksekutif
maupun legislatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah
observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan
adalah analisa data kualitatif versi Mile dam Hubermas, melalui beberapa tahapan
secara interaktif, mulai pengumpulan data, reduksi data, display data dan
verifikasi atau simpulan. Kerangka konseptual dan teori yang digunakan untuk
menganalisis fenomena yang diteliti adalah teori status sosial, teori elit, teori
motivasi, teori mobilitas, teori otoritas, konsep kyai dan politik serta konsep
pusat-pinggiran. Konsep dan teori ini tidak untuk diuji tetapi digunakan sebagai
titik pemula untuk menjelaskan motif dan implikasi peralihan status sosial pada
kyai.

Temuan penelitian ini adalah pertama, motif kyai terlibat dalam politik
adalah secara sosiologis, masyarakat Sumenep masih terninabobokkan dengan
pengaruh dan fatwa-fatwa kyai. Hal demikan menjadi karakter keunikan
masyarakat Sumenep yang keras dengan budaya lokalnya, santun dan agamis,
sehingga ini menjadi latar belakang pemicu mengapa Kabupaten Sumenep selalu
dipimpin oleh seorang bupati dari kalangan kyai. Di samping itu, secara umum
masyarakat Sumenep belum bisa membedakan antara dogma agama, hukum
negara dan fatwa kyai. Karena kedudukan kyai adalah melebihi posisi pejabat
negara. Kedua, implikasi kyai terlibat pada politik dalam konteks masyarakat
Sumenep yaitu sebagaimana dalam beberapa penelitian sebelumnya tentang kyai
di beberapa daerah di Jawa, citra kyai ketika terlibat dalam politik maka semakin
menurun. Hal yang sama juga ditemui dalam masyarakat Sumenep. Hanya saja
yang membedakan dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah seorang kyai
sendiri maka dalam subyektifitas kyai sendiri penurunan citra tersebut tidak
disadari. Walaupun pandangan masyarakat Sumenep terhadap citra kyai yang
terlibat dalam politik adalah semakin menurun.

Realitas di Sumenep, kyai merupakan komunitas elit yang solid antar
sesama kyai, sehingga untuk sekarang dan beberapa tahun ke depan yang menjadi
bupati adalah dari kalangan kyai, eksistensi kyai dalam jabatan-jabatan elit politik
sudah atas izin dari beberapa kyai di Sumenep sehingga orang yang bukan kyai
ingin menjadi pemegang kekuasaan akan tergeser dengan kondisi tersebut.

Key words: Kyai (tokoh agama), tokoh politik, status sosial, dan motif politik.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi tentang kyai menjadi penelitian yang selalu dinamis dan
menarik diteliti, karena dalam sejarah bangsa ini, kyai selalu terlibat dalam
kebutuhan akan politik dan kepemimpinan moral bangsa Indonesia. Studi ini
menjadi lebih menarik pada era reformasi 1998, yang mana dalam era
tersebut kebebasan dibuka lebih lebar untuk rakyat Indonesia sehingga
banyak bermunculan tokoh agama' yang melirik politik. Posisi kyai tampak
menonjol ketika partai politik memasuki masyarakat Jawa secara intens. Ini
berarti kyai merupakan bagian dari elit politik, suatu posisi yang strategis dan
diklaim mempunyai kekuasaan yang sah untuk mempersatukan umat dalam
menghadapi berbagai ancaman yang nyata dari kelompok-kelompok lain.?

Pasca Orde Baru 1998, di mata hukum rakyat memiliki hak yang sama
dengan diterapkannya sistem demokrasi, dengan begitu, tidak heran ketika
setiap orang yang memiliki pengaruh di daerah tertentu memanfaatkan
momentum demokrasi tersebut. Sebut saja Jawa Timur sebagai basis kyali,
yang pada mulanya kyai sebagaimana yang dikatakan Dhofier, kyai adalah
tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat dan dijadikan panutan dalam

lingkungannya, sehingga perkataan kyai menjadi fatwa suci yang harus

! Tokoh agama dalam termonologi peneliti adalah kyai. Istilah tokoh agama lebih umum
maknanya dan tidak mengikuti salah satu ciri khas kyai pada umumnya, yang semestinya menjadi
pemimpin tertinggi dalam pondok pesantren.

? Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan (Y ogyakarta: LKIS, 2004), 2.



diikuti, karena masyarakat di sekitar atau jamaahnya menganggap kyai
sebagai penerus para nabi (waratsat al-anbiya).’ Sebagaimana diketahui,
Jabatan kyai diperoleh dari masyarakat bukan gelar secara akademis. Gelar
tersebut diberikan oleh sejumlah masyarakat kepada orang tertentu karena
memiliki kriteria khusus di antaranya ketaatannya, kepintarannya dan ke-
tawadhu’-annya dalam menjalankan agama Islam serta memiliki ilmu dan
kitab kuning yang diajarkan kepada santri-santrinya di pondok.

Seiring berkembangnya zaman, khususnya pada era reformasi seperti
sekarang ini, kriteria yang dilekatkan dengan kyai kian berkembang. Kyai
sebagai elit agama dalam strata sosial masyarakat. Ketika terlibat pada politik,
kyai menjadi bagian dari elit politik. Itu berarti status sosial kyai menjadi
ganda. Dalam teori motivasi, manusia ingin menambahkan status sosilnya
adalah suatu keniscayaan, karena kecenderungan ada imbalan yang
diperolehnya. Di samping ada imbalan juga ada konsekuensi logis, di
antaranya status sosial Kyai semakin tinggi dalam pandangan masyarakat, atau
sebaliknya yaitu status sosial kyai (kharisma) semakin turun dalam pandangan
masyarakat. Hal tersebut, bergantung pada produk dan image® seorang kyai.

Dalam konteks masyarakat Sumenep, keterlibatan kyai dalam struktural
politik antara lain sebagai pengurus partai, kontestan politik dan tim sukses.

Fokus penelitian ini akan mengangkat politik kyai sebagai kontestan politik,

’ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai
(Jakarta: LP3ES, 1994), 56-57.

* John W. Santrock, Educational Phycology (Jakarta: Kencana, 2008), 511.

* Lihat. Naafilah Astri Swarist, Marketing Politik Susilo Bambang Yudhoyono — Boediono
Pada Pemilihan Presiden 2009 di Kota Surabaya, Skripsi pada Prodi Politik Islam Fakultas
Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010, 79.



mengingat maraknya kyai yang menjadi kontestan politik. Ini sebagai cela
yang membedakan penelitian politik kyai di semenep dengan beberapa
penelitian sebelumnya di daerah santri di Jawa. Sebut saja Jombang salah satu
kota santri, kyai kebanyakan menjadi pendukung dan tim sukses. Sementara,
di Sumenep kyai menjadi kontestan politik.

Mensinyalir kondisi sosial di atas, peran kyai menjadi ganda
sebagaimana yang ditegaskan oleh Dirdjosanjoto bahwa sejak semula kyai
berada pada posisi mendua di samping sebagai seorang sosok tokoh agama,
juga sebagai tokoh politik.® Pada idealnya, peran kyai seharusnya bersih dari
politik praktis dan mengembalikan posisi kyai sebagai organisasi sosial
keagamaan yang mengedepankan kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial,
ekonomi, serta mengembalikan ulama sebagai pemimpin keagamaan. Tetapi
pada kenyataannya posisi kyai sebagai penggerak mesin politik.

Perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan yang mesti terjadi dan
tidak bisa dihindari oleh siapapun dalam lingkungan masyarakat manapun,
perubahan-perubahan itu meliputi, aspek kehidupan sosial, interaksi sosial,
status sosial dan tindakan sosial lainnya. Perubahan kendatinya terjadi karena
adanya perubahan sikap dan perasaan bahwa ingin merubah struktur yang
sudah ada. Perubahan sosial tidak bersifat statis, melainkan selalu berubah
sesuai dengan ruang dan waktu tempat seseorang itu hidup.” Perubahan status
ini, berdampak pada perubahan peran‘sosial seseorang. Kondisi ini cenderung

menyebabkan konflik peran (ketidaksesuaian peran sosial dalam dua atau

¢ Pradjarta Dirdjosanjoto, Memelihara Umat, Kyai Pesantren-Kyai Langgar di Jawa.
(Yogyakarta: LKIS, 1999), 197.
! Sztompka, Teori Perubahan Sosial (Medan: Makalah, 2004), 2.



lebih status sosial yang sedang terjadi secara bersamaan), yang menjadi akar
permasalahan sosial secara makro. Pergeseran kebijakan struktur dukungan
politik ditandai oleh setiap perubahan dalam pola-pola dukungan politik, yang
harus ditanggapi oleh partai demokrasi sosial. Hubungan kelas yang biasanya
mendasari pemungutan suara dan afiliasi politis telah bergeser secara
dramatis, berkat penurunan tajam kelas pekerja kasar (masyarakat menengah
ke bawah).?

Di Sumenep ujung Timur Madura yang memiliki luas wilayah
2.093,457573 km? dan populasi 1.041.915 jiwa,’ sebagai salah satu basis
pesantren, terdapat beberapa jabatan politik dipegang oleh kyai, di antaranya
saat ini bupati adalah seorang kyai yaitu KH Busyro Karim, ketua DPRD
Kabupaten Sumenep pun di bawah pimpinan KH Imam Hasyim dan ada
empat lagi anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari kalangan kyai. Dengan
kondisi demikian, implikasi sosial dan kultural akan ada pergeseran baik yang
bersifat konstruktif maupun destruktif dari kalangan elit dan masyarakat
umum.

Peran kyai sejatinya sebagai harmonisasi masyarakat sehingga dalam
segala persoalan masyarakat kyai selalu dilibatkan. Persoalah-persoalan yang
melibatkan kyai di antaranya persoalan agama, pendidikan, norma-norma,
etika, kesehatan, sosial kemasyarakatan, kesejahteraan dan persoalan
ekonomi. Dalam persoalan tersebut kyai dilibatkan sebagai tempat konsultasi.

Mengingat segala persoalan masyarat selalu melibatkan kyai maka terkait

¥ Anthony Giddens, The Third Way terj. Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 23.
® Data dipeloleh dari Pemda Sumenep, pada 01 Maret 2012,



waktu untuk bertemu kyai tidak mengikat atau terbuka dua puluh empat jam
penuh khususnya bagi para santri, kyai sebagai guru yang mulia dan orang tua
untuk berkeluh kesah. Oleh sebab itu, maka posisi kyai dalam segala hal
memiliki kedudukan dan otoritas yang tinggi. Posisi kyai yang signifikan
tersebut, bagi sejumlah politisi yang syarat kepentingan dianggap lahan basah
untuk meraup suara dalam kepentingan politik, sehingga para politisi datang
ke beberapa kyai untuk mendapat dukungan dari kyai dan santri serta jamaah
di sekitar pesantren.

Dalam melakukan perubahan setiap orang memiliki cara yang
berbeda, sebut saja sang ideolog, free thiker atau filsuf yang mempelopori
proses perubahan dengan cara memaksa, maka sejarah yang terbentuk dalam
perjalanannya adalah melukiskan pertentangan, kepedihan, hegemoni dan
masyarakat dibayangi oleh ketakutan,'®

Begitupun perubahan status sosial kyai, dari semula yakni sebelum
orde baru posisi kyai sebagai pioner yang diagungkan, ketika orde baru posisi
kyai dibekukan dalam ranah politik atau fokus dalam bidang keagamaan saja,
selanjutnya pada era reformasi kran kebebasan demokrasi dibuka lebar,
memberikan peluang kepada sejumlah kyai untuk terlibat aktif dalam politik
praktis. Jadi kyai pada era reformasi banyak yang berperan ganda, di samping
sebagai tokoh agama juga sebagai tokoh politik. Dengan posisi ganda ini,
maka masyarakat terbayang rasa kekhawatiran, ketakutan dan krisis

kepercayaan masyarakat terhadap kyai, hal ini juga mempengaruhi perubahan

' Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengetahuan-
nya Terhadap Dunia Ketiga (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 232.



status sosial kyai. Kyai dengan posisinya sebagai pemegang otoritas tertinggi,
tidak bisa menutup diri dari politik karena dalam momen politik kyai sering
dijadikan silaturahmi politik oleh sejumlah kandidat yang memiliki
kepentingan sekalipun antar kyai di Sumenep sangat solid.

Pada hakekatnya, posisi kyai adalah figur teladan dan rujukan dalam
penyelesaian masalah keagamaan. Kyai juga merupakan panutan santrinya
dan masyarakat sekitar. Ini merupakan posisi strategis dan berperan besar
pada pengembangan masyarakat. Bentuk tatanan masyarakat yang
menjunjung tinggi norma agama adalah acuan perilaku sehari-hari.
Kemampuan pengayoman sangat ditentukan oleh pribadi kyai yang
senantiasa memberikan teladan.

Basis pesantren tidak bisa dilepaskan dengan basis NU, begitulah
relitas di Sumenep, sebagai kabupaten yang mengklaim diri sebagai basis NU
dan memiliki pondok pesantrean yang berasaskan NU sejumlah 256,
berdasarkan data tahun 2010,'"' dan tidak menutup kemungkinan jumlah
pesantren terus meningkat mengingat jumlah pertumbuhan yang kian
meningkat. Lebih dari delapan puluh persen penduduknya berasal dari ormas
NU, walaupun belum ada penelitian secara detail terkait hal ini, tetapi sedikit
sekali penduduk yang beragama kristiani maupun ormas Muhammadiyah.

Pada pemilu 1999, PKB merupakan parpol dominan dan kuat di
Sumenep dan mempu mengantarkan dan mendistribusikan kadernya dari

tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat pusat. Kekuatan PKB pada pemilu

" www.alkhoirot.net, diakses pada 02 April 2012.



2004 mengalami penurunan menjadi 20 kursi. Sedangkan pemilu 2009 turun
lagi menjadi 11 kursi. Pada satu sisi hal ini menandakan kegagalan para
tokoh tradisional ini dalam mengelolah aspirasi politik umat.

Oleh sebab itu, banyak partai-partai yang berasaskan NU menjamur
pesat di Sumenep. Hal ini juga sebagai salah satu pemicu penurunan kekuatan
PKB di Sumenep. Kendati demikian, tidak berarti kalangan kyai tidak minat
lagi untuk menjadi kontestan politik, terbukti sejauh ini yang menduduki
posisi strategis seperti bupati dan ketua DPRD Kabupaten Sumenep adalah
seorang kyai.

Dari 256 pondok pesantren yang ada di Sumenep, tidak sampai 30
pesantren yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Itu berarti pesantren
sulit untuk memisahkan diri dari partai politik, khususnya pesantren-
pesantren besar yang sudah populer diketahui oleh masyarakat umum.
Kehadiran politik bagi pesanteren yang sudah populer merupakan sesuatu
yang menguntungkan untuk eksistensi pesantren dan oknom-oknomnya.
Sejatinya, pesantren yang seharusnya mengontrol jalannya penguasa bukan
malah sebaliknya yaitu ikut memainkan politik. .

Pada umumnya, fenomena keterlibatan kyai dalam kancah politik di
daerah dapat dijumpai dalam masyarakat dengan kultur tradisi keagamaan,
tempat dimana kyai mendapat pengakuan dan keistimewaan dalam
masyarakat.'? Potensi kyai untuk terlibat dalam politik sangat besar, karena

ada beberapa kelebihan yang dimiliki kyai di antaranya, kyai memiliki

14.

"> Abdul Munir Mulkhan, Runtuhnya Mitos Politik Santri (Yogyakarta: Sipress, 1994),



pengaruh kharismatik, memiliki ilmu yang mempuni khususnya dalam ilmu
teologi, sebagai tuan tanah yang kaya, memiliki santri dan seorang kyai
mampu menggerakkan masyarakat. Di samping itu, kyai pada umumnya
membagun akses secara biologis yaitu menikah lebih dari satu orang isteri,
sementara isteri yang pertama adalah juga dari kalangan kyai atau kerabat.
Faktor biologis ini dapat membantu membesarkan kekuatan pengaruh kyai,
melalui pendekatan kekerabatan dari para isteri kyai. Hal ini apabila
diarahkan pada kepentingan politik berpotensi untuk menghasilkan banyak
keuntungan seperti keuntungan dalam meraup dan mengakomodir suara.

Tampak di permukaan bahwa sosok ideal dalam memimpin Sumenep
adalah kalangan kyai selaku tokoh agama yang mengerti syariat, dengan
harapanﬁ kondisi Semenep akan lebih baik, lebih sejahtera dan kebutuhan-
kebutuhan serta aspirasi masyarakat dapat terpenuhi. Karena, selama ini kyai
terlihat mau turun langsung ke masyarakat bawah dan lebih dikenal daripada
orang yang bukan kyai.

Berbagai latar belakang tersebut di atas, maka penting untuk
dideskripsikan terkait keterlibatan kyai dalam politik dari sisi reputasi'® kyai,
dan motif apa kiranya yang mempengaruhi keterlibatan kyai dalam politik,
apakah hal tersebut merupakan kebutuhan atau karena kondisi politik
menguntungkan bagi kyai untuk terlibat langsung ke dalam politik praktis
bahkar.1 sebagai kontestan politik sekalipun. Bisa jadi pula ada faktor dominan

dari keterlibatan tersebut yang pada akhirnya terdapat unsur ekonomi.

"> Reputasi adalah pandangan orang luar terhadap kyai atau dalam penelitian ini biasa
disebut citra kyai.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diformulasikan rumusan
masalah penelitian ini sebagai berikut:
1. Apa motif peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke tokoh politik?
2. Bagaimana implikasi peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke
tokoh politik?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini
adalah:
1. Untuk mendeskripsikan motif peralihan status sosial kyai dari tokoh
agama ke tokoh politik.
2. Untuk mendeskripsikan implikasi peralihan status sosial kyai dari tokoh
agama ke tokoh politik.
D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini diklasifikasi menjadi dua katagori, yaitu dari
segi teoritik dan praktis. Dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Teoritik
Penelitian ini akan menambah khazanah dalam disiplin ilmu
pengetahuan, khususnya disiplin ilmu politik dan sub disiplin ilmu agama
dan politik. Di sisi lain, bermanfaat untuk mengetahui dan memahami

teori, konsep, maupun isu yang berkembang yang dilekatkan dengan kyai.
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2) Praktis

Studi tentang kyai tidak akan bisa ditinggalkan dalam dinamika
pesta politik di daerah, penelitian ini akan memberi manfaat bagi kandidat
maupun pengamat politik, juga sebagai inventaris data untuk pemerintah
kabupaten Sumenep. Di samping itu, dapat dijadikan rujukan,
pembanding, konsideran bagi politisi maupun akademisi apabila ingin
memahami karakter dan dinamika politik di Kabupaten Sumenep.

E. Definisi Konsep

Guna menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini,
maka perlu dijelaskan terlebih dahulu definisi konsep yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu: status, kyai, perubahan status sosial, tokoh agama dan
tokoh politik, adalah sebagai berikut:

Status adalah kedudukan seseorang di dalam suatu kelompok sosial
atau dalam suatu masyarakat.'® Sedangkan status elit adalah kedudukan
seseorang sebagai anggota elit dalam suatu masyarakat. Peralihan status elit
bisa bersifat vertikal maupun horizontal. Peralihan elit horisontal merupakan
peralihan dari suatu status elit tertentu menjadi status elit yang lain yang
sederajad. Peralihan elit vertikal adalah peralihan status elit yang tidak
sederajad atau bahkan peralihan dari status elit menjadi status non elit, dan

sebaliknya.'’

' Sumartono, Peralihan Status Sosial Elit di Pedesaan: Studi Kajian tentang Pola dan
Karakteristik Elit serta Makna Peralihan Status dari Elit Ekonomi ke Elit Pamong Desa, Desertasi
pada Pro%;'am Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya: 1996, 4.

Ibid, 5.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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perubahan. Pandangan dapat digunakan sebagai asas dalam pengembangan
diri umat manusia. Terdapat tiga dimensi dimana suatu masyarakat terbagi
dalam suatu susunan atau stratifikasi, yaitu kelas, status dan kekuasaan.
Konsep kelas, status dan kekuasaan merupakan pandangan yang disampaikan
oleh Max Weber.*® Perubahan sosial dalam Islam diprakarsai oleh
Muhammad dalam konsep jami’ al-tahid, kehadiran Muhammad mampu
merubah pola pikir kaum Jahiliyah dengan bersumber dari kekuatan
intelektual Nabi Muhammad. Pengaruh Muhammad sejauh ini sangat kuat
dan mengakar bagi Umat Islam khususnya dan bagi umat manusia di belahan
dunia, Muhammad tidak hanya pemimpin agama, tapi sekaligus penjaga etika
dan moralitas umat manusia yang sangat dermawan dan selalu berbuat
kebajikan.?

Peralihan status sosial seseorang diperoleh dari sejarah hidupnya
yang pernah dilukiskan sebagai kontribusi untuk umat manusia, sebagaimana
disebutkan di atas, yaitu Muhammad. Status sosialnya menjadi naik karena
sikapnya yang bijak dan melakukan perubahan yang lebih baik untuk umat
manusia di belahan dunia. Begitupun sebaliknya, status sosial seseorang akan
menurun apabila melakukan perubahan yang hanya menguntungkan dirinya
dan kelompoknya. Jadi, perubahan status sosial dalam penelitian ini
dimaksudkan terdapat pergeseran status sosial kyai di mata masyarakat

karena kyai terlibat dalam politik dan tidak fokus pada hal keagamaan.

% Soerjono Soekarto, Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002), 5.

! Munir Che Anam, Muhammad dan Karl Marx: Tentang Masyarakat Tanpa Kelas
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 127.



Tokoh agama, dalam hal ini kyai atau ulama. Sebagai integralisasi
dari kyai maka makna dan peran tokoh agama adalah mengurusi persoalan
keagamaan dan keumatan di lingkungan masyarakat, dan mengarahkan
masyarakat pada perubahan yang lebih baik dan terdidik dengan ilmu yang
dimilikinya. Jadi, makna tokoh agama sebagai sosok yang peka terhadap
persoalan-persoalan yang terkait agama, dengan dasar ketulusan dan
keikhlasan (tidak mendapat gaji yang mengikat) maka tokoh agama memiliki
pengaruh dan otoritas yang tinggi bagi masyarakat di sekitarnya.

Tokoh politik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kyai
yang terlibat dalam politik praktis, di antaranya; kyai yang menduduki jabatan
eksekutif maupun legislatif, dan beberapa kyai yang menjadi kontestan
politik, tim sukses dan pengurus partai. Secara sederhana tokoh politik yang
ingin disebutkan dalam penelitian ini adalah para kyai yang ingin merangkap
strata elitnya. Yaitu, di samping sebagai elit agama, ia juga ingin menjadi elit
politik.

Telaah Kepustakaan

Ada beberapa kajian terkait dengan pergeseran status sosial kyai dari
tokoh agama ke tokoh politik, untuk memudahkan dalam melakukan telaah,
dirumuskan kategori kajian sebagai berikut:

. Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai. Zamakhsari
Dhofier.
Isi Buku : Dalam buku ini Dhofier menjelaskan tentang tradisi pesantren

dengan fokus pada peranan kyai dalam memelihara dan mengembangkan
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faham Islam tradisional di Jawa. Juga dibahas tentang perubahan-
perubahan yang terjadi dalam lingkungan pesantren dan Islam tradisional
di Jawa yang dalam periode Indonesia modern tetap menunjukkan
vitalitasnya sebagai kekuatan sosial, kultural, dan keagamaan yang turut
membentuk bangunan kebudayaan Indonesia modern.

Kyai dan Politik: Dalam Wacana Civil Society. Ali Maschan Moesa.
Isi Buku : Menjelaskan tentang karakteristik politik kyai khususnya
di Madura, juga memotret otoritas kyai terhadap lingkungan sekitarnya.
Letak geografis mempengaruhi karakteristik daerah, seperti Madura
letaknya yang diapit pesisir dan tropis, dianalogikan dengan Arab yang
keras dan memiliki kebudayaan nan unik.

Peralihan Status Sosial Elite di Pedesaan: Studi Kajian tentang Pola dan
Karakteristik Elit serta Makna Peralihan Status dari Elit Ekonomi ke Elit
Pamong Desa. Desertasi. Sumartono.

Isi Desertasi : menjelaskan makna elit di pedesaan, juga membahas
motivasi seseorang dalam peralihan status sosial dari elit ekonomi ke elit
pamong desa, serta dijelaskan juga biaya yang dikeluarkan dalam
mencalonkan menjadi kepala desa.

Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai. Imam Suprayogo.
Isi Buku : Buku ini mendeskripsikan tentang persinggungan kyai
dalam persoalan politik. Posisi kyai yang terlibat aktif dalam Partai
Politik, sehingga membuat citra kyai sedikit menurun dalam pandangan

para santri.
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Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan. Endang Turmudi.

Isi Buku : Dalam buku ini mengungkap perubahan peran kyai selaku
tokoh senter dalam masyarakat khususnya bagi santrinya menjadi tokoh
yang sibuk dengan urusan kenegaraan, hal ini menjadikan kharisma kyai
menurun di mata jamaahnya.

Kyai Politik, Politik Kyai, Abd. Latif Bustami

[si Buku : Dalam buku ini diuraikan pergolakan kyai dalam
berpolitik, serta pemetaan antara kyai yang berafilisai dengan politik dan
kyai yang non politik. Buku ini menjadi penting dalam memotret peta
politik kyai.

Pasang Surut Politik Kaum Sarungan. Suherman Ja’far

Isi Buku : Menurut penulis buku ini membahas pada sisi pasang
surut keterlibatan peran kaum sarungan dalam kancah politik nasional
Indonesia. Pembahasan buku ini bisa dijadikan pelajaran yang berharga
dan layak untuk jadi renungan sejarah bagi para kiai yang sudah terjun
dalam politik dan mugkin akan terjun dalam politik praktis agar tidak
terjebak dalam politik yang tidak sehat atau menyesatkan.

Repolitisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik, Bahtiar Effendi
Isi Buku : Buku menguraikan sejarah perjuangan tokoh Islam
terhadap bangsa Indonesia, sehingga sampai pada puncaknya yaitu
diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia melalui lisan suci

Bung Karno.
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Nasionalisme Kyai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama, Ali Maschan
Moesa.

Isi Buku : Menjelaskan hubungan kyai dengan lembaga-lembaga
Islam tradisional. Juga buku ini menjabarkan makna nasionalisme dalam
pandagan kyai, dari makna tersebut maka melahirkan konstruksi sosial

sebagaimana makna nasionalisme yang dipahaminya.

. Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama, Asep Saiful Muhtadi

Isi Buku : Membahas tentang peleburan disiplin ilmu komunikasi
dan ilmu politik menjadi subdisiplin komunikasi politik. Juga dijelaskan
teknik komunikasi kyai NU kepada jamaahnya.

Politik Politisi versus Politik Ulama, M. Alfan Alfian

Isi Buku : Dalam buku ini Alfan memetakan antara praktek politik
politisi dan politisi yang berangkat dari pesantren serta implikasi
politiknya terhadap masyarakat dalam mengaktulisasikan program kerja,
sebaerapa jauh pula pean dan pengaruh dari keduanya.

Nalar Politik NU dan Muhammadiyah, Suaidi Asyari

Isi Buku : Buku ini menyajikan fakta mengenai dinamika dan peran
penting NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam terbesar
negeri ini dalam kehidupan politik dan proses demokratisasi di Indonesia
pada umumnya dan di luar Jawa pada khususnya pasca runtuhnnya
otoriter Orde Baru.

Beradasarkan telaah pustaka di atas belum ditemukan kajian yang

secara spesifik mengkaji peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke
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tokoh politik, terutama terfokus pada motif peralihan status sosial dan

implikasi peralihan status sosial. Karena itu penelitian ini akan mengangkat

topik tersebut.

G. Metode Penelitian

1.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian lapangan (field research). Menurut Lexy J. Moleong penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,
persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dengan cara deskriptif
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.?

. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sumenep, yaitu salah
satu Kabupaten di pulau Madura yang terletak di sebelah Timur
Kabupaten Pamekasan merupakan lokasi paling Timur di Pulau Madura
dan berbatasan dengan Laut Jawa/ Laut Flores. Pemilihan lokasi
didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

Pertama, Dominasi Kyai dalam kehidupan politik di Kabupaten
Sumenep. Hal ini ditandai dengan Kepala Daerah Kabupaten Sumenep
Pasca Orde Baru selalu berasal dari kalangan Kyai. Demikian pula dengan

Ketua DPRD juga berasal dari kalangan kyai.

2006), 6.

22 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,



Kedua, banyaknya jumlah pondok pesantren yang terdapat di
Kabupaten Sumenep berjumlah 256. Sementara, jumlah penduduk
Kabupaten Sumenep adalah 1.100.724 jiwa. Ini artinya budaya santri di
Kabupaten Sumenep sangat mempengaruhi pada kehidupan sehari-hari.

Ketiga, Sumenep merupakan satu-satunya daerah yang memiliki
kota keraton di lingkungan pulau Madura. Tetapi keluarga keraton atau
darah bangsawan ini tergeser oleh eksistensi kyai dalam banyak aspek.
Maka tidak heran jika banyak orang tidak mengetahui kalau Sumenep
adalah kota keraton.

Keempat, di tengah-tengah kentalnya budaya santri, Kabupaten
Sumenep memiliki beberapa kebudayaan di antaranya pertama, budaya
karapan sapi, budaya ini mendapat banyak perhatian orang karena
merupakan tontonan rakyat. Praktik karapan sapi adalah lomba aduh cepat
pada sapi, sementara Islam melarang umatnya untuk tidak menyiksa
hewan. Kedua, budaya carok, ini dikaitkan dengan perkelahian dan harga
diri, sementara kyai dalam ceramahnya melarang umatnya untuk berkelahi
dan mengarahkan pada perdamaian, tetapi dalam realitas masyarakat
Sumenep ada budaya carok. Ketiga, budaya minta-minta, Islam
mengajarkan lebih baik tangan di atas dari pada tangan di bawah tetapi
budaya minta-minta dijadikan profesi bagi sejumlah warga Sumenep.
Budaya-budaya tersebut menjadi menarik kal;u dikaitkan dengan otoritas

dan pengaruh yang dimiliki seorang kyai. Kyai yang dianggap mampu
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menggerakkan dan memperbaiki tatanan masyarakat, tetapi budaya-
budaya tersebut masih mengakar dalam lingkungan masyarakat Sumenep.

Kelima, Sumenep memiliki wilayah daratan dengan pulau yang
tersebar berjumlah 126 pulau® dengan pulau-pulau kecil yang berpotensi,
seperti pulau Kangean misalnya, alamnya mengandung minyak tanah, dan
dipadati pohon kelapa serta pemula dalam mengawinkan ayam kampung
dengan ayam alas menjadi ayam bekisar yang dilestarikan oleh pemerintah
Jawa Timur sebagai keragaman budaya.

Adanya fenomena peralihan status kyai ditopang oleh kondisi
Sumenep yang sakral dengan budaya lokal, sementara setelah kyai terjun
ke dalam dunia politik praktis mengabaikan budaya lokal yang menjadi
ciri dari masyakat yang mengklaim beragama NU ini (ketika ditanya
agamanya).

3. Sumber Data
Sumber data untuk penelitian ini digolongkan menjadi dua bagian
berdasar kebutuhan, sebagai berikut:
a. Sumber Primer
Sumber primer merupakan sumber data utama dalam sebuah
penelitian.?* Sumber data diperoleh dari informan penelitian dengan
menggunakan metode wawancara mendalam,
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Snowball

Sampling. Pada awalnya informan akan ditentukan oleh peneliti yang

2 Berdasarkan hasil sinkronisasi Luas Wilayah Kabupaten Sumenep.
2 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Airlangga University Press,
2001), 129.
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dianggap sebagai key informan. Setelah dari key informan tersebut
akan diperoleh beberapa rekomendasi informan yang terkait dengan
penelitian ini, demikian selanjutnya, sebagaimana putaran bola salju.

Informan adalah sumber utama dalam penelitian. Beberapa
informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan, serta berkaitan dengan
tema penelitian. Informan tersebut antara lain: Kyai Taufiqurrahman
(selaku mantan DPRD Jatim), Kyai Tsabit Khazien (mantan DPR RI),
Kyai Busyro Kariem (Bupati Sumenep), Kyai Imam Hasyim (Ketua
DPRD Sumenep), Kyai Ramdan Sirajd (Mantan Bupati Sumenep),
Kyai Unis Isam (anggota DPR RI Dapil Madura), Kyai Naufal (DPRD
Sumenep), Kyai Akhmad Mawardi (DPRD Sumenep), KH. Abd.
Hamid Ali Munir (DPRD Sumenep), Moh. Husen (DPRD Sumenep),
Kyai Said Abdullah (non-politisi), terakhir adalah beberapa
masyarakat berdasarkan kebutuhan.

Adapun data yang ingin dikumpulkan dalam sumber primer
penelitian ini adalah: asal usul kyai mendapat gelar kyai, motif Kyai
berpolitik, aktivitas kyai di dalam dan di luar pondok, manfaat dan
kelemahan kyai terlibat dalam politik dan implikasi kyai berpolitik.
Selain hasil data diperoleh dari wawancara mendalam, data juga

diperoleh dari hasil observasi di lapangan.
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b. Sumber Sekunder
Sumber sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk
melengkapi sumber data primer.?> Sumber data sekunder diperoleh dari
hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal,
artikel, browsing data internet, dan berbagai dokumentasi pribadi
maupun resmi.

Adapun data yang ingin dikumpulkan dalam sumber sekunder
penelitian ini adalah: data Badan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Sumenep yang terdiri dari Demografi Sumenep, data
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep yang terdiri dari buku
Sumenep Dalam Angka 2011, data Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumenep yang terdiri dari hasil Pilkada 2008, hasil Pileg
2009, hasil Pilgub putaran pertama dan putaran kedua tahun 2008, dan
hasil Pilpres 2008. Data Kementrian Agama Kabupaten Sumenep yang
terdiri dari jumlah pondok Pesantren di Kabupaten Sumenep, jumlah
pemeluk Agama, jumlah organisasi masyarakat, data Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep, yang terdiri jumlah penduduk berdasarkan
tingkat pendidikan, jumlah sarana pendidikan dan jumlah angka

partisipan siswa.

2 Ibid.



Adapun sumber data jika digambarkan dalam sebuah bagan

sebagai berikut:

: Hasil in dept interview
Sumber Primer | —" P

Hasil Observasi

Sumber Data

Data Bapedda dan Catatan

Sipil, data Kementrian Agama,
™ data KPU, data BPS, data Dinas
Pendidikan>  buku, jurnal,
artikel, browsing data internet,
dan  berbagai dokumentasi
pribadi maupun resmi.

Sumber Sekunder

4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian
ini adalah:
a. Observasi
Untuk memperoleh gambaran terkait peralihat status sosial
kyai dari tokoh agama ke tokoh politik, peneliti melakukan pengamatan
non partisipatoris (non participatory observations). Observasi ini juga
untuk mengetahui aktifitas kyai di dalam pondok dan di luar pondok.
Dalam pengamatan tersebut peneliti melakukan pengamatan ke lokasi
pondok dan melakukan dialog dengan santri dan warga di sekitar
pondok. Hasil rekaman lapangan selanjutnya digunakan sebagai bahan
analisis pendukung dalam menguraikan peralihan status sosial kyai.
b. Wawancara Mendalam
Wawancara mendalam (in-depth interview) merupakan suatu

cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap
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muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran
lengkap tentang topik yang diteliti?® Tujuan dari indept interview
adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, .dimana
pihak informan diminta mengekpror pendapat dan ide-idenya.
¢. Dokumentasi
Data yang dihasilkan dari wawancara dan observasi terkadang
tidak cukup, maka peneliti perlu melakukan studi dokumentasi atau
artefak untuk melengkapi data penelitian. Ternik studi dokumentasi ini
bertujuan untuk menggali data non-insani, misalnya buku pedoman,
catatan, surat-surat keputusan, laporan kegiatan dan sebagainya. Untuk
data hasil dokumenter yang dinilai penting dalam penyusunan laporan
penelitian.
S. Metode Analisis Data
Ketika membahas tentang analisa data dalam penelitian kualiatif,
para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Miles dan Huberman
mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif,
yang terdiri dari tiga tahapan kegiatan utama yaitu: reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.’ Dari
ketiga kegiatan tersebut, saling berkaitan dan runtut secara sejajar pada
saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang

sejajar untuk membangun wawasan umum.

%6 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kudlitatif- Aktuaisasi Metodelogis ke Arah Ragam
Varian Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 157-158.
#7 Miles and Hubermas, Management and Analysis Methods (Tk: Tp, 1994), 429.
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Penting dicatat adalah bahwa hipotesis kerja hendaknya terkait dan
sekaligus menjawab pertanyaan penelitian. Skema di bawah ini untuk

mempermudah memahami proses analisa data: 22

Pengumpulan
Data

Penyajian Data

Y

4

y

Reduksi Data Simpulan :
Verifikasi

AA

a. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan,
pemusatan, perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di
lapangan.?? Dalam mereduksi data berlangsung secara kontinu selama
pelaksanaan penelitian.

Proses reduksi data sebagai suatu bentuk analisis yang
menajamkan, menggolokkan, mengarahkan, membuang, yang tidak
perlu dan mengorganisasikan data sehingga memudahkan untuk
dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan

proses verifikasi.

28 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian, 277. Lihat juga Miles and Huberman, Manage-
ment and Analysis Methods (Tk: Tp, 1994), 429.

% Muhammad Idrus, Metode Penelitian llmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif
(Jakarta: Erlangga, 2011), 148.
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b. Penyajian Data

Setelah melakukan proses verifikasi data, selanjutnya adalah
menyajikan data, atau disebut display data, yaitu sekumpulan informasi
tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Dengan melakukan penyajian data maka peneliti
akan lebih mudah mamahami apa yang sedang terjadi dan apa yang
harus dilakukan. Peneliti juga akan lebih memahami apakah peneliti
akan meneruskan analisisnya atau mencoba mengambil tidakan dengan
memperdalam temuan tersebut.

c. Verifikasi atau Simpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan
penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan data yang
telah ditampilkan. Penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi, periset
kualitatif mencari makna dari setiap gejala yang diprolehnya di
lapangan. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang
ditetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar di
peroleh konklusi yang valid dan kokoh.*

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Miles dan Hubermas
bahwa seorang peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-
kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi
kesimpulan sudah dise&iakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian

meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar.,

% Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, (Y ogyakarta: Tp, 2006), 22.
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H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi, maka
dibuat dengan sistematika per-bab yang masing-masing bab mengandung sub
bab yang mana satu dan yang lain memiliki hubungan yang erat. Adapun
struktur pembahasan tersebut sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN

Memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi konsep,
telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB II : TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Pada bab ini di uraikan tentang kerangka konseptual dan teori yang
melandasi yaitu: teori status sosial dan teori elit, teori motivasi, teori
mobilitas, teori otoritas, konsepsi pusat dan pinggiran dan konsep kyai dan
politik.
BAB III : SETTING PENELITIAN

Pada bab ini akan dideskripsikan monografi Kabupaten Sumenep,
diantaranya éspek Geografis, Demografis, Sosial dan Agama, Pendidikan,
ekonomi dan politik serta kyai dalam konteks masyarakat Sumenep.
BAB IV : ANALISA DATA

Pada bab ini akan diuraikan tentang peralihan status sosial kyai dari
tokoh agama ke tokoh politik di Sumenep beserta implikasinya.
BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual dan teori yang digunakan dalam penelitian ini
antara lain: teori status sosial, teori elit, teori motivasi, teori mobilitas, teori
otoritas, konsep kyai dan politik, dan konsep pusat-pinggiran.

A. Teori Status Sosial

Sebelum berbicara lebih jauh terkait status sosial, terlebih dahulu
perlu dikenali juga tentang stratifikasi sosial. Ada beberapa definisi yang dapat
dipergunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan stratifikasi sosial, yaitu:
Sejumlah orang yang sama statusnya menurut penilaian masyarakat dinamakan
“stratum” (lapisan), dan penggolongan masyarakat menurut srata (kata jamak
dari stratum) hierarkinya disebut stratifikasi sosial. Misalnya: petani, buruh,
pegawai, mahasiswa, guru, dosen dan sebagainya. Brahma, ksatria, syudra,
paria (dalam stratifikasi Hindu).

Stratifikasi sosial adalah pembedaan suatu masyarakat (population) ke
dalam kelas-kelas secara hierarki (bertingkat).! Sumber terjadinya stratifikasi
sosial menurut beberapa pakar, yaitu:

a. Menurut P.A. Sorokin: stratifikasi sosial bersumber dari distribusi

(pembagian) yang tidak sama dalam hak, tugas, kewajiban tanggung jawab,

' Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan: Studi Analisis Sosiologi tentang Pelbagai
Problema Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 38.
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nilai-nilai sosial, kekuatan sosial, dan pengaruh, di antara anggota-anggota
masyarakat,

. Menurut Selo Sumardjan: sumber stratifikasi sosial adalah sesuatu yang
dihargai tinggi/rendah oleh masyarakat, dalam hal uang benda-benda
ekonomis, ilmu dan sebagainya. Jadi orang-orang yang memiliki barang-
barang tersebut lebih banyak, berada di lapisan atas.

. Menurut Max Weber: sumber-sumber tumbuhnya strata yang berbeda yaitu:
(1) berkembangnya corak hidup yang khusus, seperti tipe pekerjaan, (2)
kharisma, dan (3) pemilikan otoritas politik dan/atau birokratis.

. Menurut Robbin William: sistem stratifikasi sosial berpangkal pada sistem
penjenjangan dalam masyarakat.

. Sifat komulatif dari suasana kedudukan yang tinggi, artinya kedudukan
yang dalam suatu stratifikasi sosial memungkinkan seseorang untuk meraih
lagi berbagai “barang berharga” lainnya sehingga menjadikan orang yang
berkedudukan tinggi tersebut bertambah tinggi status sosialnya.?

Kekuasaan dan wewenang mempunyai sifat lain dari pada uang,

tanah, benda-benda ekonomis, ilmu maupun kehormatan, kekuasaan dan

wewenang tidak bisa dibagi secara bebas di antara anggota-anggotanya

(masyarakat), seperti halnya “benda-benda” lainnya, sebab bila dilakukan akan

merusak keutuhan mayarakat tersebut.

Beberapa pakar berpendapat tentang eksistensi stratifikasi sosial, yaitu

sebagai berikut:

? Ibid, 39.
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. Mayor Polak, dalam masyarakat primitif tidak ada yang stratifikasi sosial.
Masyarakat primitif itu hanya membedakan antara “orang dalam” (in group)
dan “orang luar” (out group). Yang menentukan status antara orang dalam
hanya perbedaan keturunan, seks dan umur. Di samping itu, status anggota
kelompok adalah seragam.
. P.A. Sorokin, tidak mungkin masyarakat tanpa stratifikasi sosial termasuk
masyarakat primitif. Sistem strata dalam masyarakat merupakan ciri yang
tetap ada dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur.
Hal ini sudah ada sejak dahulu, dibuktikan dengan:

. Aristoteles yang mengatakan bahwa dalam tiap negara/masyarakat tentu
terdapat orang yang kaya-raya, sedang dan miskin.
. Plato mengusulkan adanya tiga strata dalam warga negara, yaitu kaum
filsuf, militer, serta pedagang dan petani.
. Kaum filsuf berada di lapisan teratas karena pandai dan berhak memegang
tampuk pimpinan/ pemerintahan.
. Plato yang berpendapat macam-macam bentuk stratifikasi sosial itu ada
dalam tiap masyarakat, termasuk negara yang memproklamasikan
“kesamaan bagi setiap manusia” (the equality of man), atau Karl Marx
dengan perjuangannya menuju the classless society.
1. Status dan Peranan (Role)

Pendapat beberapa pakar tentang status dan peranan yang perlu

dikemukakan, antara lain:

a. Menurut Ralph Linto, status memiliki dua arti:
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1) Dalam pengertian abstrak (berhubungan dengan individu yang
mendudukinya), status ialah suatu posisi dalam pola tertentu.

2) Dilihat dari arti lainnya (tanpa dihubungkan dengan individu yang
mendudukinya), secara sederhana status itu dapat dikatakan sebagai
kumpulan hak-hak dan kewajiban.

. Menurut Roucek Weren, status disebut sebagai berikut:

1) Status ialah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.

2) Status sosial ialah posisi seseorang dalam masyarakat.

. Menurut Mayor Polak, dikatakan bahwa: Yang dimaksud dengan

status ialah kedudukan sosial seseorang dalam kelompok serta dalam

masyarakat. Status mempunyai dua aspek, yaitu:

1) Aspek stabil (struktural), yakni yang bersifat hierarki (berjenjang)
yang mengandung perbandingan tinggi/ rendahsecaara relatif
terhadap status-status lain.

2) Aspek dinamis (fungsional), yakni peranan sosial yang berkaitan
dengan suatu status tertentu, yang diharapksn dari seseorang yang
menduduki suatu status tertentu.

. Seseorang belum tentu memiliki satu status, tetapi dapat juga memiliki

lebih dari satu status. Misalnya Bapak A selain berstatus sebagali

suami dari istrinya, sebagai bapak dari anak-anaknya, mungkin juga
sebagai ketua RT/RW, atau sebagai kepala SMA LX, dan sebagainya.

. Mayor Polak berpendapat bahwa:

1) Peranan penunjuk pada aspek dinamis dari status.
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2) Peranan memiliki dua arti, yaitu: Dari sudut individu berarti
sejumlah peranan yang timbul dari berbagai pola yang di dalamnya
individu tersebut ikut aktif. Dan peranan secara umum menunjuk
pada keseluruhan peranan itu dan menentukn apa yang dikerjakan
seseorang untuk masyarakatnya, serta apa yang dapat diharapkan
dari masyarakat itu.

f. Dalam bahasa Indonesia “status” sama artinya dengan “posisi” atau
“kedudukan”. Tetapi maknanya jelas berbeda. Status berhubungan
dengan stratifikasi sosial, sedang posisi berhubungan dengan situasi
(tempat, situasi lain, dan situasi diri sendiri). Contoh konkrit: (1)
status: Kapten kesebelasan, pemain cadangan, (2) posisi: Gelandang,
sayap Kiri, dan kiper

g- Menurut Ralph Linton kemungkinan seseorang dalam memperoleh
status, ada dua macam: Ascribed status,ialah status yag diperoleh
dengan sendirinya oleh anggota masyarakat. Misalnya dalam sistem
kasta, seorang anak sudra, langsung saja sejak lahir ia berstatus sudra.
Seorang anak raja langsung menjadi bangsawan. Achieved status,
ialah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang disengaja,
seperti sarjana untuk lulusa S1, magister untuk lulusan S2, dan doktor
untuk lulusan S3, dan seterusnya.

Menurut Mayor Polak, perlu ditambah satu lagi, yaitu
assigned status ialah status yang diberikan kepada seseorang karena

jasanya. Misalnya seseorang mendapat status “putra mahkota” karena
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berjasa menyembuhkan sang raja dari sakitnya yang parah. Atau
seseorang yag berjasa karena dapat menghalau dan mengamankan
negeri dari kejahatan yang mengancam kesejahteraan negara, dan
sebagainya.

Menurut Ralph Linton kenyataan yang terdapat dalam
masyarakat adalah tipe ascribed status. Jadi, status adalah posisi
seseorang dalam suatu pola tertentu. Status menunjukkan tempat atau
posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Status mewakili setiap
individu dalam hubungannya dengan masyarakat sebagai suatu
keseluruhan.’

Sebagaimana dijelaskan di atas, Kedudukan atau status
ditentukan oleh banyak hal yaitu kekayaan, keturunan, pendidikan,
pekerjaan usia, kekeluargaan dan kebangsaan, walaupun demikian
pilihan bentuk bahasa dan gaya bicara adalah sangat penting.
Sejumlah kata-kata diciptakan untuk membawa apa yang disebut
sebagai “makna status”.?

Peralihan status sosial mempengaruhi prestisenya. Seseorang
yang dahulu begitu dihormati karena kekuasaan formalnya, sekarang
menjadi kurang dihormati atau masih dihormati tetapi karena

kekayaannya atau kedermawanannya. Sebaliknya, seseorang yang

3 e
Ibid, 40-42.
* Sumartono, Peralikan Status Sosial Elit di Pedesaan: Studi Kajian tentang Pola dan
Karakteristik Elit serta Makna Peralihan Status dari Elit Ekonomi ke Elit Pamong Desa, Desertasi

pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 1996, 11. Lihat juga Linton, 1984,
148.

* Ibid. Lihat juga Geertz, 1983, 334.
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dahulu dipatuhi atas dasar kemampuannya dalam bidang keagamaan,
sekarang lebih dipatuhi karena menjadi jabatan di desanya. la
mempunyai selain kemampuan dalam bidang keagamaan juga
memiliki kekuasaan formal.®
2. Kelas Sosial
Kelas sosial merupakan kedudukan seseorang/ keluarga dalam
suatu lapisan masyarakat, dimana kedudukan itu diketahuinya secara
sadar serta diakui oleh masyarakat umum. Beberapa pakar berpendapat
mengenai kelas sosial, yaitu sebagai berikut:

a. Mayer, mengartikan kelas sosial sebagai lapisan masyarakat
berdasarkan unsur-unsur ekonomi. Jadi kelas sosial mendudukkan
individu-individu dan keluarga dalam posisi ekonomi yang sama.

b. Menurut P.A. Sorokin, ada tiga kelas yang saling berhubungan yaitu:
kelas berdasarkan ekonomi, kelas berdasarkan politik, dan kelas
berdasarkan pekerjaan.

¢. Menurut Max Weber, ada tiga tipe kelas yaitu:

1) Property class, ialah status kelas bagi para anggota yang
dditentukan oleh perbedaan dalam pemilikan alat perlengkapan
hidup (property) atau pemilikan tanah dan barang-barang.

2) Acquistion class, situasi kelas untuk anggota-anggota ditentukan

oleh kesempatan untuk menggunakan kecakapannya.

¢ Ibid, 3-4.
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Elit yang memerintah adalah mereka yang mempunyai wewenang
formal untuk memerintah kelompok yang lain; sedangkan elit yang tidak
memerintah adalah elit yang tidak mempunyai wewenang formal untuk
mempengaruhi orang atau kelompok lain. Klasifikasi elit tidak hanya
sebagaimana dikemukakan oleh Pareto saja, teapi terus berkembang. golongan
elit terus berkembang disebabkan oleh empat hal, diantaranya: (1)
pertumbuhan penduduk, (2) pertumbuhan spesialisasi jabatan, (3) pertumbuhan
organisasi formal atau birokrasi, dan (4) perkembangan keragaman moral’
Dengan berkembangnya empat hal tersebut maka jumlah dan jenis elit menjadi
semakin banyak.

Iberamsyah membedakan elit menjadi elit formal dan elit informal. Elit
formal adalah elit yang landasan pengaruhnya  didasarkan pada wewenang
formal atau peraturan resmi atas kekuasaannya. Elit informal adalah elit yang
dasar pengaruhnya melalui kemampuan pribadi yang diakui oleh anggota
masyarakat. Elit informal meliputi elit informal agama, elit informal
cendikiawan, elit ir}formal jawara, elit informal pemuda, elit informal ekonomi,
dan elit informal wanita.'® Sementar itu Usman, membedakan elit menjadi tiga
macam, yaitu elit pamong desa, elit petani kaya, dan elit pemuka agama.”

Penelitian tentang kyai, selalu dilekatkan dengan elit karena kyai
termasuk elit dalam lingkungan masyarakat di mana ia tinggal. Maka teori elit
ini dimaksudkan untuk mengetahui makna elit secara ilmiah dan makna elit

dalam praktik yang dipahami masyarakat kita. Dalam penelitian ini, berbicara

® Ibid, 16. Lihat juga Keller, 1984, 91.
"% Ibid, 16-17. Lihat juga Iberamsyah, 1988, 21.
' Ibid, 17. Lihat juga Usman, 1991, 36.
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tentang status sosial maka teori elit termasuk di dalamnya. Oleh karena itu,
kehadiran teori ini akan digunakan untuk menbaca peran dan pengaruh elit
pemuka agama dalam hal ini kyai sebagai unit analisis dalam penelitian ini.

. Teori Motivasi

Ketika berbicara tentang motivasi, yang terlintas pada fikiran kita
adalah dorongan eksternal yang memicu semangat seseorang dan sekelompok
orang. Dalam psikologi pendidikan motivasi adalah proses yang memberi
semangat, arah dan kegigihan perilaku. Artinya perilaku yang termotivasi
adalah perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama.'?

Perspektif tentang motivasi, di antaranya: perspektif psikologi
menjelaskan motivasi dengan cara yang berbeda berdasarkan perspektif yang
berbeda pula. Ada empat perspektif, di antaranya: behavioral, humanistis,
kognitif, dan sosial.

a. Perspektif Behavioral, menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai
kunci dalam menentukan motivasi seseorang.

b. Perspektif Humanistis, menekan pada kapasitas seseorang untuk
mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih nasib mereka. Dan
kualitas positif seperti peka terhadap orang lain. Perspektif ini dekat dengan
perkataan Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar tertentu harus
dipuaskan dahulu sebelum memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi.

Menurut hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan individual harus dipuaskan

dalam urutan sebagai berikut, yaitu: (1) fisiologis (lapar, haus, tidur), (2)

'2 john W. Santrock, Educational Phycology (Jakarta: Kencana, 2008), 510.
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keamanan/ safety (bertahan hidup, seperti perlindungan dari perang dan
kejahatan), (3) cinta dan rasa memiliki (keamanan/ security, kasih sayang,
dan perhatian dari orang lain), (4) harga diri (menghargai diri sendiri), dan
(5) aktualisasi diri (realisasi potensi diri).
. Perspektif Kognitif, pemikiran seseorang akan memandu motivasi mereka.
Belakangan ini muncul minat besar pada motivasi menurut perspektif
kognitif. Ini sesuai dengan gagasan R.W. White (1959), yang mengusulkan
konsep motivasi kompotensi, yakni ide bahwa orang termotivasi untuk
menghadapai lingkungan mereka secara efektif. White mengatakan bahwa
orang melakukan hal-hal tersebut bukan karena kebutuhan biologis, tetapi
karena orang punya motivasi internal untuk berinteraksi dengan lingkungan
secara efektif.
. Perspektif Sosial, kebutuhan afiliasi atau keterhubungan adalah motif untuk
berhubungan dengan orang lain secara aman. Ini membutuhkan
pembentukan, pemilihan dan tercermin dalam motivasi mereka dalam
menghabiskan waktu bersama teman.
. Motivasi Ekstrinsik dan Instrinsik
1) Motivasi ekstrinsik, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang
lain (cara untuk mencapai tujuan). Motivasi ini sering dipengaruhioleh
insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman. Misal bekerja keras

untuk mendapatkan hasil yang bagus dan maksimal.
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2) Motivasi instrinsik, untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri
(tujuan itu sendiri). Misalnya, bekerja pada suatu bidang karena
pekerjaan tersebut disenanginya."?

Sebagaimana teori motivasi ekstrinsik, yaitu melakukan sesuatu untuk
mendapatkan sesuatu yang lain (cara untuk mencapai tujuan). Makanya teori
yang dianggap paling bersinggungan, di antara beberapa teori motivasi yang
diuraikan di atas dianggap representatif untuk menjawab rumusan masalah
tentang motif peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke tokoh politik.
Begitupun teori motivasi yang lain bisa juga untuk menjawab rumusan
masalah, misalkan salahsatu motivasi kyai terjun dalam politik praktis untuk
dakwah Islam melalui jalur politik.

D. Teori Mobilitas

Teori mobilitas atau lebih dikenal dengan mobilitas sosial atau juga
gerak kemasyarakatan. Beberapa pakar berpendapat tentang mobilitas sosial
yaitu sebagai berikut: pertama, menurut Henry Clay Smith, mobilitas sosial
(gerak sosial) ialah gerak dalam suatu struktur sosial (hubungan antara individu
dengan kelompoknya). Kedua, menurut Haditono, yang dimaksud dengan
mobilitas sosial ialah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari
kedudukannya yang satu ke kedudukan lain. Kedudukan bisa berarti situasi
tempat, dapat pula berarti status.

Ketiga, Menurut arahnya, P.A. Sorokin, menyebutkan ada dua macam

yaitu: Mobilitas horisontal (sejajar/mendatar) merupakan perpindahan dari

'* John W. Santrock, Educational Phycology (Jakarta: Kencana, 2008), 512-514.
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kedudukan yang satu ke kedudukan lain yang sejajar. Dan mobilitas vertikal,
yang meliputi: Sosial Climbing: juga terdiri dua macam; (1) Dari status yang
rendah ke status yang tinggi, di mana status yang tinggi itu telah ada
sebelumnya. (2) Membentuk kelompok atas (status) baru, karena status yang
lebih atas belum ada (promosi). Misalnya: Kelompok konglomerat, kelompok
eksekutif, kelompok super eksekutif, dan seterusnya. Sosial Sinking: Dari
kelompok yang tinggi/atas turun ke yang rendah (demosi). Dan derajat
kelompoknya menurun. Menurut P.A. Sorokin, yang menjadi saluran mobilitas
ada enam, yaitu: angkatan bersenjata, lembaga keaggamaan, lembaga
pendidikan, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian."

Dalam tema penelitian ini berbicara tentang peralihan status sosial kyai
dari tokoh agama ke tokoh politik, itu berarti kndaata peralihan berkaitan
dengan pergeseran atau perubahan, maka teori motivasi yang diurain oleh
beberapa ahli di atas, sangat mempengaruhi dalam penelitian ini kususnya pada
rumusan masalah. Teori mobilitas, dapat digunakan untuk membaca gerak
status elit agama, apakah gerak dari status rendah ke Einggi maupun sebaliknya.
. Teori Otoritas

Dalam pembahasan teori otoritas di sini akan mengangkat pernyataan
Weber mengenai teori otoritas, karena dalam beberapa tahun terakhir sampai
sekarang teori Weber masih relevan digunakan di dunia akademis maupun di

~

dunia praktis. Weber mengklasifikasikan ragam otoritas menjadi tiga bagian.

4 Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, 43-44,
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Ketiga bagian tersebut yaitu, wewenang kharismatik, wewenag tradisional dan
wewenang rasional.'?

Weber menyatakan bahwa legitimasi itu haruslah dipelihara di mata
kelompok yang dikuasai kalau ingin kekuasaannya berjalan efektif. Mereka
akan bisa memeliharanya kalau mereka dapat mengendalikan dam
mendesiminasi gagasan utama (ideologi). Antara lain: penggunaan kekuasaan
yang lebih terbuka melalui mesin hukum, pengadilan, polisi, dan sebegainya.'®
Sumber dari otoritas atau legitimasi kekuasaan ada tiga yaitu kekuasaan yang
bersumber dari tradisi, kharisma dan instrumen rasional.!’

Wewenang kharismatik, wewenang ini didasarkan atas ciri kepribadian
luar biasa pemimpin. Mereka percaya akan kharisma, mempunyai keyakinan
bahwa mereka melalui pemimpin diantar masuk ke dalam dan diberi
pengharapan baru. Istilah “kharisma” diterangkan oleh Weber menjadi atau
bakat seseorang yang mana dikhususkan dan dipisahkan dari orang-orang
biasa. la dianggap mempunyai kebijaksanaan dan kekuatan yang unggul,
adikodrati, dan adimanusiawi. Ciri lain ialah bahwa para pengikut
mengabdikan diri kepada pemimpin karena merasa diri dipanggil untuk itu.

Mereka tidak minta undang-undang, peraturan-peraturan, srtuktur sosial, gaji,

'* K.J. Veeger, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat atas Hubungan Induvidu Masyarakat
dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi (Jakarta: Gramedia, 1985), 182.

'° Ibid.

"7 Zainuddin Maliki, Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemoni (Surabaya: LPAM,
2003), 232.
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jaminan untuk masa depan dan sebagainya. Ciri-ciri semacam ini membentuk
tipe ideal yang disebut “wewenang kharismatik”.'®

Wewenang tradisional, tipe ini didasarkan atas tradisi, adat-istiadat,
atau perasaan spontan para pengikut. Orang menjadi pemimpin bukan karena
bakatnya, melainkan karena sudah diataur demikian di masa lampau. Misalnya,
anak mewarisi tahta ayahnya. Lembaga pemimpin dianggap suci dalam diri
dan mendasari wewenang pemimpin dengan lepas bebas dari soal
kecakapannya atau dukungan mayoritas.

Wewenang rasional, tipe rasional ini biasanya berdasarkan pada hukum,
bertumpu pada prinsip “the right man on the right place”. Dengan berpedoman
pada prinsip ini, masyarakat atau negara memilih pemimpinnya dan
mengangkat dia untuk sementara waktu. Tipe wewenang ini pada umumnya
ditemuka pada negara-negara demokrasi modern. Di situ rakyat lebiih percaya
kepada akal kecerdasan, bakat kepemimpinan, dan objektivitas serta stabilitas
undang-undang daripada sifat luar biasa pemimpin kharismatik yang kadang-
kadang hanya memiliki kecakapan yang hanya kebetulan saja. Bentuk
wewenang kharismatik cenderung untuk berubah menjadi bentuk rasional. Itu
disebabkan oleh sifat sementara penampilan pimpinan kharismatik.'

Untuk tipe wewenang rasional ini cocok dan ideal apabila diterapkan
dalam kepemimpinan birokrasi. Birokrasi atau administrasi mempunyai suatu
bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang

rasional. Istilah rasional dengan segala aspek pemahamannya merupaka kunci

'® Aridho Pamungkas, Otoritas Kyai Pasca Orde Baru di Kecamatan Wonocolo, Skripsi
pada Program Studi Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel 2010, 45.
PK.J. Veeger, Realitas Sosial, 182.
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dari konsep ideal birokrasi ala Weberian. Rasional dan efesiensi dicerminkan
dengan susunan hirarki adalah khusus merupakan kebutuhan yang amat
mendesak pada saat itu. Oleh sebab itu, ukuran rasionalitas dan efisiensi amat
berbeda dengan kriteria untuk organisasi zaman modern sekarang ini yang
kondisinya tentu tidak sama dengan waktu ketika Max Weber sedang meneliti
birokrasi.?’

Sebagaimana disebutkan di atas, ada tiga otoritas atau wewenang yaitu
wewenang kharismatik, wewenang tradisional dan wewenang tradisional.
Karena dalam unit analisis penelitian ini adalah kyai, maka kecenderungan
otoritas yang digunakan adalah otoritas kharismatik. Kyai sebagai pemegang
otoritas tertinggi dalam lingkungan pesantren, itu berarti dengan otoritas
kharismatik yang dimilikinya dapat mempengaruhi santri baik menyoal agama
maupun sosial politik, itu dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian tentang
kyai sebelumnya. Teori motivasi ini dapat digunakan untuk mengetahui ruang
gerak kyai, kyai yang pada awalnya sebagai elit agama dengan beralihnya ke
elit politik maka diperlukan teori motivasi ini untuk mengatahui apakah posisi
awal semakin tinggi atau bahkan sebaliknya dalam pandangan kelompok
masyarakat elit dan kelompok masyarakat akar rumput.

. Konsep Kyai dan Politik
1) Pengertian Kyai
Istilah kyai merupakan perkataan sering kita dengar, dan juga

sempat menjadi perdebatan dalam lingkup nasional. Untuk tidak terjadi

*® Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 19.
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kerancuhan di sini dalam memaknai dan mendefinisikan pegertian dari kyai

peneliti mengutip beberapa pendapat dari para peneliti yang membidangi

jauh sebelumnya. Makna kyai yang dinyatakan oleh beberapa ahli tersebut
adalah sebagai berikut:

Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren.
la seringkali bahkan merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa
pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung kepada kemampuan-
nya pribadi kyai. Jadi, otoritas tertinggi dipegang sepenuhnya oleh kyai.
Menurut asal-usulnya, perkataan kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga
jenis gelar yang saling berbeda, yaitu: *'

1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat;
umpamanya, “Kyai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan Kereta
Emas yang ada di Keraton Yogyakarta;

2. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnnya;

3. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang ahli agama
Islam yang memiliki dan menjadi pemimpin pesantren dan mengajar
kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain gelar kyai, ia juga
sering juga disebut seorang alim (orang yang ahli dalam pengetahuan
Islamnya).?? Untuk gelar kyai yang ketiga ini yaitu kyai pesantren,
Dhofier menyebutkan elemen-elemen dalam pesantren ada lima unsur
yaitu pondok, masjid, pengajian kitab-kitab Islam Klasik (Kitab

Kuning), santri dan kyai.

2! Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, 55.
22 Ibid. Perlu ditekankan di sini bahwa para ahli pengetahuan Islam di kalangan umat
Islam disebut ulama.
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Pembagian kyai yang dilakukan Dhofir ternyata tidak mampu
sepenuhnya mewadahi luasnya penggunaan gelar kyai. Dalam
perkembangan sosial sekarang ini, gelar kyai ternyata tidak dilekatkan
kepada pemimpin pesantren, tetapi juga sering dianugrahkan kepada figur
ahli agama atau ilmuwan Islam yang tidak memimpin atau memiliki
pesantren.”

Dalam pandang lain, kyai adalah segala-galanya yang menjadi
tumpuan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang hidup di
pedesaan, karena itu kometmen terhadap posisi kyai setali tiga uang. Kyai
adalah pemimpin sejati yang dihormati dan dibela.?* Bahkan dalam
perkembangannya, kyai bukan hanya dijadikan perantara yang mampu
memberian berkah keilahian, tetapi melebihi batas itu. Kyai tidak hanya
memiliki pengaruh dalam wacana praktik ritual keagamaan semata, tetapi
berkembang dalam lingkup yang yang lebih luas lagi, yang menyangkut
kepemimpinan sosial secara umum. Penghormatan dan kepatuhan
-masyarakat Madura, misalnya, terhadap kyai jauh lebih besar dan melebihi
kapatuhannya kepada pejabat birokrasi, atau institusi negara.?®

Gus Dur mensyaratkan kyai hanya dapat diberikan kepada

seseorang ahli ilmu agama Islam yang memiliki pesantren dan santri.

» Achmad Patoni, Peran Kyai Pesantren dalam Partai Politik (Jogjakarta: Pustaka
Pelajar, 2007), 23.
24 Suherman Ja’far, Pasang Surut Politik Kaum Sarungan (Surabaya: Kanisius, 2009), 29.
25
Ibid, 30.



Dengan demikian seseorang seseorang baru bisa disebut kyai jika ia
menguasai ilmu agama, memiliki pesantren dan juga santri.?

Kata kyai, mungkin kita sering rancuh dengan kata ulama. Untuk
mempermudah dalam penggunaan dua kata yang maknanya hampir sama
tersebut penulis juga akan memaparkan beberapa pernyataan para ahli
terkait ulama, yaitu: pengertian ulama yang mengacu kepada penegasan al-
Qur'an adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan, karena selalu
membaca alam dan dampak dari pada bacaannya tersebut menimbulkan
sikap takut kepada Allah. Oleh karena itu, ulama adalah perpaduan antara
kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan moral. Artinya, seorang
ulama adalah mereka yang memiliki pengetahuan sekaligus perilaku yang
baik.”’

Sedangkan dalam istilah yang berkembang di kalangan umat Islam,
ulama diartikan sebagai yang ahli agama Islam dan ia mempunyai integritas
kepribadian yang tinggi dan mulia serta ber akhlakul karimah dan ia sangat
berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah saw memberikan
rumusan tentang ulama dan sifat-sifatnya yaitu: Ulama adalah hamba Allah
yang berakhlak Qur’ani yang menjadi warasatul ambiya’ (pewaris para
nabi), menjadi qudwah (pemimpin dan panutan), khalifah pengemban
amanat Allah, penerang bumi memelihara kemaslahatan dan kelestarian

hidup manusia.?®

* Ibid, 27.

%7 Achmad Patoni, Peran Kyai, 27-28.

™ Abdul Qadir Djailani, Peran Ulama dan Santri dalam Perjalanan Politik Islam di
Indonesia (PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1994), 3-4,
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Dari pernyataan di atas, maka dapat disederhanakan dua kata
tersebut yaitu; kyai adalah orang yang memiliki lembaga pondok pesantren
dan menguasai pengetahuan agama serta secara konsisten menjalankan
ajaran agama. Kyai juga mengajarkan pengetahuan agama dengan cara
berceramah dari desa ke desa lain, menyampaikan fatwa agama kepada
masyarakat luas. Sedangkan ulama yaitu; ulama adalah orang yang selama
hidupnya dengan khusuk menjalankan ibadah kepada Allah, juga
mendalami ilmu pengetahuan agama dan memiliki kewenangan dalam
menafsirkan al-Qur’an dan al-Hadis untuk menjadi rujukan masyarakan
umum. ¥

Dalam sejumlah kelompok masyarakat terdapat mitos yang beredar
di masyarakat bahwa desa yang di tempati kyai menjadi tentram, aman dan
berkah sebab dengan keberadaannya kyai. Kedudukan kyai di pesantren
adalah pemimpin tunggal, memiliki otoritas tinggi dalam menyebarkan dan
mengajarkan pengetahuan agama. Tidak ada figur yang dapat menandingi
kekuasaan kyai kecuali figur kyai yang lebih tinggi kharismatiknya.*

2) Peran dan Fungsi Kyai

Peran dan fungsi kyai cukup kompleks dan relatif meliputi setiap

sudut kehidupan masyarakat, dan yang paling penting ialah bahwa kyai

tidak terlepaskan dari keberadaan pesantren sebagai institusi pendidikan,

j: Sukamto, Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren, (Jakarta LP3ES, 1999), 86.
Ibid, 88.
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dimana tugas pokoknya adalah membangun generasi muda sebagai pewaris
tongkat estafet keberlangsungan nilai dan ajaran agama.’!

Oleh karena itu, posisi kyai harus dipahami betul oleh masyarakat,
kyai menjadi sosok yang berdiri di atas semua golongan dan semua
kepentingan merujuk pada peran pokoknya sebagai lentera bagi umat,
sebagaimana institusi pesantren. Kyai memiliki dua peran pokok yang
sangat berat. 2

Pertama, kyai hendaknya mengoptimalkan perannya sebagai
pendidik (murobbi). Visi besar kyai dalam hal ini ialah akan lahir generasi-
generasi berkualitas. Kyai tidak saja bertanggung jawab untuk membimbing
santri dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi juga membiasakan praktek hidup
yang selaras dan sesuai dengan ajaran Islam.

Kedua, kyai adalah da’i (pendakwah) yang punya tugas bagaimana
menerangi masyarakat dana menjadi petunjuk jalan bagi mereka. Adapun
tugas Kyai adalah bagaimana menjaga nilai-itu tetap lestari, diikuti, dan
diaplikasikan oleh masyarakat. Maka dari itu dakwah adalah media dalam
menyampaikan sebuah kebenaran dan keluhuran nilai dan ajaran Islam
kepada masyarakat.

Secara garis besar, ada dua model dakwah yang selama ini dikenal:
dakwah bi al-lisan dan dakwah bi al-hal. Da'i yang selama ini berbicara
dan menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat melalui

ceramah, diskusi dan semacamnya tergolong dakwah bi al-lisan. Sementara

" Ibnu Hajar, Kiai di Tengah, 44.
2 Ibid, 45-46.
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dakwah b/ al-hal lebih menitik beratkan pada teladan dalam sikap maupun
tindakan. Perkataan, sikap dan perbuatan kyai hendaknya menjadi teladan
yang kemudian diikuti oleh masyarakat, dakwah bi al-hal merupakan model
pendidikan yang cukup efektif dari pada sekedar dakwah bi al-lisan.>®

Di sinilah predikat kyai sebagai pewaris tunggal para Nabi akan
berfungsi sesuai dengan spirit perjuangan Nabi. Karena sebagai pewaris
para Nabi, kiai secara otomatis memiliki amanat untuk meneruskan
perjuangan mereka dalam menjalankan amar ma’ruf nahi munkar. Dalam
membela kaum tertindas, fagir miskin dan kaum yang lemah. Disisi lain
harus mnegakkan kedaulatan individu sebagai manusia dengan komitmen
jihad sosial yang tinggi.**

Uraian tersebut di atas tentang peran dan fungsi kyai secara
normatif, sementara penelitian ini difokuskan pada kyai yang berafiliasi
dengan politik. Pada dasarnya fungsi kyai adalah mengurusi persoalan
keagamaan dan kemasyarakatan, tetapi dalam perkembangannya banyak
kyai yang terlibat aktif dengan politik. Hal itu dipicu dengan kesempatan
ruang gerak yang terbuka lebar untuk kyai dengan ditegakkannya sistem

demokrasi.

3) Tipologi Kyai

Endang Turmudi menyatakan ada bermacam kyai, dan dia
membedakan menjadi empat kategori yaitu kyai pesantren, kyai tarekat,

kyai politik dan kyai panggung sesuai dengan kegiatan-kegiatan khusus

3 bid, 46.
34 Ibid, 48.
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mereka dalam pengembangan Islam.*

Meskipun demikian, pada

kenyataannya seorang kyai dapat di golongkan lebih dalam satu kategori.

Dari empat kategori tersebut kyai dapat dibagi menjadi dua kategori lebih

besar dalam kaitannya dengan pengikutnya, yaitu:

a. Kyai yang mempunyai pengikut yang lebih banyak dan pengaruh yang
lebih luas dari pada kiai yang masuk kategori kedua. Kategori ini terdiri
atas:

1. Kyai Pesantren, kyai ini memusatkan perhatiannya pada mengajar di
pesantren untuk meningkatkan sumber daya masyarakat melalui
pendidikan. Hubungan antara santri dan kyai menyebabkan keluarga
santri secara tidak langsung menjadi pengikut sang kyai. Ketika orang
tua mengirimkan anak-anaknya kepada seorang kyai maka secara
tidak langsung mereka juga mengakui bahwa kyai adalah orang yang
patut diikuti dan seorang pengajar yang tepat untuk mengembangkan
pengetahuan Islam. Santri yang menyelesaikan pendidikan di suatu
pesantren dan kemudian menjadi kyai maka mereka juga membangun
jaringan yang menghubungkan antara mereka dengan kyai pesantren
di mana mereka nyantri atau dengan penggantinya yang melanjutkan
kepemimpinan pesantren.

2. Kyai Tarekat, kyai ini memusatkan kegiatan mereka dalam
membangun batin (dunia hati) umat Islam. Kyai tarekat adalah sebuah

lembaga formal, para pengikut kyai tarekat adalah anggota formal

% Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai, 20.
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gerakan tarekat. Jumlah pengikut ini bisa lebih banyak dari pada
pengikut kiai pesantren karena melalui cabang-cabang di berbagai
kota di Indonesia para anggota tarekat secara otomatis menjadi
pengikut tarekat.
b. Kyai yang menyebarkan dan merngembangkan Islam melalui kegiatan
dakwah. Kyai ini terdiri atas kyai panggung dan kyai politik.

1. Kyai Panggung, kyai ini mempunyai pengikut yang mungkin tersebar
di seluruh kabupaten-kabupaten lain. Namun demikian, hal ini dapat
terjadi karena hanya kyai panggung yang populer saja yang bisa di
undang memberikan ceramah di kabupaten lain. Kebanyakan kyai
panggung bersifat lokal dalam arti hanya di kenal oleh umat Islam di
daerahnya saja.

2. Kyai Politik, kyai ini lebih merupakan kategori campuran. la merujuk
kepada kyai yang mempunyai concern untuk mengembangkan NU
secara politis. Pengembangan NU dalam kurun waktu yang lama di
kelola oleh kategori kyai ini yang tidak mempunyai pengikut seperti
kyai lain.*

Berdasarkan latar belakang pendidikannya kyai dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu:

a. Kyai Tradisional, yaitu kyai yang mengambil pendidikan Islam di

pesantren tradisional. Kyai tradisional biasanya memiliki pengetahuan

Islam lebih banyak dari kyai modern.

% Ibid, 21-24.
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b. Kyai Modern, yaitu kyai yang pengetahuan Islamnya di peroleh dari
lembaga pendidikan Islam modern, biasanya memiliki metodologi
pengajaran yang lebih baik dari pada kiai tradisional. Kepemimpinan
seorang kyai modern berbeda dengan kyai tradisional. Ikatan emosional
antara kyai modern dengan santrinya kurang begitu kuat. Namun
demikian beberapa kyai modern masih sanggup menarik ikatan
emosional para santrinya sejauh ia di dukung oleh faktor-faktor lain,
seperti garis keturunan kyai atau lembaga-lembaga tertentu yang
diikutinya.’

4) Relasi Kyai dan Politik

Saat kyai berpolitik, maka muuncul permasalahan, masalahnya
yaitu terletak pada penggunaan otoritas dan ligitimasi, bahkan pada
subtansi keterlibatan tokoh agama dalam politik praktis itu sendiri.
Beberapa alasan, diantaranya, wilayah kyai adalah sakral, berdimensi
gerakan moral yang penuh dengan nilai-nilai keikhlasan, tanpa tendensi
dan ambisi, menjadi milik semua golongan masyarakat. Sedangkan dunia
politik adaah profan yang meniscayakan adanya kepamrihan, penuh
muatan politis, tendensius danakibatnya para kyai hanya menjadi alat
politik kelompok tertentu. Jika berpolitik praktis dan berkamanye parpol,
para kyai aka terjebak pada logika politik (the logic of politics) yang
sering memanipulasi umat atau masyarakat basisnya demi kepentingan

politik, yang pada gilirannya menggiring ke arah logika kekuasaan (the

37 Ibid, 24-25.
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logic of power) yang cenderung kooperatif, hegemonik dan korup.
Akibatnya kekuatan logika yang dimiliki kyai, seperti logika moralitas
yang mengedepankan ketulusan pengabdian terhadap masyarakat basisnya
akan menjadi hilang, terkalahkan oleh logika kekuasaan tadi.®

Para tokoh agama yang berpolitik praktis, berpegang melawan
penindasan tersruktur di wilayahnya. Semuanya memiliki kesadaran dan
semangat keagamaan untuk melakukan perubahan, melawan struktur dan
kultur yang hanya menguntungkan kelompok kecil manusia, tetapi

merugikan dan menindas mayoritas.*

Konsepsi tentang kyai ini dapat digunakan untuk memotret lebih jauh
terkait makna kyai dan hubungan kyai dengan politik. Beberapa terminologi
yang dipilih dalam penelitian ini dari hasil literatur éan penelitian sebelumnya
guna menghindari pengertian kyai pada hal-hal yang diluar maksud pada
penelitian ini, di atas juga disebutkan penyebutan kyai yang diklasifikasikan
oleh Zamakhsyari Dhofier, jadi kyai di sini adalah tokoh agama, khususnya
kyai yang berafiliasi dengan politik.

G.Konsep Pusat-Pinggiran

Pusat dan pinggiran adalah istilah kontroversial, merupakan suatu hal
yang tidak biasa mendengar istilah tersebut dilontarkan dalam dunia tanpa
batas yang dipenuhi oleh jaringan transnasional, di mana tak ada lagi “pusat”
dan “pinggiran” Apakah memang demikian? Apakah proses-proses yang lebih

luas telah merekonfigurasi hubungan-hubungan teritorial pada saat diskusi

38 Suherman Ja’ far, Pasang Surut, 31.
* Ibid.
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pusat dan pinggiran semakin kehilangan maknanya? Ataukah dinamika pusat-
pinggiran justru tetap bertahan dalam perubahan mutakhir ini, tersusun
kembali, dan bahkan menguat? *°

Dalam diskursus teori pembangunan, istilah “pusat-pinggiran™ pertama
kali dimunculkan oleh para penganut Teori Ketergantungan (Dependency
Theory). Teori Ketergantungan itu sendiri muncul pertama kali di kalangan
ahli ekonomi Marxis dari Amerika Latin, seperti Raul Prebisch, Paul
Baran, Andre Gunder Frank, Celso Furtado, Theotonio dos Santos dan F.
H. Cardoso. Secara garis besar, tesis-tesis utama teori ini merupakan
reaksi kritis terhadap pandangan Teori Modernisasi dan Teori Pertumbuhan
Ekonomi yang dilandasi oleh aliran ekonomi Neo-Klasik.*!

Salah satu asumsi utama Teori Ketergantungan adalah terbaginya
perekonomian dunia menjadi dua kutub yaitu perekonomian negara maju
dan Negara terbelakang. Pembagian ini pada dasarnya mengadopsi
pandangan Marx tentang struktur masyarakat yang terpolarisasi pada dua
golongan yaitu golongan borjuis dan golongan proletariat. Andre Gunder

Frank membagi perekonomian dunia menjadi negara-negara metropolis

maju dan negara-negara satelit, sedangkan Samir Amin membaginya

“* Hafid Setiadi, Konsep Pusat-Pinggiran: Sebuah Tinjauan Teoritis (Departemen
Geografi FMIPA Ul), 1. Lihat juga Ruane & Todd, Centre-Periphery Relations in Britain, France
and Spain: Theorising the Contemporary Transition (Grenoble: Centres and Peripheries in a
Changing World.Workshop No. 4 ECPR Joint Sessions, 2001), 2.

*! Dean K. Forbes (1986). Geografi Keterbelakangan, Sebuah Survai Kritis (Jakarta:
LP3ES, Tt), 64-73.
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menjadi negara-negara maju di pusat dan kelompok negara miskin di
pinggiran.*

Negara-negara maju di pusat dicirikan oleh perekonomian yang
modern dengan sistem pasar yang baik, serta memiliki hubungan sosial yang
bersifat individualistik yang mana setiap hubungan dilakukan melalui
kontrak transaksi. Sementara itu, masyarakat di negara pinggiran masih
didominasi oleh sifat paternalistik dan kerjasama sosial yang tinggi,
dengan,perekonomian yang bersifat tradisional yang mana sistem pasar belum
berjalan dengan baik. Asumsi pembagian dunia di atas sesungguhnya bukan
suatu hal yang benar-benar baru. Teori Modemisasi yang muncul tahun
1950-an secara tersirat sudah melakukan pembagian serupa yaitu melalui
istilah “dunia maju yang modern” dan “dunia terbelakang yang tradisional”.*’

Hal yang membedakan antara kedua teori tersebut terletak pada
bentuk relasi antara pusat-pinggiran dan implikasinya, terutama bagi
pinggiran. Teori Modernisasi percaya bahwa relasi pusat-pinggiran yang
didukung oleh sistim perekonomian kapitalis-terbuka akan mendorong
kemajuan (pertumbuhan ekonomi) di pinggiran melalui efek penjalaran
dari pusat. Kekuatan-kekuatan sentripetal dan sentrifugal dalam mekanisme
pasar akan berperan sebagai faktor penyeimbang yangmemungkinkan
dunia terbelakang berkembang menurut tahapan linear —sebagaimana
digambarkan oleh W.W Rostow melalui model stages of growth- hingga

mencapai masyarakat modern seperti halnya di dunia maju.

“2 M. Kuncoro, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan (Y ogyakarta:
UUP AMP YKPN, 2000), 61.

* Suwarsono & A.Y, Perubahan Sosial dan Pembangunan (Jakarta: LP3ES, 2000), 71.
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Melalui karyanya yang berjudul Regional Development Policy: A Case
Study of Venezuela (1966), John Friedmann menjelaskan pandangannya
mengenai transformasi ketiga. bahwa skala regional terdapat hirarki pusat-
pusat pertumbuhan adalah sebagai berikut “Pusat Pertumbuhan Primer” yang
merupakan pusat utama dari daerah yang dapat merangsang pertumbuhan
pusat-pusat yang lebih rendah tingkatannya; “Pusat Pertumbuhan Sekunder”
yang berperan memperluas dampak perambatan ke wilayah yang tidak
terjangkau oleh pusat pertumbuhan primer; dan “Pusat Pertumbuhan Tersier”
sebagai titik pertumbuhan bagi daerah belakangnya. Melalui hirarki tersebut,
perkembangan sistim perkotaan akan berjalan dalam empat tahap. Tahap
pertama ditandai dengan tingginya tingkat isolasi masing-masing kota yang
ditunjukkan dengan struktur permukiman yang sangat terbatas, kecilnya skala
ekonomi, dan rendahnya mobilitas penduduk.

Pada tahap berikutnya, kota-kota yang memiliki keuntungan
aksesibilitas akan mengalami proses kapitalisasi dan industrialisasi yang lebih
cepat sehingga kota-kota tersebut muncul sebagai pusat dominan. Selanjutntya,
melalui proses difusi dari pusat dominan, keuntungan industrialisasi disebarkan
ke kota-kota sekitarnya sehingga memungkinkan kemunculan pusat-pusat baru
yang lebih kecil. Dan, pada tahap terakhir, keseluruhan sistem perkotaan
semakin terintegrasi dan seimbang seiring dengan terciptanya spesialsasi
ekonomi pada masing-masing kota serta berkembangnya sarana transportasi.

Daerah tepi/pinggiran (peripheri regions) yang berada jauh dari pusat

perubahan menggantungkan nasibnya kepada daerah-daerah inti. Jadi,



pembangunan di daerah-daerah pinggiran ini juga ditentukan oleh daerah inti.**

Sebagaimana konsep spread effect yaitu kekuatan-kekuatan yang

menuju konvergensi antara daerah-daerah kaya dan daerah-daerah miskin.

Konsep pusat pinggiran dinyatakan dalam berbagai pandangan oleh
ilmuwan sosial. Salah satu gejala pusat pinggiran telah disampaikan oleh John

Friedman (1966). la membagi dunia ini menjadi dua bagian besar yaitu Pusat

yang dinanis dan pinggiran yang statis, dan mengusulkan 4 wilayah sebagai

berikut:

1. Daerah Pusat adalah dikonsentrasikan perekonomian metropolitan dengan
kapasitas tinggi untuk inovasi dan perubahan. Nampak seperti jaringan
hirarkhi dari Ibukota Negara samapai daerah terpencil. Pada tingkat dunia
Eropa dan Amerika Utara merupakan pusat daerah pengembangan di dunia
barat.

2. Daerah Peralihan atas adalah berbatasan dengan pusat, cocok bagi
pengembangan dan ekploitasi sumberdaya. Ciri khas Daeah peralihan atas
ialah pengembangan di sepanjang jalan raya dua kota besar contoh dalam
skala dunia adalah daerah antara Rio de Jenairo dan Sao Paulo.

3. Daerah Batas Sumber Daya adalah wilayah pinggiran permukiman baru,
sebagai contoh Permukiman dilereng utara Alaska.

4. Daerah Peralihan bawah adalah daerah yang stagnasi atau menurun
kemampuannya, contohnya adalah daerah perekonomian perdesaan dan

permukiman liar di perkotaan.*’

* Paul Sihotan, Myrdal, 1990, 10.
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Konsep pusat-pinggiran sejauh ini memang belum ditemukan penelitian
yang mengangkat konsep pusat-pinggiran lebih spesifik pada pola kepemimpinan
di daerah-daerah lokal, seperti pola kepemimpinan kyai, tuan tanah di desa dan
elit desa lainnya. Padahal konsep ini akan menarik ketika dihubungkan dengan
pola kepemimpinan kyai, khususnya kyai yang beralih status menjadi politisi.
Konsep pusat-pinggiran ini sering digunakan dan dikaitkan dengan nengan-negara
di belahan dunia, yaitu negara maju dengan negara berkembang (dunia ketiga).

Jadi, maksud memasukkan konsep pusat-pinggiran ini, sebagai turunan
dari negara maju dan negara berkembang, maka dalam hemat peneliti di sini
adalah relasi kyai di lingkungan elit (pusat) dan relasi kyai dengan masyarakat
bawah (pinggiran), konsep pusat-pinggiran dapat digunakan untuk mengetahui
seberapa jauh keaktifan kyai dalam mengelolah pondok pesantren yang
dimilikinya ketika ia sedang menduduki jabatan politisi baik eksekutif maupun
legislatif. Apakah kyai tetap mengurusi hal-hal keagamaan seperti ceramah,
mengajar dan aktivitas keagamaaan yang lainnya. Atau bahkan kyai beralih status
sebagaimana yang disebutkan dalam hasil penelitian Endang Turmudi, kyai

berselingkuh dengan kekuasaan.

* Dean K. Forbes, Geografi Keterbelakangan (Jakarta: LP3ES. 1991), 101.



BAB III

SETTING PENELITIAN

A. Letak Geografis
Kabupaten Sumenep adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur.
Letak Kabupaten Sumenep berada di ujung Timur Pulau Madura merupakan
wilayah yang unik karena selain terdiri wilayah daratan juga terdiri dari
kepulauan yang tersebar berjumlah 126 pulau.! Kabupaten Sumenep terletak
di antar 113°32°54” BT — 116°16°48” BT dan di antara 4°55’LS — 7°24° LS.?
Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas dua yaitu:
a. Bagian Daratan dengan luas: 1.146,93 Km?® (54,79 %) yang terbagi atas
Tujuh Belas Kecamatan dan satu pulau di Kecamatan Dungkek.
b. Bagian Kepulauan dengan luas: 946,53 Km?® (45,21 %) yang meliputi 126
buah pulau, 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni.’
Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2006
tentang Luas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep telah
ditetapkan 126 pulau bernama. Bagian kepulauan terbagi atas sembilan
Kecamatan yaitu: Kecamatan Giligenting. Talango. Nonggunong. Gayam.
Raas. Arjasa. Sapeken, Masalembu dan Kecamatan Kangayan.*
Gugusan pulau-pulau yang ada di Sumenep, Pulau yang paling utara

adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak

! Sesuai dengan hasil sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep tahun 2002.
? Sumenep Dalam Angka 2011, hal. 1.
3 e
Ibid.
* Ibid.

58



59

151 Mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling Timur adalah
Plilau Sakala dengan jarak +£165 Mil laut dari Pelabuhan Kalianget. Sumenep
memiliki batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Selatan berbatasan dengan : - Selat Madura

b. Sebelah Utara berbatasan dengan  : - Laut Jawa
¢. Sebelah Barat berbatasan dengan  : - Kabupaten Pamekasan
d. Sebelah Timur berbatasan dengan  : - Laut Jawa/ Laut Flores’

Luas daerah Kabupaten Sumenep adalah 2.093.457573 km?, terdiri
dari luas daratan 1.146,927065 km? (54,79%) dan luas kepulauan 946.530508
km? (45,21%). Sedangkan luas wilayah perairan Kabupaten Sumenep +

50.000 km>.

Adapun Struktur Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten

Sumenep adalah:®
a. Kecamatan: 27

1) 18 Kecamatan Daratan

2) 9 Kecamatan Kepulauan
b. Kelurahan: 4 Desa: 328

1) 242 Desa di Daratan

2) 86 Desa di Kepulauan

a) Rukun Warga (RW) : 1.774

b) Rukun Tetangga (RT) : 5.569

* Sumenep Dalam Angka 2011, hal. 1.
® Situs resmi Kabupaten Sumenep http://sumenep.go.id/ pada 9 Juni 2012,
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Adapun banyaknya pulau dirinci per kecamatan menurut pulau
berpenghuni dan tidak berpenghuni adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah pulau yang berpenghuni dan tidak berpenghuni per kecamatan di
Kabupaten Sumenep

Tidak

No Kecamatan Berpenghuni Berpenghuni Jumlah
1 | Giligenteng 3 5 8
2 | Talango 2 3 5
3 | Dungkek 1 - 1
4 |Gayam 1 - 1
5 | Nonggunong 2 - 2
6 {Raas 9 5 14
7 | Sapeken 21 32 53
8 |Arjasa 2 9 11

L ] - 1
9 | Kangayan —— 3 23 26
10 | Masalembu 3 1 4
JUMLAH 48 78 126

Sumber: Bappeda Kabupaten Sumenep.’

Dari data di atas maka, dapat disimpulkan bahwa Sumenep
merupakan Kabupaten yang memiliki banyak pulau-pulau kecil pada sepuluh
kecamatan di kepulauan, kecamatan yang paling banyak memiliki pulau-
pulau kecil adalah kecamatan Sapeken, terdiri dari lima puluh tiga pulau,
dengan pulau yang berpenghuni bejumlah dua puluh satu pulau, dan sisanya
adalah pulau yang tidak berpenghuni berjumlah tiga puluh dua buah pulau
yang tidak berpenghuni. Sesuai data di atas, jadi jumlah pulau yang tidak
berpenghuni di Kabupaten Sumenep keseluruhan adalah tujuh puluh delapan

pulau.

7 Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, pada 10 Juni 2012
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Keberadaan pulau-pulau kecil di Sumenep sangat membantu APBD
Kabupaten Sumenep, karena dari beberapa pulau kecil ini di dalamnya
terkandung hasil alam seperti minyak mentah yang dikelolah oleh Kangean
Energi Indonesia (KEI). Juga kekayaan laut ditemui di antaranya, ikan kerapu
yang oleh masyarakat setempat diekspor ke Jepang dan pembudidayaan
mutiara.

B. Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep pada April 2012 sebesar
1.100.724 jiwa, yang terdiri dari 528.023 jiwa penduduk laki-laki dan
572.701 jiwa penduduk perempuan yang tersebar di 27 kecamatan. Ini
mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 1.100.807 jiwa. Jumlah
penduduk terbanyak di Kecamatan Arjasa sebesar 71.486 jiwa dan terendah
di Kecamatan Batuan sebesar 12.048 jiwa. Adapun jumlah keseluruhan

penduduk Kabupaten Sumenep adalah terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Sumenep pada April
2012

No Kecamtan J urplah . Jumlah J umla.h
Laki-laki | Perempuan | Total/ Jiwa
1 | Ambunten 18.906 21.328 40.234
2 | Arjasa 34.034 37.452 71.486
3 | Batang-batang 26.008 28.412 54.420
4 | Batuan 5.940 6.108 12.048
5 { Batuputih 20.890 22.924 43.814
6 | Bluto 23.505 25.174 48.679
7 | Dasuk 14.863 16.027 30.890
8 | Dungkek 16.942 19.332 36.274
9 | Ganding 17.859 19.409 37.268
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10 | Gapura 18.442 20.022 38.464
11 | Gayam 15.623 17.595 33.218
12 | Giligenteng 12.881 14.348 27.229
13 | Guluk-guluk 23.650 25.434 49.084
14 | Kalianget 19.688 21.313 41.001
15 | Kangayan 11.244 12.176 23.420
16 | Kota Sumenep 34.236 36.507 70.743
17 | Lenteng 29.952 32.098 62.050
18 | Manding 13.769 14.564 28.333
19 | Masalembu 11.802 12.018 23.820
20 | Nonggunong 6.638 7.458 14.096
21 | Pasongsongan 23.874 24.627 48.501
22 | Pragaan 32.633 34.383 67.016
23 | Raas 18.737 20.086 38.823
24 | Rubaru 17.915 19.394 37.309
25 | Sapeken 22.488 23.533 46.021
26 | Saronggi 17.109 19.664 36.773
27 | Talango 18.395 21.315 39.710

JUMLAH 528.023 572.701 1.100.724

Sumber: Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep.®

Sesuai data di atas maka jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep
mengalami penurunan penduduk dari tahun 2011. Penduduk terbesar di
Kabupaten Sumenep berada di Kecamatan Arjasa sejumlah 71.486 jiwa,
dengan jumlah penduduk laki-laki 34.034 jiwa, dan penduduk berjenis
kelamin perempuan 37.452 jiwa.

Jumlah penduduk di kecamatan Arjasa melebihi jumlah penduduk di
kecamatan kota Sumenep, fakta ini memberikan nilai unik ketika
dibandingkan dengan kabupaten lain pada umumnya, yang mana pada

umumnya penduduk terpesat adalah di kecamatan kota, sementara di

% Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, pada 10 Juni
2012.
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Kabupaten Sumenep penduduk terbanyak adalah justru di kecamatan
kepulauan yaitu kecamatan Arjasa, lebih jauh dari itu berarti kecamatan
Arjasa ini berpotensi untuk mekar menjadi kabupaten. Dan untuk jumlah
penduduk terendah adalah di kecamatan Batuan sejumlah 12.048 jiwa,
dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 5.940 jiwa, dan penduduk yang
berjenis kelamin perempuan berjumlah 6.108 jiwa.

Tabel III

Jumlah penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Sumenep 2010-2011

No | Kelompok Umur Jumlah
1 0-4 151.313
2 10 - 24 234.227
3 25-44 343.597
4 45-64 239.065
5 65-74 52.908
6 75+ 21.202
JUMLAH 1.042.312

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, hasil SP 2010.°
Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten
Sumenep adalah pada usia 25 sampa 44 tahun sejumlah 343.597 jiwa. Dalam
usia 25-44 tahun tergolong usia produktif. Itu berarti penduduk Sumenep
masih banyak ditemui penduduk yang produktif dan diharapkan dengan SDM
yang produktif kabupaten akan lebih maju dan lebih baik kedepannya, bahkan
bisa diproyeksikan sebagai kabupaten paling baik di antara empat kabupaten

yang ada di Madura.

® Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep.
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C. Sosial Budaya
Masyarakat Sumenep memiliki ragam dalam membina hubungan
sosial dengan cara membangun dan menjalin kontak sosial antara masyarakat
melalui cara-cara tersendiri yang telah disepakati bersama guna untuk
memenuhi kebutuhan kehidupan bersosialisasi di masyarakat. Sebagai daerah
Kabupaten Sumenep tidak lepas dari ragam budaya, baik budaya keagamaan
maupun budaya non-keagamaan, tetapi ragam budaya tersebut telah
mengakar dan dilakukan bertahun-tahun di lingkungan masyarakat Sumenep.
Ada beberapa budaya yang dimiliki kabupaten Sumenep
diantaranya, budaya haul, budaya minta-minta, budaya carok dan budaya

karapan sapi.

1. Budaya Haul
Kegiatan yang ditemui di lingkungan masyarakat Sumenep
adanya kumpulan malam kamis untuk ibu-ibu dan malam jum’at untuk
bapak-bapak yang melakukan kumpulan acara tahlilan yang di sisihkan
adanya arisan untuk memberikan semangat kepada masyarakat dan di
pimpin langsung Kyai atau tokoh masyarakat setempat. Ketika ada orang
meininggal dunia, dari hari pertama sampai hari ketujuh meninggalnya
seseorang ditahlilkan'®, berlanjut pada tiap malam jumat sampai terhitung

empat puluh harinya tidak berakhir di empat puluh harinya melainkan

'° Tahlil dalam hal ini diperuntukkan bagi orang yang baru meninggal dunia, dihibur agar
keluarga yang berduka tidak berlarut-larut kesedihannya atas kepergian almarhum. Tahlil
dilakukan pada hari pertama meninggal sampai hari ketujuh, dilanjutkan tepat pada empat puluh
harinya, seratus harinya, satu tahun meninggalnya dan seribu harinya. Walaupun tujuan awalnya
adalah agar keluarga yang berduka tidak bersedih. Tetapi pada keyataannya, justru memberatkan
keluarga korban karena disetiap even tahlilan, orang-orang yang datang dikasih makan dan berkat.
Sehingga memberatkan secara ekonomi, khususnya bagi keluarga yang tidak mampu.
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masih ada seratus harinya, satu tahun, dan seribu hari meninggalya
almarhum untuk ditahlilkan.

Mayoritas masyarakat Sumenep beragama I[slam, dengan kultur
santri yang kental telah membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial
masyarakat keseluruhan. Hal ini terlihat dengan beberapa kegiatan sosial
di beberapa daerah dengan adanya kegiatan gotong royong dalam hal
kepentingan bersama, seperti halnya kerja bakti bersih desa, pembangunan
sarana ibadah, pembangunan jembatan, takziah dan lain-lain.

. Budaya Minta-Minta (Ngemis)

Salah satu budaya yang mengakar kuat di Sumenep yaitu budaya
minta-minta. Walaupun meminta-meminta merupakan salah satu hal yang
terkesan hina dan memalukan, mengingat orang Sumenep mayoritas
adalah memeluk agama Islam. Islam sendiri menganjurkan lebih baik
tangan di atas daripada di bawah. Anjuran ini ditepis begitu saja dengan
hadirnya budaya meminta-menta (ngemis). Ada suatu desa di Prenduan
Sumenep, mengakar budaya minta-minta dijadikan profesi setiap harinya.
Orang di desa ini pergi ke desa lain (biasanya ke k;>ta-kota) untuk
meminta-minta, permintaannya berupa uang atau beras.

Praktik ngemis dilakukan dengan datang ke rumah-rumah orang
yang pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka, dengan mengulurkan
tangan sambil berkata “nyoon slametna” pengemis ini tidak akan pergi

meninggalkan teras rumah tersebut sebelum dikasih uang atau beras, untuk
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tuan rumah yang tidak mau memberinya mengatakan “pangapora” atau
“saporana” yang artinya maaf tidak bisa memberikan apa-apa.

Selain datang ke rumah-rumah praktek ngemis juga dilakukan
pada sekumpulan orang di tempat hiburan dan di keramaian orang seperti
di Taman Bunga Sumenep pada malam hari, juga ditemui pengemis
datang ke kantor bupati dan dinas-dinas di Sumenep. Untuk yang ke
kantor pemerintahan para peminta-minta datang ketika menjelang jam
istirahat sampai jam pulang.

Pak Handoyo, pernah pendengar perbincangan para peminta-
minta di sebuah angkot (orang Sumenep nyebutnya taksi) arah Sumenep-
Pamekasan, isi perbincangannya sebagai berikut:

..saya dulu pernah pulang naik angkot, dengan kondisi saya
memejamkan mata seolah orang tidur, di samping saya ada dua
orang perempuan terdengar berbincang-bincang olle sanapa gellak
be’na? Dijawab: sakone’ seppe mangken..eejuan ka sepsina
Jumaiyah ngebea sarapa? Jawab temannya: engkok ngibee saratos,
be’'na? Dijawab: engkok ngibea satos saeket polana leppane ka
sepsina anakna engkok ngibe saratos dua poloh (tadi dapat berapa
kamu? Dijwab: sedikit, sekarang sepi,, oiyya nanti pada acara resepsi
pernikahan Jumaiyyah, kamu mau bawa uang berapa? Jawab
temannya: saya mau bawa seratus, kamu? Dijawab: saya mau bawa
seratus lima puluh ribu soalnya dulu ketika pernikahan anakku dia
membawa seratus dua puluh ribu)”'!

Dari apa yang disampaikan Pak Handoyo sebagaimana di atas,
maka dapat dijadikan salah satu indikator bahwa para peminta-peminta,

pola kehidupan sosial kemasyarakatannya berjalan sebagaimana kita

makluk sosial pada umumnya, hanya saja dalam budaya meminta-minta

2012,

"' Handoyo, wawancara, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, pada 15 Mei
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dimata kita tampah hina, seolah mereka orang miskin. Tetapi dalam
komunitas mereka budaya tersebut dianggap profesi.

Peminta-minta ini tidak mesti orang miskin, ada juga yang
ekonominya tergolong menengah ke atas tetapi karena meminta-minta
sudah menjadi budaya di kampungnya sehingga itu dianggap profesi setiap
harinya. Orang-orang seperti ini tidak berarti berhenti melakukan aktifitas
sosial seperti masyarakat pada umumya yaitu, selametan, jenguk orang
sakit dan datang kepernikahan kerabatnya dengan membawa-bawa, baik
membawa uang atau jajan, adanya ta’ziah apabila ada orang yang
meninggal dari prosesi penguburan sampai acara tahlil selama tujuh hari
oleh masyarakat. Kegiatan seperti ini tetap mereka lakukan sebagai
hubungan sosial di lingkungan masyarakatnya.

. Budaya Carok

Sampai saat ini budaya carok belum diketahui berasal dari
kabupaten mana di antara empat kabupaten yang ada di Madura. Diskursus
tentang carok disebut milik Madura dengan tidak menyebutkan dari
kabupaten mana, yang jelas penelitian tentang carok dipopulerkan oleh
A Latief Wiyata dalam bentuk buku yang berjudul “Carok: Konflik
Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura,” beliau adalah putra berasal dari
Kabupaten Sumenep Madura. Carok adalah cermin budaya kekerasan
orang Madura untuk mempertahankan harga dirinya. Pengertian carok
sendiri adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan (karena ada kalanya

berupa penganiayaan berat) menggunakan senjata tajam pada umumnya
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adalah clurit atau are? yang dilakukan oleh orang laki-laki lain yang
dianggap telah melakukan pelecehan harga diri (baik secara individu
sebagai suami maupun secara kolektif yang mencakup kerabat atau
keluarga) terutama berkaitan dengan masalah kehormatan isteri sehingga
membuat malo (malu).

Lima unsur carok yakni tindakan atau upaya pembunuhan antar
laki-laki, pelecehan harga diri terutama berkaitan kehormatan perempuan
(isteri), perasaan malu, adanya dorongan, dukungan serta persetujuan
sosial disertai perasaan puas dan perasaan bangga bagi pemenangnya.'?

Carok merupakan media kultural bagi pelaku yang berhasil
mengalahkan musuhnya untuk memperoleh predikat sebagai oreng jago
(Jagoan) atau jika pelaku tersebut telah berpengalaman membunuh maka
predikat sebagai oreng jago menjadi semakin tegas sehingga keberhasilan
dalam carok selalu mendatangkan perasaan puas, lega dan bahkan bangga
bagi pelakunya.

Ada dua jenis carok yakni nyelep dan ngonggai. Nyelep adalah
carok yang dilakukan dengan menyerang diam-diam. Sementara, ngonggai
adalah carok yang dilakukan dengan menantang langsung lawan secara
ksatria.

Sisi lain carok adalah ia dianggap sebagai media kultural bagi
pelaku yang berhasil mengalahkan musuhnya untuk memperoleh predikat

sebagai jagoan (oreng jago). Jika pelaku telah berpengalaman membunuh

'2 4re’, alat sejenis celurit yang digunakan dalam proses carok.
» A. Latief Wijaya, Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura
(Yogyakarta: 2002, LKIS), 170-171.
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maka predikat sebagai jagoan menjadi semakin tegas sehingga keberhasi-
lan dalam carok selalu mendatangkan perasaan puas, lega dan bahkan
bangga bagi pelakunya. Pihak keluarga juga umumnya tidak memandang
pelaku carok sebagai orang jahat melainkan sebagai pahlawan yang sudah
berhasil memulihkan harga diri. Para calon mertua di desa-desa di Madura
biasanya lebih senang mendapatkan menantu yang sudah berpengalaman
melakukan carok.

Meskipun semua pelaku carok menyerahkan diri kepada aparat
kepolisian hal ini bukan berarti suatu tindakan yang bermakna kejantanan
(sebagai pertanggungjawaban atas tindakannya). Upaya untuk mendapat-
kan perlindungan dari aparat kepolisian terhadap serangan balasan
keluarga musuhnya.

Sebagai perwujudan rasa bangga keluarga pada pelaku carok
yang selamat, mereka biasanya melakukan upaya nabang. Upaya nabang
adalah upaya mengumpulkan uang dari para anggota keluarga untuk
dipakai menyuap aparat penegak hukum agar pelaku mendapatkan
hukuman seminimal mungkin. Dalam konteks ini, instifusi kepolisian tidak
lagi berperan sebagai pengayom masyarakat melainkan justru ikut terlibat
atau membantu mendorong terjadinya carok.

Kekerasan pada awalnya berasal dari budaya yang sudah diterima
sebagai suatu kewajaran. Carok adalah buah ketidakadilan sejak zaman

kolonial. Para penguasa tidak berhasil memberikan keadilan kepada
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masyarakat. Akibatnya masyarakat memilih sendiri keadilannya. Sehingga
carok menjadi budaya.

Maraknya budaya carok di Pulau Madura menyebabkan sangat
lumrah dijumpai laki-laki yang selalu berpergian membawa senjata
(nyengkep). Apalagi mereka yang dianggap sebagai jagoan di desanya.
Bila berpergian tanpa senjata tajam, seakan-akan ada sesuatu yang kurang
dalam tubuh mereka. Senjata tajam yang selalu dibawa kemanapun para
laki-laki pergi dianggap sebagai kancana sholawat (teman sholawat). Bagi
pemeluk Muslim memang dianjurkan untuk membaca sholawat setiap
kesempatan, tidak terkecuali jika hendak berpergian. Karenanya bila setiap
saat terjadi carok maka seseorang sudah siap siaga.

Sikap ksatria yang sering didengung-dengungkan dalam carok,
menurut Latief kini sudah bergesar. Para pelaku carok lebih suka nyelep
daripada ngonggai. Mereka menjadi semakin membabi-buta dalam
menghabisi lawan-lawan atau musuh-musuhnya tanpa mempedulikan
apakah lawan-lawannya dalam keadaan siap atau tidak. "Kebiasaan
melakukan carok dengan cara nyelep maka “etika" yang bermakna
kejantanan bergeser menjadi brutalisme dan egoism.

Secara kultural kenyataan ini justeru merupakan sisi hitam dari
kebudayaan Madura. Padahal orang Madura juga memiliki nilai-nilai
budaya yang berkaitan dengan kehidupan penuh harmoni sebagaimana

tercermin dalam ungkapan: rampa’ naong, baringen korong (suasana
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teduh penuh kedamaian layaknya berada di bawah pohon beringin yang
rindang)."*

Budaya carok yang dicirikan dengan laki-laki ketika keluar rumah
membawa alat tajam seperti are’ dan ladding songkelan (celurit dan pisau
tajam) ini marak pada era sebelum reformasi 1998. Sedangkan sekarang
masih ada tetapi hanya terbatas pada daerah di desa-desa, sementara untuk
laki-laki yang dikota, pola pikirnya sudah berubah dan lebih maju. Yang
pada awalnya membawa songkelan digantikan dengan membawa telpon
genggam atau Hand Pone ketika keluar rumah.

. Budaya Karapan Sapi

Dari beberapa sumber disebutkan bahwa budaya karapan sapi
berasal dari Pulau Sepudi Kabupaten Sumenep, untuk itu pulau Sepudi
disebut sebagai Pulau Sapi. Walaupun pada perkembangannya budaya
karapan sapi diklaim budaya Madura secara umum tanpa menyebutkan
berasal dari kabupaten mana.

Budaya karapan sapi biasaya dilaksanakan setiap tahun pasca-
panen sekitar bulan Agustus dan September. Awalnya, budaya karapan
sapi ini dilakukan sebagai ungkapan kegembiraan atas hasil panen yang
melimpah di areal tanah persawahan yang sudah dipanen. Seiring
berjalannya waktu, budaya ini dilestarikan sebagai ajang untuk menarik

perhatian wisatawan.

" Ibid.
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Dalam memainkan karapan sapi, setidaknya ada enam komponen,
yaitu, pemilik sapi pacuan, tukang tongko’ atau joki adalah orang yang
bertugas mengendalikan sapi di atas kaleles, tokang tambang adalah orang
yang orang menahan tali kekang sapi pacuan sebelum dilepas, tokang
gettak adalah orang yang menggertak sapi pacuan agar pada saat diberi
aba-aba sapi dapat melesat dengan cepat, tokang tonja adalah orang yang
bertugas menarik dan menuntun sapi pacuan, tokang gurba adalah anggota
rombongan yang bertugas bersorak-sorak untuk memberi semangat pada
sapi pacuan."’

Dalam budaya karapan sapi, ada beberapa macam kategori dalam
berlomba karapan sapi, bergantung even dan tingkatan kualitas sapi dan
peserta yang mengikuti, di antanya yaitu: Pertama, Kerap Keni (kerapan
kecil), pesertanya hanya diikuti oleh orang-orang yang berasal dari satu
kecamatan atau kewedanaan saja. Dalam kategori ini jarak yang harus
ditempuh hanya sepanjang 110 meter dan diikuti oleh sapi-sapi kecil yang
belum terlatih. Sedangkan penentu kemenangannya, selain kecepatan, juga
lurus atau tidaknya sapi ketika berlari. Bagi sapi-sapi yang dapat
memenangkan perlombaan, dapat mengikuti kerapan yang lebih tinggi lagi
yaitu kerap raja.

Kedua, Kerap Raja (kerapan besar), disebut juga kerap negara.

Umumnya diadakan di ibukota kabupaten pada hari Minggu. Panjang

' Ahyak, wawancara, Pemilik Sapi Pacuan warga Sumenep, pada 28 Juli 2012.



lintasan balapnya sekitar 120 meter dan pesertanya adalah para juara kerap
keni.

Ketiga, Kerap Onjangan (kerapan undangan), adalah pacuan
khusus yang para pesertanya adalah undangan dari suatu kabupaten yang
menyelenggarakannya. Kerapan ini biasanya diadakan untuk memperi-
ngati hari-hari besar tertentu.

Keempat, Kerap Karesidenen (kerapan tingkat keresidenan),
adalah kerapan besar yang diikuti oleh juara-juara kerap dari empat
kabupaten di Madura. Kerap karesidenan diadakan di Kota Pamekasan
pada hari Minggu, yang merupakan acara puncak untuk mengakhiri musim
kerapan.

Kelima, Kerap jar-jaran (kerapan latihan), adalah kerapan yang
dilakukan hanya untuk melatih sapi-sapi pacuan sebelum diturunkan pada
perlombaan yang sebenarnya.'®

Budaya karapan sapi dilestarikan sampai sekarang bahkan menjadi
salah satu kekayaan budaya di Indonesia yang mendapat perhatian dari
beberapa ;1egara asing.

Setiap derah memiliki keragaman budaya dan permasalahan
tersendiri, adapun pola permasalahan-permasalan dalam masyarakat

Sumenep beserta macam jumlahnya dalam satu tahun, yaitu sebagai

berikut:

'® Samra, wawancara, Pemerhati dan Peserta Karapan Sapi warga Sumenep, pada 29 Juli
2012. Lihat juga http://karapan-sapi.html.
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Tabel IV
Isi Rumah Tahanan Negara Menurut Status dan Jenis Kelamin 2010-2011
No | Jenis Kejahatan/ Pelanggaran | Laki-laki | Perempuan | Jumlah
1 | NARAPIDANA

a. Pidana Mati - - -

b. Pidana Seumur Hidup - - -

c. Pidana lebih satu tahun 172 1 173

d. Penjara 3-12 bulan 235 - 235
kurungan 55 3 58

e. Penjara < 3 bulan kurungan 9 - 9

f. Kurungan ( B III)

g. Penjara untuk Lembaga - - -
Pemasyarakatan lain 80 - 80

h. Residivist

2 | TAHANAN

a. Dalam Pemeriksaan Jaksa 221 6 227

b. Dalam Pemeriksaan Hakim 820 25 845

c. Dengan Pemeriksaan - - -
Hakim yang berubah

d. Lain-lain - - -

JUMLAH 1.592 35 1.627

Sumbera: Sumenep Dalam Angka 2011.""

Permasalahan tahanan merupakan salah satu bentuk permasalahan

sosial di Kabupaten Sumenep. Walaupun masyarakat Sumenep tergolong

homogen tetapi tingkat permasalahan kriminalitas tergolong tinggi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep

tercatat bahwa jumlah masyarakat yang mengalami permasalahan sosial pada

tahun 2010 terutama adalah keluarga fakir miskin sebanyak 43.237 Orang,

diikuti penyandang cacat sebanyak 5.555 orang dan anak terlantar sebanyak

6.072 orang.

Dari data Kepolisian Resort 1074 Kabupaten Sumenep menerangkan

bahwa jumlah kejahatan menurut jenis tindak pidana pada tahun 2010

'” Sumenep Dalam Angka 2011, hal. 94.
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sebanyak 481 kasus. Kasus terbanyak adalah penganiayaan ringan sebanyak
81 kasus, diikuti pencurian pemberatan sebanyak 65 kasus, dan perjudian
sebanyak 35 kasus.

Banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2010 sebanyak
112 kasus kecelakaan yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2009.
Kenaikan ini diikuti juga oleh kenaikan jumlah korban meninggal, luka berat
dan luka ringan.

Perkara perdata dan pidana yang masuk pada tahun 2010 masing-
masing 13 kasus dan 388 kasus. Sedangkan 16 perkara perdata dan 421
perkara pidana telah diputuskan.

Menurut Rumah Tahanan Kabupaten Sumenep jumlah narapidana
pada tahun 2010 sebanyak 391 orang dengan jumlah kejahatan terbanyak
sisanya yang lain-lain yaitu berjumlah 122 buah kasus.

. Keagamaan

Masyarakat Sumenep termasuk daerah homogen dalam soal agama,
mayoritas Islam Nahdatul Ulama (NU), sementara organisasi masyarakat
lainya juga ada yaitu Muhammadiyah cuma masih sangat minim. Ada juga
gereja hanya berjumlah dua buah se Kabupaten Sumenep dan sepi sekali
jamaahnya. Mayoritas Islam NU itu ditandai dengan banyaknya jumlah kyai
dan pesantren di Sumenep dengan pola-pola ala NU.

Adapun banyaknya tempat peribadatan menurut agama yang

diakuni, yaitu:



Tabel V
Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Agama 2010-2011
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No | Kecamatan | Masjid LZQE' I?rei;?ei K(;:;?l?k Vihara | Pura
01. | Pragaan 101 394 - - - -
02. | Bluto 70 80 - - - -
03. | Saronggi 45 125 - - - -
04. | Giligenting 23 64 - - - -
05. | Talang 68 116 - - - -
06. | Kalianget 26 89 1 - - -
07. | Sumenep 41 244 1 - - -
08. | Batuan 13 58 - - - -
09. | Lenteng 86 275 - - - -
10. | Ganding 74 112 - - - -
11. | Guluk-Guluk 62 327 - - - -
12. | Pasongsongan 87 172 - - - -
13. | Ambunten 71 212 - - - -
14. | Rubaru 63 336 - - - -
15. | Dasuk 48 183 - - - -
16. | Manding 46 120 - - - -
17. | Batuputih 67 131 - - - -
18. | Gapura 52 91 - - - -
19. | Batang-Batang 53 222 - - - -
20 | Dungkek 74 156 - - - -
21. | Nonggunong 37 82 - - - -
22. | Gayam 68 173 - - - -
23. [Raas 30 102 - - - -
24. | Sapeken 69 43 - - - -
25. | Arjasa 74 222 - - - -
26. | Kangayan 29 57 - - - -
27. | Masalembu 25 89 - - - -
JUMLAH 1.502 | 4.275 2 - - -

Sumber: Kementrian Agama Kabupaten Sumenep.”®

Dari tabel tentang tempat peribadatan menurut agama sebagaimana

'8 Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sumenep.

di atas, dapat dilihat bahwa dari sisi keagamaan, kabupaten Sumenep
termasuk daerah yang homogen yaitu dominan agama Islam. Yang mana

tempat peribadatan di dua puluh tujuh kecamatan adalah dari agama Islam
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semua dan tidak ada tempat peribadatan dari agama selain Islam, kecuali di
kecamatan Kalianget dan kecamatan kota Sumenep terdapat masing-masing
satu gereja, jadi di kabupaten Sumenep hanya ada dua gereja sebagai tempat
peribadatan orang non-Islam, sementara sisanya yang lain adalah tempat
peribadatan agama Islan baik itu bentuk masjid ataupun mushallah. Untuk
vira dan pura tidak ada sama sekali di kabupaten Sumenep.

Bagi daerah-daerah pinggran desa di kecamatan Lenteng Sumenep
disebut non-Islam ketika ada orang yang tinggal di desa tersebut tidak
berormaskan NU. Selain NU adaah kafir, jadi ketika ada orang yang ingin
tinggal di desa ini harus mengikuti budaya lokal (inkulturasi) seperti tradisi
tahlilan, ziarah kubur dan lain-lain. Fasilitas peribadatan tersebar di seluruh
Kabupaten Sumenep. Masjid terbesar di Sumenep yaitu Masjid Jami’

Sumenep, yang berada di sebelah Barat alun-alun'® Sumenep.

Tabel VI
Data Pondok Pesantren di Kabupaten Sumenep 2010-2011
No | Kecamatan Jumlah Pondok
Pesantren
1 | Kota Sumenep 9
2 | Kalianget 2
3 | Manding 7
4 | Batuan 1
5 | Saronggi 5
6 | Bluto 13
7 | Lenteng 19
8 | Pragaan 27
9 | Guluk-guluk 25
10 | Ganding 17
11 | Pasongsongan 12

' Tempat ini biasa disebut Taman Bunga Sumenep, yang mana setiap malam ada Bazar
(hiburan keluarga dengan diramaikan oleh odong-odong, becak hias dan aneka orang jualan
dinikmati anak-anak maupun orang tua). Lebih ramai ketika malam Minggu.
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12 | Ambunten 7
13 | Rubaru 12
14 | Dasuk 7
15 | Batu Putih 7
16 | Batang-Batang 6
17 | Dungkek S
18 | Gapura 6
19 | Arjasa 12
20 | Kangayan 3
21 | Sapeken 9
22 | Gayam 1
23 | Nonggunong 1"
24 | Raas 3
25 | Masalembu 6
26 | Talango 7
27 | Gili Genteng 4
Lain-lain”’ 50
JUMLAH 284

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep 2012.%'

Dari data di atas, Jumlah pondok pesantren di Kabupaten Sumenep
sejumlah 284, dalam setiap tahunnya akan semakin meningkat. Itu berarti
masyarakat santri sangat kental di Sumenep.

Ketaatan terhadap nilai-nilai religius merupakan salah satu
kepentingan agama oleh sejumlah masyarakat kabupaten Sumenep dapat
dilihat dari sarana peribadatan yang ada, sebagai berikut: .

Ada tenaga penyuluhan agama Islam honorer adi Kabupaten

Sumenep sejumlah 204 lembaga,* sasaran penyuluhannya yaitu kelompok

% pondok Pesantren yang baru terdata pada tahun 2012. Kemungkinan masih ada Pondok

Pesantren yang belum terdata karena setiap tahunnya jumlah PP semakin bertambah.

2! Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep, pada 11 Juni 2012.
 Data terhitung pada tahun anggaran 2008-2009.
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pengajian. Adapun data TPQ tahun 2009 Kabupaten Sumenep sejumlah 706
lembaga TPQ.”

Jumlah Jamaah Haji dari Kabupaten Sumenep pada tahun 2010 (783
orang) Jamaah Haji terbanyak berasal dari kecamatan Kota Sumenep
sebanyak 173 orang sedangkan terendah dari kecamatan Batu Putih sebanyak
3 orang.

Tingkat ketaatan masyarakat kabupaten Sumenep di dalam memeluk
agama, khususnya agama Islam relatif tinggi. Itu dapah dilihat dari beberapa
data di atas dan juga tradisi keagamaan di Sumenep yang sangat mengakar
kuat.

Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan saat ini sedang digalakkan oleh
Pemerintah kabupaten Sumenep, yang dilakukan dengan cara memperluas
dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Ini
dikarenakan masih adanya penduduk yang tidak tamat sekolah, putus sekolah
dan bahkan tidak sekolah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sumenep
berupaya agar tingkat pendidikan masyarakat meningkat. Mulai dari
pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan formal hingga penyelenggaraan
pendidikan luar sekolah salah satunya dengan program pemberantasan buta
huruf.

Adapun jumlah penduduk menurut tigkat pendidikan di Kabupaten

Sumenep yaitu:

3 Data terhitung pada tahun 2009. Oleh Kementertian Agama Kabupaten Sumenep.
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Tabel VII
Jumlah Penduduk menurut tingkat Pendidikan di Kabupaten Sumenep

No Keterangan Jumlah
1 |TK 142.003
2 | SD/MI 71.407
3 | SMP/MTs 20.363
4 | SMA/SMK/MA 23.573
5 | Universitas 8.903
6 | Pasca Sarjana/Lulus 3213

Sumber data: Sumenep dalam Angka 2011.°

Tabel di atas adalah tabel untuk sarana pendidikan negeri sedangkan

tabel di bawah ini menunjukkan sarana pendidikan swasta.

Tabel VIII
Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Sumenep
No | Pendidikan | Jumieh Sarana | Jumlah Sarana
Negeri Swasta
1. | TK 2 370
2. | SDMI 630 41
3. [ SMP/MTs 40 76
5. | Universitas 1 3

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.?’
Adapun jumlah madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan
madrasah aliyah di Kabupaten Sumenep, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel IX

Jumlah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah
di Kabupaten Sumenep

Jumlah Jumlah

No Nama masdrasah sarana/ unit | Murid/ orang
1. | Madrasah Tsanawiyah 234 28.761
2. | Madrasah Aliyah 104 15.198
JUMLAH 338 44.959

2% Sumenep Dalam Angka 2011, hal. 47-60.
* Kantor Dinas Pendidikan Pendidikan Kabupaten Sumenep.
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F. Ekonomi
Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep di lihat dari aspek ekonomi
hasil registrasi 2010, seperti tergambar pada tabel berikut ini:
Tabel XII

Jumlah kesempatan kerja menurut lapangan usaha

No | Lapangan Usaha Keseni:?tf: Kerja Presentase
1 | Pertanian 93.149 26,18
2 [ Pertambangan 3.715 1,16
3 [ Industri Pengolahan 45.705 14,32
4 | Listrik, Gas dan Air 2.586 0,81
5 | Bangunan 7.664 2,40
6 [ Perdagangan 110.923 34.74
7 | Angkutan 35.172 11,02
8 | Bank dan Keuangan 11.144 3,49
9 | Jasa 9.216 2,89

JUMLAH 319.274 100

Sumber: Sumenep Dalam Angka 2011.%

Dana proyek pembangunan desa di Kabupaten Sumenep berasal dari
tiga sumber dana yaitu Swadaya, Pemda dan Pusat, yang secara keseluruhan
mencapai 19.179.084.472 Rupiah. Proyek Sarana Penunjang Pendukung
(SPP) yang meliputi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
sebanyak 114 proyek. Disusul proyek Ekonomi Produktif sebanyak 266
proyek. Sedangkan proyek Pemberdayaan Kelembagaan sebanyak 23

proyek.3 0

% Sumenep Dalam Angka 2011, hal. 33.
* Ibid, 16.
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Tabel XIII
Banyaknya Tenaga Kerja, Angka Kerja dan Kesempatan Kerja Menurut
Tingkat Pendidikan
N Tingkat Tenaga Keria Angka Kesempatan
© Pendidikan & J Kerja Kerja
1 | Tidak Tamat SD 19.371 18.549 5.672
2 | Sekolah Dasar 83.160 54.399 40.896
3 |SLTP 148.033 94.843 91.541
4 | SLTA 279.913 192.461 159.913
5 | Sarjana Muda 101.742 87.126 12.579
6 | Sarjana 37.466 25.741 8.673
JUMLAH 669.865 473.119 319.274

Sumber: Sumenep Dalam Angka 2011, 32.

Industri jumlah perusahaan industri dibedakan menjadi industri
besar, industri menengah dan industri kecil baik formal atau non formal.
Jumlah industri besar dan menengah tetap seperti tahun sebelumnya yaitu
berjumlah 22 dan 28 unit. Sedangkan jumlah industri kecil baik formal dan
non formal meningkat menjadi 402 dan 17.760 unit. Penyerapan tenaga kerja
meningkat rata-rata 2,26 %. Nilai investasi meningkat rata-rata 5,55% sebesar
rp. 81.635.736.400.- dengan nilai produksinya sebesar rp. 168.896.897.650,-
atau naik 6,02 %.

Perdagangan pembangunan sektor perdagangan tahun 2007
mengalami perkembangan signifikan. Ini ditandai dengan meningkatnya
penerbitan/ pembaharuan pendaftaran perusahaan secara keseluruhan sebesar
7,69%. Penerbitan surat ijin usaha perdagangan (siup) juga meningkat 7,75%
dari tahun sebelumnya sebanyak 5.700 buah untuk siup kecil, menengah dan
besar. Sarana perdagangan bagi masyarakat sampai tahun 2008 masih

didominasi oleh toko/ ruko. Pasar induk terdapat di seputaran jalan
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Trunojoyo. Sedangkan swalayan di kabupaten Sumenep berjumlah 25 buah.
Di Sumenep belum terdapat plaza/ mall. Terdapat juga beberapa pasar hewan
yang tersebar di beberapa kecamatan. Kawasan taman bunga atau alun-alun
Sumenep setiap sore sampai malam hari digunakan pedagang kaki lima untuk
menjajakan dagangannya dan aneka hiburan keluarga.

Lembaga keuangan, lembaga keuangan/ perbankan di samping untuk
perorangan juga mempunyai peranan dalam meningkatkan pembangunan
daerah. Jumlah bank baik bank pemerintah maupun swasta di kabupaten
Sumenep tahun 2011 mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Bank
pemerintah meliputi BRI, BNI, bank Mandiri, bank Jatim dan BTN. Bank
swasta nasional meliputi BTPN, bank Danamon simpan pinjam dan bank
Bukopin. Untuk bank swasta asing/campuran yaitu BCA dan. BRI unit

berjumlah 13 unit serta bank perkreditan rakyat berjumlah 5 unit.

. Politik

Dinamika politik di Sumenep tidak lepas dari pengaruhi kyai,
persaingan politik berada di seputar perbincangan antar kyai di Sumenep.
Tingkat pemahan masyarakat Sumenep terhadap politik masih jauh dari
sistem demokrasi yang diterapkan di negeri ini, karena pilihan masyarakat
masih ditentukan oleh kyai, banyak pemilih tidak tahu kandidat yang
dipilihnya. Makna demokrasi yang ditawarkan oleh bangsa kita belum bisa
terapkan maupun diterima secara menyeluruh oleh warga Sumenep.

Dinamika politik di Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada hasil

pemilihan legislatif tahun 2009, di antaranya:
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Tabel XIV
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Legislatif (Pileg) Kabupaten Sumenep 2009

No Partai Politik popimlah

1 [ Partai Hati Nurani 3711
2 | Partai Karya Pedulu Bangsa 3280
3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia -

4 | Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 1297
5 | Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 2444
6 | Partai Barisan Nasional (BARNAS) 344
7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia -

8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4950
9 | Partai Amanat Nasional (PAN) 3685
10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru -
11 | Partai Kedaulatan (PK) -
12 | Partai Persatuan Daerah (PPD) -
13 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 11879
14 | Partai Pemuda Indonesia -
15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme -
16 | Partai Dmokrasi Pembaruan (PDP) 34
17 | Partai Karya Perjuangan (PKP) -
18 | Partai Matahari Bangsa (PMB) 161
19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) -
20 | Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 27
21 | Partai Republik Nusantara (Republikan) -
22 | Partai Pelopor (PP) -
23 | Partai Golongan Karya (GOLKAR) 2495
24 | Partai Persatuan Pembangunan 9940
25 | Partai Damai Sejartera (PDS) -
26 | Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia -
27 | Partai Bulan Bintang (PBB) 4526
28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 58
29 | Partai Bintang Reformasi (PBR) 1826
30 [ Partai Patriot (PP) 611
31 | Partai Demokrat (PD) 2177
32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) -
33 | Partai Indonesia Sejahtera (PIS) -
34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 3868
41 | Partai Merdeka -
42 | Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia -
43 | Partai Serikat Indonesi (PSI) 42
45 | Partai Buruh 46

JUMLAH 67.202
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Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.'

Menurut data di atas, tampak bahwa PKB mendapat suara terbanyak
dengan perolehan suara 11879. Itu berarti pengaruh NU dan kyai di Sumenep
sangat tinggi. Warga sumenep masih percaya bahwa kyai adalah figur yang
terbaik di antara beberapa kontestan politik yang ada. Walaupun, pada Pemilihan
Legislatif 2009 bermunculan beberapa partai berbasis NU. Tetapi karena
hegemoni PKB pada pemilu sebelunya yaitu pada Pemilihan Legislatif 2004
masih kuat dalam ingatan warga Sumenep.

..mon kuleh meleh atorok apa cakna kyai, partaina kyai kan PKB, soalna mon
jeo deri kyai sema’ ka naraka, siratal mustakim beilah kule tak a ko’
bengkoana, partai se buro neka kule tak partaje (kalau saya memilih pada
partainya kyai yaitu PKB, kalau tidak ikut kata kyai kita mau ikut siapa lagi,
kalau jauh dari kyai kan nanti dekat dengan neraka, jadi saya siratal mustakim
(tetap pada jalan yang lurus, tidak mau belok) dalam memilih.”*

Dari pernyataan di atas, itu berarti masyarakat masih percayai bahwa PKB
adalah partai kyai yang harus dipilih. Bahkan kalau jauh dari kyai itu berarti umat
akan dekat dengan neraka atau akan masuk neraka ketika di alam akhirat nanti.
Lebih jauh dari itu, kharisma kyai dapat dijadikan kekuatan dalam kepentingan
politik "khususnya pada momen pesta politik, karena perkataan kyai dalam
pandangan sejumlah masyarakat Sumenep menjadi fatwa yang tentu dikuti.

Walaupun PKB menurut jumlah kursi yang didapatkan pada tahun 1999
sampai sekarang selalu mengalami penurunan jumlah kursi yang didapat, tetapi

dalam urutan hasil suara terbanyak di Kabupaten Sumenep, PKB tetap unggul. Itu

berarti fatwa kyai di daerah tetap berpengaruh, walaupun di pusat sebaliknya.

3! Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.
32 Kawiyah, wawancara, warga Sumenep, pada 14 Mei 2012.
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Adapun Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Sumenep, yaitu:

Tabel XV

Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Sumenep 2009-2014

No Nama Jabatan g’ Partai
1 KH. Imam Hasyim, SH. MH | Ketua DPRD L PKB

2 Moh. Hanif, SE Wakil Ketua DPRD |L PPP

3 H. Hunain Santoso, SH Wakil Ketua DPRD | L PDI-P

4 Faisal Muchlis, S.Ag Wakil Ketua DPRD [L | PAN

b H. Abrory, S.Ag Ketua Komisi A L |{PKB

6 Muhammad Ali Waka Komisi A L | PPP

7 | Drs.Syaiful Hasan Sekretaris Komisi A [ L | PAN

8 Akh. Junaidi Anggota Komisi A L | PKNU

9 Roekminto Anggota Komisi A L | GOLKAR
10 | Badrul Aini Anggota Komisi A L |PBB

11 | KH. Khairul Amin Anggota Komisi A L | PDI-P

12 | Drs.Tamam Anggota KomisiA |L |PKB

13 | Drs.H.Hasan Mudhari, MM | Anggota Komisi A [L | PKS

14 | Ir.Bambang Prayogi REF Ketua Komisi B L | PDI-P

15 | Dwita Andriani S.Psi Waka Komisi B P | PAN

16 | H. Sukarnaedi Sekretaris KomisiB |L | PKB

17 | H. Suroyo Anggota Komisi B L | PKNU

18 [ Hj. Endang Sri Rahayu Anggota Komisi B P [ GOLKAR
19 | A. Basith Zubari, BA Anggota Komisi B L | PPP

20 | Ach. FauziL Anggota Komisi B L |PBB

21 | Wiwid Harjoyudanto Anggota Komisi B L | DEMOKRAT
22 | Sjamsul Ma’arif Anggota Komisi B L | HANURA
23 | Darul Hasyim Anggota Komisi B L | PDI-P

24 | Sanhaji Darmady Anggota Komisi B L | PKB

25 | Drs. H.A. Gosaini Adhim Anggota Komisi B L [PAN

26 | KH. Abd. Hamid Ali Munir | Ketua Komisi C L |[PKB

27 | Iskandar Waka Komisi C L | PAN

28 | Dekki Purwanto, SH Sekretaris KomisiC | L PDI-P

29 | Muhammad Husin, S.Hi Anggota Komisi C L | PKNU

30 | AF.Fajar Hari Ponto,SH, MM | Anggota Komisi C L | GOLKAR
31 | Miftahurrahman,S.Ag Anggota Komisi C L | PPP

32 | Drs .H. Ach. Fauzi Hasyim Anggota Komisi C L |[PBB

33 | KH. A. Kurdi HA, S. Pd Anggota Komisi C L [ DEMOKRAT
34 | H.Husni Thamrin Anggota KomisiC |L | HANURA
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35 | KH. Akhmad Mawardi, M.Pd | Anggota Komisi C L | PKB
36 | H. Rugi Abdullah Anggota Komisi C L | PKB
37 | H. Moh. Subaidi, SE, MM Ketua Komisi D L PPP
38 | H. Syamsul Arijal, S.Pd Waka Komisi D L | PDI-P
39 | Drs. Abd. Rahman Sekretaris KomisiD |L | PKB
40 | Ir. H. Akhmadi Said Anggota KomisiD |L | PKNU
41 [ H. Isnaeni Saleh Anggota Komisi D L | GOLKAR
42 | Ahmad Salim Anggota Komisi D L | PPP
43 | H. Syaiful Bari Anggota Komisi D L |PPP
44 | Mohammad Imran Anggota Komisi D L |PBB
45 | Rachema Anggota Komisi D P PDP
46 | H.Nur Asyur Anggota KomisiD | L | PKS
47 | H. Hery. E, MM. Kes Anggota Komisi D L | HANURA
48 | Dul Siam, S.Ag, M.Pd Anggota Komisi D L | PKB
49 | KH. M. Naufal Anggota KomisiD |L | PKB
50 | Farid Affandi, S.Pd Anggota Komisi D L | PAN
3

Sumber: Sumenep Dalam Angka 2011

Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah DPR dan posisinya dari kalangan

kyai, adalah berjumlah lima orang, dan ketua DPRD Sumenep adalah dari

kalangan kyai dan ketua komisi C adalah dari kalagan kyai,ini berarti figur kyai di
Sumenep dipercaya mampu meminpin di segala aspek.

Masyarakat kabupaten Sumenep selalu berpartisipasi dalam menentukan

pilihan politik. Pada setiap suksesi politik baik itu momentum pemilihan umum,

pemilihan pesiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Tabel XVI

Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sumenep tahun 2008
No. Nama Calon J;:;;lrih
1. | Azasi Hasan — Dewi Khalifah 60.132
2. | Busyro Karim — Soengkono Sidik 96.257
3. | Malik Efendi — Rahmad 38.796
4. | Bambang Mursalin — Moh. Shaleh Abdullah 61.741
5. | Moh. Samarudin Toyib — Abd. Kadir 26.412
6. | Moh. Kafrawi — Djoko Sungkono 9.004

 Sumenep Dalam Angka 2011, hal. 17-18.
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7. | Ilyas Siraj — Rasik Rahman 84.880
8. | Sugianto — Moh. Muhsin Amir 38.486
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep>’

Pada hari yang sama masyarakat Sumenep juga melakukan pemilu pada
tingkat propinsi, ada lima calon yang menjadi peserta pemilu, yang menjadi
berbeda dengan pilkada kabupaten Sumenep, dalam pemilu tingkat propinsi
dilakukan dua putaran untuk mendapatkan pasangan yang kemudian menjadi

pemimpin atau gubernur Jawa Timur. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel XVII

Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008

No. | Nama Calon | Jumlah Suara
1. | KAJI 142.386
2. | SR 85.808
3. | SALAM 39.545
4. | ACHSAN 68.609
5. | KARSA 169.945

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep®

Karena pada putaran pertama Pemiihan Gubenur dan Wakil Gubernur
belum memenuhi kouta, maka diperlukan putaran kedua untuk menentukan

siapakah yang layak menjadi Gebernur dan wakil gubernur secara demokratis.

Tabel XVIII
Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran kedua tahun 2008
No. | Nama Calon Jumlah Suara
1. | KAJI 236.095
2. | KARSA 240.737

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep®

34 Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

3 Ibid.
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Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2009 masyarakat
menunjukkan tingkat partisipasi dan menggunakan hak suaranya untuk

memilihnya, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel IXX

Hasil suara pemilihan presiden 2009

No. Nama Calon Jumlah Suara
1. | Mega — Prabowo 187.353
2. | SBY - Boedione 229.821
3. | JK - Wiranto 101.357

Sumber: Komisi Pelihan Umum Kabupaten Sumenep.’’

Dari beberapa data di atas tentang hasil pemilu menunjukan bahwa
partisipasi masyarakat kabupaten Sumenep dapat dikatakan sebagai pemilih
partisipan kurang aktif dalam suksesi setiap pemilihan umum, baik dari tingkat
pusat maupun lokal. Mengingat dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten
Sumenep adalah 1.042.312 jiwa. Sementara yang memiliki hak suara di atas tujuh
ratus ribu. Sedangkan yang berpartisipasi dalam pemilihan hanya berkisar lima

ratus ribu orang.

3 Ibid,
3 Ibid.
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ANALISA DATA

A. Status Sosial Kyai di Sumenep
Pada bagian ini akan dideskripsikan tentang asal usul status sosial kyai
dan signifikansi satatus sosil kyai di Sumenep.
1. Asal Usul Status Sosil Kyai di Sumenep

Status sosial kyai pada umumnya diperoleh dari faktor keturunan,
kyai Taufik menyebutkan bahwa:

....kalau di Madura pada umumnya gelar kyai diperoleh dari faktor
keturunan, kalau saya orang tua dari pihak ayah bukan kyai, tapi umi
ada keturunan Kkyai, terus mertua saya seorang kyai. Jadi ada
memang keturuanan kyai yang tidak bisa dinafikan tetapi untuk
dapat gelar tersebut saya lebih banyak kepada peran dan pengabdian
saya terhadap masyarakat.”'

Pada penelitian Zamakhsyari Dhofier menyebutkan bahwa gelar
kyai menurut asal usulnya, dipakai untuk tiga gelar jenis yang berbeda,
yaitu: pertama, sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang
dianggap keramat; umpamanya, “Kyai Garuda Kencana” dipakai untuk
sebutan Kereta Emas yang ada di Yogyakarta. Kedua, gelar kehormatan
untuk orang-orang tua pada umumnya. Kefiga, gelar yang diberikan

masyarakat kepada orang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi

pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada

' KH Taufiqurrahman, wawancara, Pengasuh PP Annugayah desa Jembu Guluk-Guluk
Sumenep. Pada 11 Mei 2012,
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santrinya. Selain gelar kyai, ia juga sering disebut seorang alim (orang
yang dalam pengetahuan Islamnya).?

Mengacu pada pernyataan Zamakhsyari Dhofier tentang asal
mula kyai adalah gelar yang diberikan masyarakat kepada orang ahli
agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren. Perlu
ditekankan di sini bahwa ahli-ahli pengetahuan Islam di kalangan umat
[slam disebut ulama. Ulama yang memimpin pesantren disebut kyai.
Namun di zaman sekarang, banyak juga kyai walaupun mereka tidak
memimpin pesantren, gelar kyai biasa dipakai untuk menunjuk para ulama
dari kelompok Islam tradisional.

Adapun asal usul status sosial kyai di Sumenep di antarnya
sebagaimana yang ada dalam tabel berikut:

Tabel XX
Asal Usul Status Sosial Kyai

No Nama-Nama Kyai Asal Usul Status Sosial Kyai
Askriptif Prestatif
1 | KH. Busyro Karim v
2 | KH. Imam Hasyim v
3 | KH. Khairul Amin v
4 | KH. Abd. Hamid Ali Munir v
5 | KH. A. Kurdi HA v
6 | KH. Akhmad Mawardi v
7 | KH. M. Naufal v
8 | KH. Ramdan Sirajd v
9 | KH. Waris Ilyas v

? Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai
(Jakarta: LP3ES, 1982), 55.
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10 | KH. Tsabit Khazien

11 | KH. Taufiqurrahman

12 | KH. Unis Isam

SN S)S

13 | KH. Said Abdullah

Dari tabel di atas, para kyai mendapat gelar kyai karena faktor
warisan dari keluarga maupun dari keluarga istinya, kyai tersebut biasa
disebut kyai adaptif, kecuali kyai A. Kurdi HA, mendapat gelar kyai
karena memiliki pengetahuan yang mendalam dan luas tentang agama
Islam serta mengajarkan ilmunya kepada masyarakat, kyai yang seperti ini
biasanya disebut kyai prestatif. Dari sejumlah nama-nama kyai di atas,
semuanya memperoleh gelar kyai karena ayahnya adalah seorang kyai
kecuali kyai Taufiqurrahman. Dia mendapat gelar kyai karena menikah
dengan putri seorang kyai. Sementara, kyai A. Kurdi HA mendapat gelar
kyai karena prestasi yang milikinya.

Berikut adalah tabel mengenai peralihan® status sosial kyai dari
tokoh agama ke tokoh politik.

Tabel XXI
Peralihan Status Sosial Kyai

No Nama Status Sosial
Tokoh Agama (Kyai) Tokoh Politik
1 | KH Busyro a.Pengasuh PP Al- a.Bupati Sumenep
Karim Karimiyah b.Pengurus PKB
b.Putra seorang kyai Cabang Sumenep
2 | KH. Imam a.Pengasuh PP At- a.Ketua DPRD
Hasyim Taufigiyyah Sumenep
b.Putra seorang kyai b.Pengurus PKB

3 Untuk menghindari perdebatan redaksional yang mengakibatkan kerancuhan
arti, istilah peralihan dapat diartikan penggandaan.
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Cabang Sumenep

3 | KH. Khairul a. Pengasuh PP Nurul a. Pengurus PDI-P
Amin Fatah Cabang Sumenep
b. Putra seorang kyai b.Anggota DPRD
Sumenep Komisi A
4 | KH. Abd. Hamid | a.Memiliki madrasah a.Ketua Komisi C
Ali Munir tetapi tidak memiliki DPRD Sumenep
pesantren b.Pengurus PKB
b.Putra seorang kyai Cabang Sumenep
5 | KH. A. Kurdi HA | a.Pernah mondok di a.Anggota DPRD
Jawa beberapa tahun Sumenep Komisi C
tetapi tidak memiliki | b.Pengurus Partai
pesantren Demokrat Cabang
b. Tidak memiliki garis Sumenep
keturunan kyai
6 | KH. Akhmad a.Pengasuh PP Al- a.Pengurus PKB
Mawardi [slahiyah Cabang Sumenep
b.Ayahnya seorang kyai | b.Anggota DPRD
c.Kepala sekolah MA Sumenep Komisi C
Al-Islahiyah
7 | KH. M. Naufal a.Keluarga Besar PP a.Kader PKB Cabang
Aswaja Sumenep
b.Putra seorang kyai b.Anggota DPRD
Sumenep Komisi D
8 | KH. Ramdan a.Pengasuh PP Nurul a.Mantan Bupati
Sirajd Islam Sumenep
b.Putra seorang kyai b.Pengurus PKB
9 { KH. Waris Ilyas | a.Pengasuh PP a.Mantan MPR RI
Annaqayah Guluk- b.Penasehat PKB
Guluk
b.Putra seorang kyai
10 | KH. Tsabit a.Keluarga besar PP a.Penasehat PKB
Khazien Annagayah b.Anggota DPR RI
b.Putra seorang kyai
11 | KH. a.Perintis dan Pengasuh | a.Penasehat PKB
Taufiqurrahman PP Mathlabul Ulum Cabang Sumenep
b.Menantu seorang kyai | b. Mantan DPRDJatim
12 | KH. Unis Isam a.Keluarga besar PP a, Pengurus PKB
Aswaja b.Anggota DPR RI
b.Putra seorang kyai
13 | KH. Said a.Pengasuh PP
Abdullah Mathali’ul Anwar -

b.Putra seorang kyai
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Sejumlah kyai pada tabel di atas, merupakan kyai yang memiliki
latar belakang pondok pesantren yang berpengaruh dan dapat mempenga-
ruhi 256 pondok pesantren yang ada di Sumenep. Dari sejumlah pondok
pesantren pada tabel di atas, sebelas di antaranya berafiliasi dengan politik
kecuali KH. Said Abdullah pengasuh PP Mathali’ul Anwar.

Status sosial diklasifikasikan berdasarkan asul-usul gelar yang
diperolehnya menjadi dua macam, antara lain:

a. Askriptif

Seseorang menyandang gelar kyai karena garis keturunan
atau ada hubungan darah, lazimnya orang tuanya adalah seorang kyai,
bisa juga seseorang yang menikah dengan salah seorang anggota
keluarga kyai, tipe tersebuat biasa diseb:xt kyai askriptif.

Sementara kyai politik mitra kritis, selain mengembangkan
pendidikan pondok, juga mengembangkan pendidikan madrasah.
Pandangan tentang pendidikan, sungguhpun telah mengembangkan
pendidikan formal. Motivasi membangun pendidikan formal berupa
madratsah, sekedar ingin memenuhi tuntutan umatnya.

Kyai adaptif dan kyai advokatif masing-masing mengem-
bangkan lembaga pendidikan yang lebih lengkap, yaitu pondok
pesantren, madrasah dan sekolah umum. Orientasi pendidikannya pun

disiapkan untuk menyiapkan kehidupan di dunia maupun di akhirat.
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...sebenarnya dalam hati kecilnya kyai tidak mau terlibat dalam
politik, tetapi karena hal itu dianggap sebagai khitmah kelanjutan
NU maka kyai mau menjadi politisi””*

Masyarakat seharusnya memahami posisi kyai, kyai menjadi
sosok yang berdiri di atas semua golongan dan semua kepentingan
merujuk pada peran pokoknya sebagai lentera bagi umat, sebagaimana
institusi pesantren. Kyai memiliki dua peran pokok yang sangat berat.’
Pertama, kyai hendaknya mengoptimalkan perannya sebagai pendidik
(murobbi). Visi besar kyai dalam hal ini ialah akan lahir generasi-
generasi berkualitas. Kyai tidak saja bertanggung jawab untuk
membimbing santri dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi juga
membiasakan praktek hidup yang selaras dan sesuai dengan ajaran
Islam.

Ketika dikaitkan dengan beberapa data kyai yang ada di atas
yang termasuk kyai askriptif berdasarkan data di atas adalah KH.
Busyro Karim, KH. Imam Hasyim, KH. Khairul Amin, KH. Abd.
Hamid Ali Munir, KH. Akhmad Mawardi, KH. M. Naufal, KH.
Ramdan Sirajd, KH. Waris Ilyas, KH. Tsabit Khazien, KH.
Taufiqurrahman, KH. Unis Isam, dan KH. Said Abdullah.

b. Prestatif

Seseorang menyandang gelar kyai karena memiliki

pengetahuan yang mendalam dan luas tentang agama Islam,

mengajarkan ilmunya kepada masyarakat, biasanya mendirikan

* KH Taufiqurrahman, Wawancara, 11 Mei 2012.
3 Ibnu Hajar, Kyai, 45-46.
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pondok pesantren, meskipun tidak mempunyai garis keturunan kyai
tetapi karena ilmu dan prestasi yang dimiliki oleh orang tersebut maka
gelar kyai diberikan oleh sejumlah masyarakat sebagai bentuk
penghormatan dan  penghargaan atas prestasi-prestasi  dan
kemampuannya. Tipe seperti ini biasa disebut kyai prestatif.

Di antara beberapa kyai yang tercamtum pada tabel di atas,
yang termasuk kyai prestatif berdasarkan daftar kyai dalam objek
penelitian ini adalah KH. A. Kurdi HA. Dia memiliki kapasitas yang
mempuni dan mendirikan pondok pesantren, untuk anak-anaknya atau
keturunannya akan mendapat gelar kyai adaptif dari masyarakat.
Sementara, KH A. Kurdi HA adalah generasi pertama yang merintis
pondok pesantren dan mendapat gelar kyai.

Model yang cepat tanggap terhadap berbagai perubahan
sosial politik yang terjadi. Perubahan bagi kyai merupakan tawaran
nilai dari sesuatu yang baru, yang mungkin saja mengandung hal yang
lebih baik dari nilai lama. Dengan demikian, kyai bisa dikompromikan
untuk diterima. Sikap ini membt.Jat mereka lebih berani untuk terjun
pada perubahan sosial politik yang terjadi sambil mentrasformasikan
nilai-nilai lama. Perubahan sosial politik dengan cara ini bisa tetap
berjalan dalam jalur yang aman, tidak bersitegang dengan tradisi yang
telah berkembang.

Berkaitan dengan aspek teologis ini, di antara hal menarik

dari studi yang dilakukan adalah adanya perbedaan yang signifikan
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dalam menentukan pilihan-pilihan politik berdasarkan kecenderungan
teologis yang dianutnya. Ada di antara kyai yang lebih lentur dan
sangat mudah berubah, sehingga politik terkesan menjadi “semacam”
sebuah permainan untuk memenuhi kebutuhan pragmatis yang
senantiasa berubah dan berkembang. Sementara sebagian lainnya, ada
kyai yang terkesan kaku, atau mungkin juga bisa disebut konsisten
dengan pendirian awalnya, sehingga tampak menempatkan politik
dalam kerangka persoalan prinsip. Perbedaan-perbedaan inilah
tampaknya yang kemudian telah ikut membidani lahirnya partai-partai
politik yang bernuansa agama dan sekaligus dipelopori oleh figur-figur
yang lebih dikenal sebagai kyai ketimbang politisi.
2. Signifikansi Status Sosil Kyai
Status sosial kyai di Sumenep sangat berpengaruh dalam
pandangan masyarakat, sebagaimana yang dikatakan informan berikut:

-.gelar  kyai pengaruhnya sangat signifikan pada masyarakat
Sumenep, apalagi kalau seorang kyai dari pondok yang terkenal di
Sumenep, soalnya orang-orang langsung bertanya: kyai dari pondok
mana, ketika ada ceramah atau kegiatan sosial lainnya yang diisi oleh
kyai. Jadi pengaruhnya bisa melebihi keturunan bangsawan Sumenep.
Sekalipun secara keilmuan orang tersebut biasa saja, tetapi karena
keturunannya dan latar belakang pondok yang dikelolahnya
pengaruhnya ting§i, itu akan menjadi suatu ketertarikan tersendiri bagi
warga Sumenep.”

Lebih lanjut ada yang mengatakan,:
...pengaruh Kyai itu sangat peting di Sumenep, makaya tidak heran

ketika akhir-akhir ini banyak orang berlomba-lomba mendirikan
pondok pesantren sekalipun santrinya hanya berjumlah beberapa

¢ Ahmad Hudaifah, wawancara, Pegawai Kementrian Agama Kabupaten Sumenep, 14
Mei 2012,
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orang, itu dijadikan proyek untuk menyandang gelar kyai, di samping
itu juga biar dapat dana santunan pondok soalnya kan sekarang ada
dana santunan untuk pondok, dan mungkin ada motif lainlah dalam
mendirikan pondok.”’

Sejak Islam masuk ke Jawa (termasuk Madura karena bagian
daripada Jawa Timur), para kyai telah menikmati kedudukan sosial yang
tinggi.® Sehubungan dengan itu, maksyarakat Jawa mengakui perbedaan-
perbedaan antara pribadi-pribadi dengan status sosial mereka, dan itu telah
menjadi norma yang mengatur hubungan sosial di kalangan orang Jawa.
Status sosial secara luas dapat ditentukan oleh usia, kekayaan, dan
pekerjaan. Oleh itu, orang yang lebih tua di sebuah desa, misalnya akan
mendapatkan sebuah penghormatan dari orang yang kebih muda,
sebagaimana orang yang kaya akan memperoleh penghormatan dari orang
miskin. Demikian juga, orang yang berpendidikan tinggi akan
mendapatkan penghormatan dari orang Jawa kurang terdidik.’

Sesuai dengan konsep-konsep perbedaan dalam status sosial maka
para ulama, Khususnya para kyai di desa-desa menerima penghormatan
yang tinggi dari masyarakat dibandingkan dengan elit lokal yang lain.
Contoh para petani kaya, kyai'® mempunyai posisi yang lebih terhormat.

Hal ini telah menjadikannya sebagai pemimpin dalam masyarakat. Untuk

7 Moh. Nihwan, wawancara, dosen Sekolah Tinggi al-Karimiyah Gapura Sumenep, pada
10 Mei 2012.

¥ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai
(Jakarta: LP3ES, 1994), 56.

° Endang Turmudi, Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan (Yogyakarta: LKIS, 2003), 94.

'® Khususnya kyai yang memimpin pesantren.
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kepemimpinannya juga tidak terbatas pada wilayah agama, tetapi meluas
pada wilayah politik."'

Oleh sebab itu status sosial kyai semakin tinggi dan semakin kuat,
ada dua faktor utama yang mendukung status sosial kyai semakin kuat.
Pertama, kyai adalah orang berpengetahuan luas yang kepadanya
penduduk desa belajar pengetahuan. Kepandaiannya dan pengetahuaan
yang luas tentang Islam menyebabkan kyai selalu mempunyai pengikut,
baik para pendengar informal yang senantiasa mengikuti pengajian atau
ceramah maupun para santri yang tinggal di pondok sekitar rumahnya.
Kedua, kyai biasanya berasal dari keluarga berada. Meskipun tidak jarang
ditemukan kyai yang miskin pada saat ia mulai mengajarkan Islam, seperti
ditunjukkan oleh kecilnya ukuran gedung pesantrennya, namun secara
umum kyai berasal dari keluarga kaya. Lebih jauh dari itu, penting
ditambahkan di sini bahwa seorang kyai dianugerahkan suatu kemampuan
yang luar biasa, yang jarang terjadi pada umat muslim awam. Berdasarkan
uraian-uraian di atas status sosial kyai di Sumenep diperoleh dari
hubungan darah.

-..pengaruh kyai di Sumenep melebihi pengaruh keluarga bangsawan,
khususnya dalam mengawal kebijakan-kebijakan dalam pemerintah,
hal ini dipengaruhi dengan sedikitnya warga bangsawan dalam
menduduki jabatan birokrasi maupun jabatan politik.”!?

Mengacu pada pernyataan Max Weber bahwa sumber-sumber

tumbuhnya strata yang berbeda yaitu perfama, berkembangnya corak

"' Endang Turmudi, Perselingkuha Kyai, 95.
12 Mahrowi Djamaluddin, wawancara, Alumni Santri dan Pemerhati Politik Kyai di
Sumenep, pada 3 Juni 2012.
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hidup yang khusus, seperti tipe pekerjaan, kedua, kharisma, dan ketiga,
pemilikan otoritas politik dan/ atau birokratis.

Dalam hal ini, kajian sosiologis untuk memetakan masyarakat
Sumenep menjadi penting sebagai pisau analisis. Dalam penelitian
disertasi Latif Wijaya tentang Carok, menyebutkan orang Madura orang
yang tegas dan mengutamakan harga diri. Carok merupakan suatu
fenomena ketika seorang istri diganggu oleh laki-laki lain maka bentuk
perlawanan atau balasan yang pantas adalah dengan carok, karena dalam
pandangan masyarakat Madura berani mengganggu seorang istri sama
halnya dengan menginjak-injak harga diri seorang laki-laki. Untuk itu
carok diperlukan sebagai bentuk perjuangan dalam mempertahankan harga

diri dan bentuk perlindungan pada seorang istri beserta keluarga besar.

B. Motif Peralihan Status Sosial Kyai dari Tokoh Agama ke Tokoh Politik

Dalam kajian status sosial, manusia pada dasarnya tidak akan
terpuaskan dengan satu status sosial saja. Dia akan terus memperbanyak status
sosial selama ada peluang, motivasi untuk meraih status sosial bisa datang
dalam diri manusia maupun lingkungan sekitarnya, Beralih status yang lama
ke status yang baru tidak berarti meninggalkan status yang lama tersebut
melainkan menambah atau menggandakan. Dalam penggandaan status sosial
didorong oleh karena ada imbalan yang dirapkan oleh seseorang, sebagaimana
tertera da'l.am teori motivasi menyebutkan bahwa dorongan eksternal untuk

memicu semangat seseorang karena ada imbalan.'?

'* John W. Santrock, Educational Phycology (Jakarta: Kencana, 2008), 510.
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Setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti mengalami perubahan-
perubahan, tidak terkecuali pada masyarakat Sumenep, berdasarkan sifatnya,
perubahan yang terjadi bukan hanya menuju ke arah kemajuan, namun dapat
Jjuga menuju ke arah kemunduran walaupun harapannya perubahan menuju ke
arah yang lebih baik. Perubahan sosial yang terjadi memang telah ada sejak
zaman dahulu. Firdaus Syam menyebutnya suatu peradaban bagaikan makluk
organis: lahir, berkembang, matang, dan pada akhirnya mengalami proses
kehancuran. Dari puing-puing kehancuran itu, terjadi kelahiran kembali
peradaban yang baru, itu dimungkinkan karena terdapat kelompok minority
creative yang mampu menjawab tantangan zaman.'* Ada kalanya perubahan-
perubahan yang terjadi berlangsung demikian cepatnya, sehingga
membingungkan manusia khususnya masyarakat yang tidak memiliki
pengaruh di desanya, terhadap perubahan yang kian menghadapinya.

....dalam konteks masyarakat Sumenep, kyai terlibat dalam politik adalah
sebuah keniscayaan. Bahkan akan menjadi pertanyaan umum ketika kyai
itu steril dari politik. Karena iklim di Sumenep seorang kyai harus
memberikan “arahan” terhadap politisi baik arahan yang bertendensi
politik maupun tidak.”'

Perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah
diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan, dinamika dan
komposisi penduduk, ideologi, ataupun karena adanya penemuan-penemuan
baru dalam masyarakat.'® Setiap perubahan pasti terjadi dalam masyarakat

baik direncanakan maupun terjadi secara alamiah yang tentu dihadapi oleh

setiap orang dan kelompok.

" Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat, 195.
'* Mahrowi Djamaluddin, wawancara.
1 Saudi Asyari, Nalar Politik NU dan Muhammad (Y ogyakartaa: LKIS, 2010), 73.
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1. Peralihan Status Sosial

Peralihan status sosial atau mobilitas sosial lebih mudah terjadi
pada masyarakat terbuka karena lebih memungkinkan untuk berpindah
strata. Sebaliknya, pada masyarakat yang sifatnya tertutup kemungkinan
untuk pindah strata lebih sulit."” Contohnya, masyarakat feodal atau pada
masyarakat yang menganut sistem kasta. Pada masyarakat yang menganut
sistem kasta, bila seseorang lahir dari kasta yang paling rendah untuk
selamanya ia tetap berada pada kasta yang rendah. Dia tidak mungkin
dapat pindah ke kasta yang lebih tinggi, meskipun ja memiliki kemampuan
atau keahlian. Karena yang menjadi kriteria stratifikasi adalah keturunan.
Dengan demikian, tidak terjadi gerak sosial dari strata satu ke strata lain
yang lebih tinggi.

Di tengah-tengah masyarakat (khususnya dalam masyarakat desa)
kyai tergolong kelompok elit, dengan pengaruh dan kharisma yang
dimiliki oleh seorang kyai mampu menggerakkan masyarakat. Konsep
tentang elit ini, oleh Pareto diartikan sebagai kelompok kecil orang yang
mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan -bagi kehadiran mereka pada
kekuasaan sosial dan politik yang penuh.'® Sedangkan Kaplan
menguraikan elit sebagai orang-orang yang memperoleh paling banyak
daripada apa yang seharusnya diperoleh, ada tiga hal yang berharga untuk
didapatkan, yaitu kehormatan, pendapatan dan keamanan; sedangkan

Simon dalam menerangkan elit ini membagi masyarakat atas tiga kelas

' M. Imam Zamroni, Kekuasaan Juragan Dan Kiai Di Madura, Jurnal (Karsa, Vol. XII
No. 2 Oktober 2007), 169.
8s.p. Varma, Teori Politik Modern (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 202.
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sosial yang saling terpisah dan menjalankan fungsi-fungsi sosial. Ketiga

kelas itu masing-masing memerlukan personil khusus. Pertama, perencana

tindakan sosial, yaitu kelas yang memainkan fungsi kecerdasan; kedua,

pelaksana pekerjaan industri yang esensial, yaitu fungsi motorik dan

ketiga, pemenuhan kebutuhan rohani manusia yaitu fungsi sensorik."
....arahan tersebut baik yang ada tendensi politik maupun murni untuk
kemaslahatan umat. Kyai sebagai orang yang berpengaruh maka
dianggap sosok yang pantas menjadi wakil rakyat bagi masyarakat
setempat.”

Gordon menggambarkan bahwa salah satu sifat menonjol dalam
sebuah organisasi manusia adalah adanya hierarki; yaitu susunan sejumlah
orang yang menduduki posisi penting karena kelebihan-kelebihannya,
sedangkan pada sisi lainnya terdapat sebagian banyak menduduki posisi
bawah. Selain itu, Spancer membagi masyarakat menjadi dua kelompok,
yaitu sebagian kecil yang berperan sebagai atasan dan sebagian besar
menjadi bawahan. Kembali menurut Parento bahwa masyarakat terdiri dari
dua kelas yaitu lapisan atas yang disebut elite yang terbagi dalam elite
yang memerintah dan elite yang tidak memerintah, dan lapisan yang lebih
rendah disebut non-elite.?"

Seseorang disebut sebagai elite pada umumnya karena memiliki

kelebihan di atas anggota masyarakat pada umumnya. Semakin kompleks

masyarakat, dengan banyaknya kelompok-kelompok sosial akan

% Killer, Penguasa dan Kelompok Elif, Terj. Zahara D. Noor (Jakarta: Rajawali Pers,
1984), 9.

%9 Mahrowi Djamaluddin, wawancara.

*' Imam Suprayogo, Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai (Malang: UIN
Malang Press-IKAPI, 2009) 30.
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membawa pula semakin banyak jenis elite. Seseorang kata Gordon bisa
Jadi secara simultan menjadi anggota berbagai kelompok. Pada suatu saat
yang sama seseorang akan berstatus sebagai anggota warga negara,
anggota gereja, perusahaan, anggota sebuah kelompok itu hampir-hampir
tak terbatas dan pada saat tertentu bisa berubah-ubah. Masing-masing
kelompok mempunyai sebagian kecil orang yang disebut elite.?* Dalam
lingkungan masyarakat santri maka kyai termasuk jenis elite agama.
Seiring perubahan waktu, ketika pengacu pada pernyataan Gordon maka
elite agama yang dilebelkan kepada seorang kyai bisa berubah menjadi
elite politik.

Merujuk dari berbagai pengertian elite itu, maka kyai dalam
posisinya sebagai elite agama, tidak menutup kemungkinan dipandang
oleh masyarakatnya sebagai elite kelompok lain, seperti elite politik,
ekonomi, sosial maupun lainnya. Bahkan untuk kasus di negara-negara
yang penduduknya memeluk beberapa agama, pada umumnya para tokoh
agama juga memainkan peran politik.

Dalam realitas sosial kekinian, kyai sebagai elite agama
menduduki posisi ganda, yaitu selaku pemimpin spiritual, pelayan
masyarakat maupun juga aktivis dalam politik. Tampaknya dalam kajian
sosiologis, tokoh spiritual semacam itu selalu muncul dalam agama
‘apapun yang dipeluk oleh masyarakat. Dalam kajian-kajian tentang

kehidupan masyarakat mulai dari yang paling sederhana hingga yang

22 Ibid.
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paling modern sekalipun, selalu dikenal religi, yaitu gejala penyembahan
dan pengorbanan pada yang ghaib. Fenomena dapat diartikan sebagai
bukti bahwa adanya dunia spiritual pada setiap kelompok manusia.?’
Dengan demikian pendapat Durkheim, yang mengatakan bahwa
agama kendatipun berfungsi sebagai kekuatan integratif akan ditinggalkan
masyarakat jika fungsinya telah digantikan oleh institusi lain, misalnya
nasionalisme atau paham lainnya, dapat dibantah. Sebab dalam realitas
sosiologi, aspek spiritual tidak akan mungkin lepas dari keberadaan
manusia baik sebagai individu dalam kelompok.2*
..kyai pada mulanya fokus pada persoalan sosial keagamaan, pasca
reformasi di Sumenep sulit untuk memisahkan dengan politik, bahkan
berbondong-bondong untuk menjadi kontestan politik. Kecuali kyai
Said, secara gerakan beliau tidak berafiliasi dengan politik tetapi sering
para kontestan politik datang ke pondoknya untuk silaturrahmi”?

Kyai pada mulanya adalah tokoh agama, yang sejatinya mengurusi
sosial keagamaan yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan ibadah
seperti shalat, khutbah, dakwah, doa, puasa, zakat dan haji demi
kesejahteraan dan keseimbangan umat. Seiring bergulimya waktu,
khususnya pasca reformasi fungsi dan tugas tersebut, tidaklah cukup bagi
sejumlah kyai. Dia lebih tertarik pada persoalan yang lebih luas yaitu
persoalan kenegaraan atau persoalan politik seperti pengambilan

keputusan bersama, kepemimpinan, penyelesaian problem-problem sosial,

pengembangan pendidikan, dan kemasyarakatan. Ketika kyai terlibat

% Imam Suprayogo, Kyai dan Politik, 32.

* Ibid.

* Khairil Idaka, wawancara Dosen Muda Universitas Wiraraja Sumenep, pada 19 Mei
2012,
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dengan politik, ada sejumlah konsekuensi yang harus diterima oleh kyai

dan keluarga besar kyai.
...jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat sekarang tidak santun
lagi terhadap kyai, karena pada mulanya kyai yang dianggap sebagai
panutan teladan oleh warga, tetapi kepercayaan itu dicederai dengan
sifat-sifat kyai yang terkesan angkuh dan egois seperti terlibat dalam
pengambilan kebijakan yaitu politik, beristri lebih dari satu, dan
perekonomian dan industri global.”%

Tingkat hubungan kyai dengan masyarakat atau umatnya dalam
masyarakat beragama di pedesaan begitu kokoh. Masyarakat sangat patuh
dengan pemuka agama, melebihi kepatuhan mereka kepada pemimpin
formal atau pemerintah. Hubungan masyarakat dengan kyai yang
demikian, dalam hal-hal tertentu, untuk pembangunan politik misalnya
akan menyulitkan pemerintah. Sebab, masyarakat yang diharapkan
memberikan dukungan pada pemerintah ternyata lebih bearpihak pada
kyai yang memiliki pilihan politik yang berbeda.

Dilihat dari struktur sosial di dalam masyarakat, keterlibatan atau
peralihan kyai pada politik maka strata sosial kyai akan bertambah atau
naik. Sebagai contoh, selain kyai sebagai sosok kharismatik yang memiliki
pengaruh di desa, dalam elite politik kyai juga berpotensi menggandakan

strata elitnya. Dengan kata lain, di samping kyai sebagai elite agama di

desa atau di daaerahnya juga sebagai elite politik (penambahan status elit).

. Motif Peralihan Status Sosial

Dalam realitas kehidupan sosial, seseorang tidak mungkin

memiliki satu status, melainkan dia memiliki beberapa status sosial.

% Mahrowi Djamaluddin, wawancara.
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Misalnya seorang kyai, di samping dia menjadi pimpinan tertinggi di
pesantren dia juga sebagai kepala rumah tangga di dalam keluarganya,
begitupun seterusnya dalam komunitas-komunitas yang lain.

....sebagai kyai ketika melulu mengurusi pesantren saja tidak cukup
untuk menggerakkan umat di sekitar pesantren, yang bisa dipengaruhi
hanya sebatas santri dan keluarga santri saja. Ini dampaknya pada
perkembangan pembangunan pesantren menjadi lambat sehingga
popularitas dan nilai tawar pesantren menjadi rendah. Oleh karenanya,
menjadi pertimbangan realistis ketika kyai terlibat dalam politik.”27

Motif peralihan status sosial dalam hal ini adalah motif politik di
antaranya :

Dalam realitas masyarakat kabupaten Sumenep peran dan posisi
kyai menduduki lapisan kelas atau strata sosial paling atas di antara
beberapa jenis lapisan masyarakat yang terdapat dalam kelas-kelas sosial
di Sumenep, karena kyai memiliki pengaruh dalam bidang sosial-
keagamaan, termasuk elite desa yang mampu, kaya, dan dengan daya
kharismatik yang dimiliki kyai mampu menggerakkan masyarakat untuk
bekerja suka rela dalam swadaya masyarakat.?®

...tujuan saya berpolitik adalah sebagai wujud penyatuan antara agama
dan politik, sebagai ungkapan ekspresi bahwa agama dan politik itu
saudara kembar, dalam konsep politik Islam pun begitu, penyatuan
agama dan politikpun dalam Islam seperti itu, bukan seperti konsep
teokrasi masyarakat gereja. Sebelum saya berpolitik saya dimeinta
oleh beberapa kyai, termasuk kyai Jombang agar bisa menyampaikan
dakwah Islam dalam politik, berpolitik itu hukumnya wajib fardu

kifayah, kalau ada yang mau berpolitik maka yang wajib itu menj)adi
gugur, dan saya yang diminta oleh beberapa kyai untuk berpolitik”2

¥’ KH Imam Hasyim, wawacara, Ketua DPRD Sumenep pada 10 Mei 2012.

*® Ahmad Taufiq, Perspektif Gender Kyai Pesantren: Memahami Teks Menurut Konteks
Relasi Gender dalam Keluarga (Yogyakarta: STAIN Kediri Press, 2009), 69. Lihat juga, Manfred
Ziemek, Pesantren dalam Perubahan Sosial (Jakarta: P3M, 1986), 137.

2 KH Waris llyas, Pengasuh PP Annugayah Guluk-Guluk Sumenep, wawancara 13 Mei
2012.
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Menurut Hiroko Horikoshi, kyai berperan sebagai penegak
keimanan dengan cara mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan dan
memelihara amalan-amalan keagamaan ortodoks di kalangan umat Islam,
Oleh Hiroko, peran ini disebut sebagai peran ortodoksi tradisional.*® Lebih
luas, peran-peran yang dijalankan oleh kyai di dalam masyarakat adalah
sebagai pemegang pesantren yang menawarkan kepada masyarakat akan
agenda-agenda perubahan sosial-keagamaan.

Perspektif sosial, kebutuhan afiliasi atau keterhubungan adalah
motif untuk berhubungan dengan orang lain secara aman. Ini
membutuhkan pembentukan, pemilihan dan tercermin dalam motivasi
mereka dalam menghabiskan waktu bersama teman, komunitas dan
Iembaga-lembaga keagamaan yang ditekuni.’!

Secara spesifik, agenda-agenda sosial-keagamaan tersebut adalah
terkait dengan masalah interpretasi agama, pendampingan dalam bidang
ekonomi, menentukan perilaku keagamaan kaum santri dan masyarakat
Muslim secara luas, dan lain-lain. Dengan demikian, kyai menjadi rujukan
masyarakat dalam pelbagai bidang'kehidupan, mulai persoalan agama,
sosial, politik, ekonomi, hingga permasalahan budaya. Ini menegaskan
peran sentral kyai dalam masyarakat.

Motif peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke tokoh politik di
Sumenep pada dasarnya terdapat dua motif yaitu motif praktis pragmatis dan

motif normatif idelistik. Dari dua alasan mendasar ini akan dispesifikasikan

3 Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik (Pustaka Pelajar: 2007),

! John W. Santrock, Educational Phycology (Jakarta: Kencana, 2008), 513.
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lebih rinci yaitu menjadi tiga macam alasan normatif, tiga dimensi tersebut,
yaitu sebagai berikut:
a. Dimensi Spiritual
Dimensi tersebut dapat difungsikan sebagai rujukan kembali pada
hati nurani daripada menggunakan rasio sebagaimana terjadi pada para
politisi kita dewasa ini dan untuk mentransendensikan politik duniawi
menjadi dimensi perjuangan yang berorientasi jangka panjang.
b. Dimensi Sosial
Dikatakan bahwa kyai adalah yang paling dekat dengan
masyarakat. Dengan dimensi itu diharapkan ketika kyai berpolitik dapat
betul-betul berangkat dari dan demi kepentingan masyarakat umum, bukan
kepentingan pribadi, golongan yang sifatnya temporal. Sehingga,
kebijakan-kebijakan yang dihasilkan nantinya sesuai dengan suara dan
kebutuhan masyarakat.
¢. Dimensi Hukum Formal
Menurut A. Muhaimin Iskandar, dimensi ini patut dikembangkan
untuk menopang proses pelembagaan politik agar praktik-praktik politik
dapat berjalan secara akumulatif menuju terbentuknya sistem perpolitikan
dan pemerintahan yang kokoh.*?
Dalam pengertian politik, kelas menengah sendiri tidak dapat
didefinisikan secara tunggal karena kompleks dan luasnya cakupan

pembahasan. Richard Robinson mengemukakan, dalam tingkat luas, kelas

32 Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren, 57.
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menengah biasanya diartikan sebagai suatu kelas yang mencakup
kelompok-kelompok sosial yang berkembang, yang dianggap berada di
antara buruh dan petani, atau “kelas bawah”, di satu pihak, dan “kelas
yang berkuasa” apakah itu feodal atau kapitalis, di pihak yang lain.>*
Masyarakat kelas menengah, dalam pandangan ini memiliki pendidikan,
keterampilan, relatif kaya, dan memiliki nilai-nilaj individualisme,
materialisme, sekularis medan rasionalisme.*

John Kautsky mengidentifikasi bahwa peranan sebagai pemrakarsa
utama dalam mengerahkan dukungan rakyat dan mengorganisir suatu
pergerakan politik nasionalis banyak dimainkan oleh kaum intelektual
yang telah meyerap sejumlah wawasan dan nilai-nilai peradaban Barat
melalui pendidikan oleh pemerintah kolonial dan rasa frustasi karena
terbatasnya kesempatan politik maupun kesempatan lainnya di dalam
rezim kolonial.>*

Kelas menengah tersebut merasa telah mengisi kekosongan yang
ditimubulkan oleh kegagalan pejabat pribumi untuk mewakili rakyat
dalam hubungannya dengan penguasa, dalam menyokong rakyat kecil
pada masa-masa percobaan dengan menurunnya kesejahteraan rakyat.*®
Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa kaum terpelajar sangat besar
peranannya di masa kolonial, yaitu sebagai pemimpin nasionalis yang

mengerahkan perlawanan terhadap kolonialisme. Setelah kemerdekaan

* Mulyadi, Negara Madura: Sejarah Pembentukan hingga Penyelesaiannya dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Makalah.
3* Richard Robinson, Politik Kelas Menengah Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1996), 140,
: : J.D.Legge, Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan (Jakarta: Grafiti, 2003), 23.
Ibid, 115.
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dicapai, golongan ini pula yang menjadi elit penguasa atau establishment
baru.*’

Terkait dengan peran kyai dalam politik, seorang kyai dapat
mengambil peran sebagai politisi, karena posisinya yang berkaitan secara
tegas dengan menjadi anggota partai politik atau anggota legislatif. Dia
disebut sebagai politisi karena secara otomatis harus berkaitan secara
langsung dengan masyarakat. Seorang kyai dapat disebut melakukan
tindakan politik manakala tindakannya itu mengacu kepada masyarakat
secara keseluruhan.”® Dengan demikian dapat dipahami bahwa keterlibatan
kyai dalam politik praktis dapat dimaknai sebagai ikhtiar untuk
membangun  penataan masyarakat secara efektif dan  untuk
menperjuangkan misi Islam khususnya khitmat terhadap NU.

Komunikasi dan konsolidasi antar kyai di Sumenep terbilang baik
dan terarah, ini menutup kesempatan kepada orang pribumi untuk terlibat
menjadi pemain politik, dampaknya dominasi kyai di Sumenep sangat kuat
dan besar. Di sisi lain, hal itu berpotensi antar kyai akan membentuk
kelompok-kelompok atau gerbong-gerbong di antara tingkatan kyai.

-..kyai memang memiliki kekuatan dan pamor yang cukup tinggi
untuk sekarang dan beberapa tahun ke depan jikalau ingin memainkan
politik, karena pertama kyai itu kaya, memiliki ilmu yang mempuni,
pintar dan jelas memiliki pengaruh kharismatik di mata santri dan para
Jamaahnya. Banyak pengusaha atau juragan yang kaya dan pintar di
Sumenep, tetapi para juragan tidak memiliki kharisma dan basis masa

sepearti kyai. Kedua, antar kyai di Sumenep solid, ini yang memotong
atau menutup kesempatan bagi orang non-kyai terlibat dalam politik™>

*7 Sentanoe Kertonegoro, Gerakan Serikar Pekerja (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja
Indonesia, 2001), xi.

%% Imam Suprayogo, Kyai dan Politik, 48.

* Khairil Idaka, wawancara, Dosen Universitas Wiraraja Sumenep pada 26 Mei 2012.
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Dari penyataan warga Sumenep terhadap peran kyai di Sumenep,
ada kaitannya dengan tawaran teoritis Marx tentang penghapusan kelas
dalam masyarakat, bahkan agama dilarang tegak dan tidak mempercayai
tuhan (distrust God) karena dianggap candu bagi manusia dan masyarakat.
Karena agama muncul disebabkan adanya perbedaan kelas sosial. Agama
menjadi produk perbedaan kelas. Agama merupakan perangkap yang
dipasang oleh kelas penguasa untuk menjerat kelas proletariat yang
tertindas. Apabila perbedaan kelas itu hilang, maka agama dengan
sendirinya akan lenyap sebab pada saat itu perangkap (agama) tidak
dibutuhkan lagi.*’

Secara teoritis pandagan Marx ada kaitannya dengan realitas
Masyarakat Sumenep. Masyarakat kelas bawah menjadi korban dari kelas-
kelas sosial dalam hal ini sikap kyai dalam menentukan kelas sosialnya.
Sehingga agama terkesan hanya untuk kelas borjuis, sementara masyarakat
proletariat hanya sebagai prajurit atau pengikut kyai saja tanpa adanya cela
untuk berpikir kritis.

Motif peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke tokoh politik
dalam konteks masyarakat Sumenep adalah suatu keniscayaan, mengingat
kelas sosial kyai menempati lapisan kelas paling atas dan pengaruhnya
dapat menggerakkan masyarakat dan kebijakan. Oleh sebab itu, pengaruh

yang dimiliki oleh seorang kyai dianggap efektif untuk terlibat dalam

** Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barai, 290. Lihat juga Murtadha Mutahhari,
Masyarakat dan Sejarah Kritik Islam atas Maxisme dan Teori Lainnya (Bandung: Mizan, 1982),
292.
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uusan negara. Karena ketika hukum negara tidak memberikan efek bagi
masyarakat maka kehadiran agama menjadi alternatif yang efektit. Ketika
kyai pasif dalam urusan negara, maka sejumlah pejabat negara akan datang
sowan pada kyai untuk terlibat dalam urusan negara. Dalam proes sowan
akan ada kesepatan, jika kesepakatan yang ditawarkan sesuai maka kyai
akan menerimanya, dalam hal ini kesepakatan tersebut adalah bargaining
potition dapat disebut kepentingan politik atau kontrak politik antara
pejabat negara dengan kyai.
C. Implikasi Peralihan Status Sosial Kyai dari Tokoh Agama ke Tokoh
Politik
Untuk mempermudah dalam memetakan implikasi sosial dari peralihan
status sosial kyai dari tokoh agama ke tokoh politik, maka peneliti membagi
dua implikasi, di antaranya implikasi konstruktif dan implikasi destruktif,
1. Implikasi Konstruktif
Peneliti mencatat beberapa faktor konstruktif yang melatari kyai
pesantren terjun dalam dunia politik, yaitu:
a) Alasan teologis yang menyatakan tidak adanya pemisahan antara agama
(din) dan politik (siyasah).
Di banyak daerah bahkan di beberapa negara Islam disebutkan
bahwa antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan, begitupun politik
dalam pandangan para kyai adalah bagian tak terpisah dari ajaran agama.

Dengan pandangan semacam ini, orientasi dalam politik adalah amar



ma’ruf nahi munkar, sekaligus sebagai bentuk ibadah kepada Allah.
Prioritas orientasi politik kyai tidak lain sebagai perintah agama.

Oleh karena itu, penggunaan simbol-simbol agama bagi kyai dalam
berpolitik tidak dapat dihindari, atau simbol itu dimunculkan oleh kyai
sebagai basis teologi kyai itu sendiri. Mayoritas kyai adalah pengikut
aliran teologi Sunni yang berpandangan bahwa politik dan agama (Islam)
tidak dapat dipisahkan.!

Hal itu sebagaimana dikatakan oleh kyai Waris Ilyas pengasuh PP
Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, yaitu:

....kyai dan politik itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan, kyai terjun
ke politik itu untuk menambah pekerjaan, politik itu sebagai
pengabdian... nantinya digunakan untuk membangun peradaban yang
tinggi, sehingga tugas-tugas kekhalifahan manusia dapat dijalankan
dengan sempurna...ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat,
lembaga politik itu adalah salah satu alat untuk memberikan sesuatu
untuk masyarakat *?

Dari pernyataan di atas maka orientasi para kyai dalam terjun ke
dunia politik adalah untuk menegakkan amar ma 'ruf nahi munkar. Konsep
amar ma’ruf nahi munkar ini diletakan dalam pengertian yang luas, yaitu
pengawasan dan evaluasi. Dalam pandangan kyai, konsep ini memiliki
peran signifikan, karena dalam kenyataannya tatanan sosial-politik yang
ada banyak yang tidak sejalan dengan ajaran agama.*® Karena itulah para
kyai merasa perlu untuk terjun ke dalam dunia politik untuk mewujudkan

kontrol kekuasaan yang sewenang-wenang dan menyimpang dari aturan

' Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren, 48.

“2 KH Waris Ilyas, Wawancara, Pengasuh PP Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, pada
13 Mei 2012.

3 Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren, 20.
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moral, hukum, maupun aturan agama. White mengatakan bahwa orang
melakukan hal-hal tersebut bukan karena kebutuhan biologis, tetapi karena
orang punya motivasi internal untuk berinteraksi dengan lingkungan

secara efektif,*

....ketika kyai datang ke kantor Pemda dia tidak melepaskan simbol-
simbul agama di daerah tersebut, seperti di Madura seorang ahli
agama atau kyai diidentikkan dengan sarung, maka yang dilakukan
oleh beberapa kyai ketika ke kantor dan dinas-dinas tetap dengan
menggunakan sarung dan tidak memakai sepatu juga. Hal itu tidak
menjadi hal yang tidak wajar karena kultur masyarakat di Sumenep
sudah menerima hal tersebut.”*’

Selain itu, konsep amar ma’ruf ini hendaknya juga dipahami dalam
cakupan dan pengertian yang luas, yaitu mewujudkan perbaikan sistem
pendidikan, penegakan supremasi hukum, meningkatkan kesejahteraan
rakyat, dan memprioritaskan pembangunan bagi rakyat.

b) Alasan dakwah yakni sebagai sarana untuk menyosialisasikan nilai-nilai
keislaman kepada masyarakat.

Sebagian kalangan pesantren menganggap politik bisa dijadikan
sebagai salah satu alat perjuangan dan mempermudah dakwah mereka.
Mereka berpendapat, partai politik sebagai alat perjuangan yang
berlandaskan kepentingan umum (mashlahah al- ‘ammah), bukan
kepentingan kelompok, apalagi pribadi. Karena, di satu sisi politik pada
hakikatnya adalah seni dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan

publik. Semua orang menyadari bahwa dakwah seharusnya dilakukan

*“ John W. Santrock, Educational Phycology (Jakarta: Kencana, 2008), 512.
* I1zzul Haq, wawancara. Mahasiswa Sumenep dan orang kepercayaan KH Busyro
Karim, pada 11 Mei 2012.
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dengan cara yang halus. Dakwah sebaiknya tidak menentang atau
mengkritik kelompok lain, dakwah seperti itu sesuai dengan apa yang
diperintahkan Islam.*

Sampai saat ini kyai masih mempunyai peranan penting dalam
pentas politik. Sebut saja Sumenep sebagai salah satu daerah yang kental
dengan budaya dan tradisi masyarakat pesantren. Kyai mempunyai
peranan penting dalam politik, walaupun kyai tidak memiliki peran
langsung dalam politik namun pengaruhnya sangat kuat dalam kehidupan
berpolitik, khususnya dikalangan masyarakat agamis (Islam). Kyai
berperan secara tidak langsung, kita dapat melihatnya disaat kader-kader
politik berusaha mendapatkan pengaruh di masyarakat. Beragam bentuk
pendekatan dilakukan politikus demi memperoleh dukungan seorang kyai.

....yang memotivasi saya yaitu ingin meningkatkan penyediaan sarana
dan prasarana yang diperlukan agar mampu memacu pertumbukan
perekonoian daerah Sumenep, khususnya perekonomian rakyat
menjadi prioritas untuk dikembangkan dengan membuka peluang
investasi di berbagai sektor. Kalau itu dianggap keuntungan ya untuk
Sumenep keseluruhan juga untung”*’

Dalam masyarakat pedesaan budaya sungkem seorang pemimpin
(misal kepala desa atau lurah) kepada kyai masih banyak ditemukan.
Budaya ini masih ditemui dibeberapa daerah. Pada saat-saat menjelang
pemilihan kepala desa misalnya dukungan dari kyai sangat mempengaruhi
pendapatan suara. Calon yang tidak memperoleh dukungan salah satu kyai

yang ada, ia akan merasa kurang pantas. Terkadang hal ini menyebabkan

“ Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan (Yogyakarta: LKIS, 2003), 308.
“7 KH Busyro Karim, wawancara Bupati Sumenep, 7 Mei 2012.
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terjadinya calon tunggal dalam sebuah pemilihan kepala desa, kadang
calon yang tidak mendapat restu dari kyai memilih mundur sebelum
diadakannya pemilihan.

...keuntungan bagi kyai keseluruhan adalah penguatan konsolidasi
antar kyai atau bisa disebut dominasi politik kyai itu yang pertama,
yang kedua, saya liat sekarang kyai Busyro sudah membangun
sekolah tinggi di pondoknya, dan membangun swalayan di Sumekar,
itu berarti ada keuntungan secara ekonomi’™*®

Sudah menjadi jargon, yang menyatakan masyarakat yang ikut apa
kata kyai/ ulama maka ia akan selamat. Budaya ini belum luntur oleh
perkembangan zaman walaupun pergeseran-pergeseran nilai terus terjadi
setiap masa. Kharisma kyai merupakan senjata paling mujarab untuk
mendapatkan pengaruh dimasyarakat, dan masyarakatpun secara sadar
menerima.

Ketaatan terhadap Tuhan, cita-cita umah, komunitas politik
keagamaan rupanya dijadikan insvestasi untuk mendapatkan atribut-atribut
transendental dan keselamatan (salvation). Dalam pemilihan kepala desa
atau lurah dibeberapa tempat lingkungan pesantren, mereka akan
mempertanyakan “dia santrinya pak kyai bukan?”. Biasanya calon yang
berasal dari santri seorang kyai terkemuka akan banyak dipilih oleh
masyarakat. Hal ini disebabkan kepercayaan terhadap kyai masih sangat
tinggi, bukan saja kharisma seorang pemimpin secara personal namun
sudah mengarahkan kepada penilaian latar belakang, hubungan mereka

dengan tokoh kharismatik (kyai).

8 Moh. Nihwan, wawancara 10 Mei 2012.
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Politik yang membawa nama besar seorang kyai sudah menjadi
budaya yang begitu kental. Meski sudah ada batasan bahwa kyai hanya
bertugas mengurus umat dan tidak untuk terlibat ke dalam politik praktis.
Kharisma yang dimiliki serang kyai banyak dimanfaatkan untuk
kepentingan politik. Setelah menjadi pemimipin, budaya sungkem
terhadap kyai tidak pernah ditingalkan, hal ini merupakan bentuk untuk
melatenkan kekuasaan. Agar dukungan dari kyai tidak lepas, walaupun
beberapa upaya sudah dilakukan. Bahkan lawan politik tidak jarang yang
mempengaruhi kyai untuk mengalihkan dukungan tersebut. Untuk
melangengkan kekuasaan maka seorang pemimimpin berusaha meminta
nasihat yang akan dijalankan dalam kebijakan politik.

Kebijakan-kebijakan kepala desa misalkan, dia akan mengutamakan
beberapa program yang berkaitan dengan keagamaan. Semakin banyak
dukungan terhadap kepentingan kyai maka semakin strategis mendapatkan
simpati masyarakat.

Untuk lebih terperinci dalam menaparan keuntungan seorang kyai
terlibat dalam politik atau implikasi konstruktif yang diperoleh seorang kyai
ketika terlibat dalam politik, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Implikasi Agama
Agama memberikan penjelasan tentang sesuatu yang ghaib, baik-

buruk, sakral dan profane, tatacara berhubungan dengan Tuhan maupun



120

antar manusia serta antara manusia dengan alam sekitar.*® Keterlibatan
kyai dengan politik adalah untuk kepentingan Islam, motif kyai yang
terlibat dengan politik, untuk mendapatkan keuntungan dalam
menyebarkan dakwah, berdakwah akan lebih mudah dan dapat diterapkan
jika terlibat langsung dengan struktural politik. Lebih jauh dari itu, kyai
dalam mengembangkan dakwah atau misinya membutuhkan pengaruh
penguasa. Dakwah akan mudah dan berhasil jika didukung atau paling
tidak memperoleh izin maupun legitimasi dari pihak pemegang kekuasan.
Di sini jabatan stuktural itu menjadi penting untuk kepentingan agama
yang lebih efektif dalam memberikan efek terhadap rakyat.
...keterlibatan kyai dalam politik karena lembaga politik dianggap
sebagai kendaraan dan alat perjuangan yang sangat efektif dalam
menyampaikan dakwah Islam yang lebih kongkrit, menyampaikan
dakwah Islam dalam artian untuk kepentingan umum (mashlahah al-
‘ammah). Banyak kyai dan para ulama yang berdakwah dan
berwacana tetapi karena tidak ada kekuatan pengikat atau wewenang
maka tidak memberikan efek pada masyarakat, ada efek tetapi kurang
tampak.*

Dengan masuknya kyai ke dalam politik dapat mempengaruhi umat
untuk melakukan gerakan-gerakan politik yang membawa nilai-nilai Islam
dalam kehidupan sehari-hari, hal itu juga sebagai bentuk menyampaikan
misi Islam dalam umat. Dalam hemat peneliti dampak-dampak demikian
disebut implikasi peralihan status sosial.

Kyai adalah da’i (pendakwah) yang punya tugas bagaimana

menerangi masyarakat dan menjadi petunjuk jalan bagi mereka. Adapun

78.

2012,

* Hamzah Tauleka Zn, Sosiologi Agama (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 77-

%0 KH Akhmad Mawardi, wawancara, anggota DPRD SumenepKomisi C, pada 13 Mei
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tugas kyai adalah bagaimana menjaga nilai-nilai itu tetap lestari, diikuti,
dan diaplikasikan oleh masyarakat. Maka dari itu dakwah adalah media
dalam menyampaikan sebuah kebenaran dan keluhuran nilai dan ajaran
Islam kepada masyarakat.

Motif bergabungnya kyai pesantren ke dalam politik praktis
didasari oleh alasan untuk memperjuangkan Islam melalui jalur struktural,
sekaligus sebagai bentuk perjuangan moral di dalam dunia perpolitikan.
Keterlibatan kyai dalam politik akan mendatangkan keuntungan bagi
institusi pesantren, yakni perubahan dan perbaikan sarana dan prasarana
pesantren lebih mudah dilakukan. Juga citra bahwa seorang kyai selalu
minta bantuan finansial untuk umatnya dalam pembangunan infrastuktur
pesantren sudah berkurang, karena biaya pembangunan dan pengemba-
ngan fisik pesantren sudah dibiayai oleh negara. Sehingga beban ekonomi
umat pun semakin berkurang.

b. Implikasi Politik

Peran kyai pesantren dalam bidang politik ini menarik diteliti
karena beberapa alasan, di antaranya; Pertama, kyai adalah figur yang
sangat berpengaruh dan menjadi rujukan masyarakat dalam pelbagai
bidang. Kedua, kyai memerankan peran yang signifikan dalam menarik
dukungan dari umat ntuk mengikuti pilihan politik tertentu.

Posisi strategis tersebut menjadikan kyai memiliki potensi besar
untuk terlibat dalam politik karena di samping memiliki pengaruh

kharismatik, kyai juga ikut berperan dalam perubahan sosial. Kyai
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berperan aktif dalam melakukan seleksi atas nilai-nilai dan sikap-sikap
positif yang seharusnya dikembangkan oleh masyarakat, dengan demikian
dalam merumuskan skala prioritas atas perubahan masyarakat dan
mengembangkan kepeloporan mereka dalam proses perubahan itu.’!

Secara spesifik di Sumenep, terdapat beberapa tipologi elite lokal,
seperti, blater, Kyai, klébun (kepala desa), aria/ sentana (bangsawan),
birokrat, politisi lokal, cendekiawan, oréng sogi, tauke, Juragan, dan
bandol.>* Dalam hal ini peneliti fokus pada kyai yang terlibat dalam politik
praktis yaitu kyai sebagai kontestan politik di antaranya sebagai eksekutor
dan legislator. Sebagai kontestan politik, kyai mengambil peran menjadi
anggota DPR dan Bupati.

Mulai dari masalah ekonomi dan beberapa perkara sosiallainnya,
masyarakat Sumenep meminta perlindungan dan bantuan kepada kyai
dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi di lain
sisi sudah sewajarnya ketika yang menjadi pemimpin kabupaten Sumenep
adalah mereka yang berlatar belakang kyai, bukan masyarat sipil. Sejak
awal kyai sudah terbiasa menjadi pelayan atau wadah konsultasi dalam
banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal-hal yang seperti
inilah yang menjadikan modal kepercayaan masyarakat terhadap kyai

untuk memjadi pemimpi dalam hal politik.

*! Abdurrahman Wahid, Pengantar, dalam Pradjanta Dirdjosantojo, Memelihara Umat:
Kyai Pesantren Kyai Langgar (Yogyakarta: LKIS, 1999), xv.

52 Imam Zamroni, Juragan, Kiai dan Politik di Madura, Jurnal, (Karsa, Vol. XII, No. 2
Oktober 2007), 265.
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Agar pesantren mempunyai kekuatan dan jaringan dengan
kekuasaan. Sebab pesantren yang mempunyai basis massa yang jelas dan
kuat, sementara kalau kekuatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik, akan
terbuang percuma begitu saja. Karena itu harus ada tawar-menawar politik
dan membangun “kontrak politik” dalam pengertian yang sangat
pragmatis.

Motif kyai untuk terlibat langsung dalam politik praktis
sebagaimana yang dikatakan kyai Taufik, pengasuh PP Mathlabul Ulum
desa Jembu Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, yaitu:

....kebuntuan-kebuntuan dalam beberapa kebijakan itu yang dirasakan
bagi para kyai, sehingga para kyai merasa penting masuk dalam
pengambilan kebijakan di pemerintah, suatu contoh tentang anggaran,
APBD baik di pusat yaitu APBN, APBD Provinsi sampai APBD
Kabupaten, itu lebih banyak tidak mendengarkan aspirasi kyai,
sehingga pada waktu itu kyai rasanya silagika mengusulkan bahkan
menge-golkan APBD tanpa masuk ke dalam ranah politik sebagai
pengambilan kebijakan, maka akhirnya para kyai terlibat langsung
dalam politik praktis, sebenarnya dalam hati kecilnya kyai tidak mau
terlibat dalam politik, tetapi karena hal itu dianggap sebagai khitmah
kelanjutan NU maka kyai mau, dan alhamdulillah perubahan-
perubahan yang signifikan di dalam anggaran itu terwujud, seperti
penganggaran mushollah, anggaran guru ngaji, anggaran madratsah-
madratsah yang sebelumnya marjinal, dengan masuknya kekuatan
kyai ke politik madrasah diperhatikan dan tidak terlalu
termajinalkan.”*>

Mengacu pada teori motivasi ekstrinsik, bahwa seseorang
melakukan sesuatu atas motif untuk mendapatkan sesuatu yang lain (cara
untuk mencapai tujuan). Motivasi ini sering dipengaruhi oleh insentif

eksternal seperti imbalan dan hukuman.*® Misal motif kyai Taufik masuk

* KH Taufiqurrahman, Wawancara, Pengasuh PP Mathlabul Ulum Desa Jembu
Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, pada 11 Mei 2012,
3 John W. Santrock, Educational Phycology (Jakarta: Kencana, 2008), 514.
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ke lembaga legislatif karena ingin mengawal kebijakan-kebijakan dalam
pengalokasian APBD.

Penelusuran pemikiran teologis kyai dalam hal ini dilakukan
dengan merujuk pada konsep iman. Iman yang berakar pada corak teologis
tertentu pada dasarnya bersifat individual. Namun demikian, para pemeluk
agama juga sesungguhnya tidak bisa berdiri sendiri, sebagai pribadi-
pribadi yang terpisah dari individu lainnya. Mereka membentuk komunitas
tertentu yang apabila telah mapan atau melembaga dalam suatu
masyarakat akan terbentuk apa yang disebut pranata baru. Pada saat
terjadinya pranata baru inilah dalam masyarakat kemudian muncul elite
sosial tertentu yang menjadikan iman sebagai habatus (ciri yang menjadi
identitas suatu kelompok).

Begitu juga halnya dengan orientasi politik yang berbeda, bisa
menjadi faktor munculnya gap-gap politik di antara sesama kyai sehingga
tidak bisa menafikan adanya upaya untuk saling jatuh-menjatuhkan antara
satu kyai dengan kyai yang lain akan saling, bisa jadi, kecam dan saling
hantam. Inilah embrio awal lahirnya perseteruan baru di kalangan kyai.
Hubungan di antara satu kyai dengan kyai yang lain akan mengalami
puncak ketegangan yang akan berdampak terhadap eksistensi kyai dalam
membangun kehidupan masyarakat dan pesantren. Korbannya sudah jelas,
yaitu, masyarakat dan pesantren.

Posisi teologis dan peran sosial-politik kyai di Sumenep yaitu kyai

sebagai sentral dalam memecahkan masalah agama, bahkan posisi kepala
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hakim dalam pengadilan agama Sumenep sering kali terkalahkan dengan
pamor dan pengaruh yang dimiliki kyai, itu terbukti dengan permasalahan
seperti jamaah haji Sumenep yang gagal diberangkatkan ke tanah suci,
tidak bisa diselesaikan dengan kewenangan hakim dan kebijakan birokrasi,
dengan campur tagan kyai permasalahan tersebut jadi redah dan
masyarakat bisa Jegowo menerima kondisi tersebut, padahal sebelum
ditangani kyai jamaah beserta keluarga sangat emosional dan ricuh. Juga
beberapa perkara tanah warisan dan perkara hubungan pasangan suami-
isteri, yang awalnya bercekcokan menjadi redah ketika kyai diikut-
sertakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
-...seorang kyai yang menjadi politisi di Sumenep adalah orang yang
siap lahir batin, siap siang maupun malam melayani keluhan-keluhan
masyarakat karena semua permasalahan diserahkan kepada kyai,
sekalipun ada lembaga yang membidangi permasalahan tersebut,
karena masyarakat lebih mempercayakan ba;msyak hal kepada kyai,
bukan memanfatkan lembaga yang sudah ada.

Secara praktis pragmatis tujuan politik adalah untuk merebut dan
mempertahankan kekuasaan, karena dalam realitas sosial kekuasaan
memang diperebutkan. Kekuasaan perlu diraih untuk menciptakan
kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, demokratis, aman, dan
sejahtera.>® Jika tujuan tersebut tidak bisa dicapai tanpa melalui

kekuasaan, untuk mendapatkannya harus melalui partai politik, maka

mendukung partai politik menjadi penting. Dalam salah satu term figh

% Kyai Ramdan Siradj, wawancara, mantan Bupati Sumenep, 12 Mei 2012.
* Stannley Bing, What Would Machiavelli do?: Tujuan Menghalalkan Segala Cara
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 26.
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dikatakan “Lilwasail hukmu al-magashid (suatu proses status hukum,

sangat tergantung kepada sasaran yang hendak dicapai)”.
-.kalau saya melihat kyai itu orang yang biasa dengan budaya dikasih
atau tangan di bawah. Jadi gerakan-gerakan kyai untuk menjadikan
daerah itu maju dan bersaing dengan daerah-daerah lain, itu akhirnya
menunggu inisiatif atau tawaran konsep yang sudah matang dari orang
luar, baru kyai akan menyikapi hal tersebut. Saya sejauh ini belum
melihat perubahan-perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh
kepemimpinan seorang kyai. Sumenep bila dibandingkan dengan
daerah lain di Jawa Timur saja, misalknya Lamongan, Sumenep jauh
tertinggal. Padahal Sumenep itu potensial untuk dijadikan kota
pariwisata, seperti Sumenep memiliki keraton, tempat wisata bahari
yang indah, tetapi hal itu belum bahkan tidak desentuh oleh pemerintah.
Padahal SDM untuk mengolohan itu ada tetapi terblokir dengan budaya
primordial ksyai dalam artian dominasi golongan kyai pada lembaga
pemerintah”™’

Weber menyatakan bahwa legitimasi itu haruslah dipelihara di
mata kelompok yang dikuasai kalau ingin kekuasaannya berjalan efektif.
Mereka akan bisa memeliharanya kalau mereka dapat mengendalikan dan
mendesiminasi gagasan utama (ideologi).® Pernyataan informan tersebut
ada kaitannya dengan apa yang dikatan Weber di atas yaitu legitimasi itu
haruslah dipelihara di mata kelompok yang dikuasai kalau ingin
kekuasaannya berjalan efektif. Merespon pernyataan tersebut kyai memilih
kelompoknya dalam jabatan-jabatan politik maupun pemerintah karena
dianggap sebagai wujud memelihara kelompoknya.

¢. Implikasi Ekonomi

Sebagai lembaga layanan masyarakat, sudah selayaknyalah bila

pesantren tidak hanya puas mendengar keluh-kesah rakyat jelata.

%7 Mahrowi Djamaluddin, wawancara, alumni Santri dan pemerhati politik Kyai di
Sumenep, 3 Juni 2012

*8 K.J. Veeger, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat atas Hubungan Induvidu Masyarakat
dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi (Jakarta: Gramedia, 1985), 182.
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Pesantren juga dituntut menyampaikan aspirasi umat tersebut ke hadapan
umara. Sudah selayaknyalah pengasuh pesantren harus menjembatani
kepentingan rakyat dan penguasa. Walaupun begitu, tidak berarti semua
pengasuh pesantren harus terjun ke dunia politik, apalagi politik praktis,
harus memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas managerial
pesantren, dan pengaruh yang dimiliki kyai bagi santri dan masyarakat di
sekitarnya. Begitu pula kalau pesantrennya dikhawatirkan terbengkalai,
kyai harus membenahi dulu pesantrennya.

Keterlibatan kyai dalam politik dapat mengurangi baban ekonomi
para santri dan keluarga santri, karena untuk pembangunan dan perbaikan
pesantren tidak lagi meminta sumbangan terhadap santri maupun keluarga
santri serta warga sekitar pesantren sebagaimana dilakukan seorang kyai
sebelumnya dalam menjaring finansial untuk pembangunan pesantren.
Setelah kyai terlibat dalam politik maka penjaringan finansial terhadap
masyarakat akar rumput sudah berhenti karena dari pemerintah sudah ada
Jata pembangunan, dengan terlibatnya kyai dalam politik maka seorang
kyai dapat mempengaruhi kebijakan dengan merekomendasikan perbaikan
dan perkembangan untuk kemajuan pesantren, hal tersebut sebagai suatu
upaya untuk kesehteraan masyarakat bawah.

Di samping itu perbaikan infrastuktur pesantren juga semakin lebih
baik, dengan ditambahnya beberapa fasilitas untuk kebutuhan belajar.

Untuk mendapatkan fasilitas tersebut lebih mudah ketika kyai terlibat
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dalam politik karena kyai ikut memutuskan kebijakan. Dan sangat sesuai

dengan kebutuhan masyarakat umum.

....motif saya berpolitik ingin memperbaiki perekonomian masyarakat
Sumenep, makanya saya tidak turut langsung mengololah pondok ini,
agar fokus untuk memperbaiki tatanan masyarakat khusunya di bidang
ekonomi, ...saya memfasilitasi masyarakat yang ingin bertani tembakau
atau padi tapi tidak memiliki pupuk, saya membantu memberikan
pinjaman pupuk, saya adakan pemerdayaan petani dengan cara
pemdampingan dalam bertani’*®

Dari pernyataan yang disebutkan kyai Tsabit tersebut berarti politik
dapat dijadikan alat untuk menyambung akses ke berbagai lembaga terkait
dalam kepentingan ekonomi, di samping itu kyai Tsabit juga merintis
pembelajaran/ intensif bahasa Arab dan bahasa Inggris bagi santri
Annuqayah. Jaringan yang dimiliki kyai Tsabit dapat membantu
pembangunan PP Annuqoyah, walaupun kyai Tsabit tidak masuk dalam
struktural pengurus pondok.

Jadi, pesantren berafiliasi ataupun tidak ke dunia politik (apalagi
politik praktis) sepenuhnya tergantung pada managemen pengasuhnya.
Dan inilah termasuk salah satu keunikan pesantren sebagai lembaga
pendidikan sekaligus sebagai lembaga layanan sosial kemasyarakatan,
yang tidak kita jumpai pada lembaga pendidikan lainnya. Dalam hal ini,
keterlibatan kyai dalam politik ini termasuk tujuan politik jangka pendek.

Disebut tujuan jangka pendek, karena ingin memperkuat akses ekonomi

yang itu pada akhirnya untuk menperbaiki pembangunan sarana dan

% KH Tsabait Khazien, wawancara, mantan DPR RI dan saudara kandung pengasuh PP
Annaqoyah Guluk-Guluk Sumenep. Pada 12 Mei 2012. Kyai Tsabit dikenal dengan sebutan
Jjereghen bheko (juragan tembakau) dalam masyarakat Sumenep.
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ketika tujuan politik itu benar-benar untuk memperjuangkan masyarakat,

sebagaimana disebutkan:
...apabila kyai meduduki jabatan politik, maka kyai mempunyai hak
suara untuk mewakili suara rakyat, dan memperjuangkan aspirasi
rakyat, ibaratnya begini ketika seseorang yang memiliki kapasitas tetapi
tidak ada posisi maka tidak ada efek, pun sebaliknya ada posisi tetapi
tidak ada kapasitas maka jadi problem. Saya sering turun ke
masyarakat, ke kampung-kampung, ke kampus-kampus untuk diskusi
dan memotret permasalahan yang signifikan di tengah-tengah
masyarakat”.%

Suatu posisi didapatkan melalui proses yang berbeda, jabatan
politik misalnya didapatkan melalui jalur demokrasi yang dipilih oleh
rakyat, seperti Pelpres, Pilgub, Pilkada dan Pileg. Untuk mendapatkan
posisi tersebut, proses itu harus dilalui. Dalam melalui proses itu banyak
kontekstan politik terjebak, dengan melakukan cara-cara keji ala
Machiavelian. Cara-cara yang tidak relevan dengan nilai-nilai Islam
menjadikan problem baru dalam masyarakat, seperti dominasi golongan
tertentu, yang efeknya memarjinalkan bahkan mendeskreditkan golongan
lain. Sementara, yang sesama golongan diangkat atau diakomodir
kepentingannya, hal ini yang menjadikan dominasi golongan tertentu.

Adapun ketika politik untuk kepentingan bersama atau dalam
teoritis Aristoteles menyebutnya Polis atau City State, yang mana politik
ada karena untuk kebaikan bersama, maka banyak manfaat yang diporoleh
adalah terciptanya tatanan sosial masyarakat yang aman, adil, sejahtera

dan beradab. Jadi ketika tujuan politik sebagaimana yang diungkapkan

oleh Aristoteles, maka setiap orang yang berpolitik adalah orang yang

% KH Imam Hasyim, wawancara, Ketua DPRD Sumenep, pada 9 Mei 2012.
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bermartabat mengingat makna politik adalah untuk kebaikan hidup
bersama dalam kehidupan bermasyarakat.
e. Perkembangan Pesantren

Orientasi pesantren ditujukan untuk mengembangkan podok
pesantren. Kyai spiritual pada umumnya lebih berorientasi pada kehidupan
akhirat. Berlatih mengembangkan ritual untuk mendekatkan diri kepada
Allah lebih ditojolkan daripada menyiapkan kegiatan untuk mengembang-
kan keterampilan atau ekonomi. Kyai spiritual melihat betapa pentingnya
ibadah kepada Allah dan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang
santi.

Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generik.
Pertama, menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi,
nasionalisme. Kedua, (aspek generik) menganalisa bentuk, peranan, ciri-
ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka atau tertutup. Hakikat
dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip
dasar yang mendasari suatu pandangan hidup yang berhubungan masalah
tujuan. Bentuk budaya politik menyagkut sikap dan norma, yaitu sikap
terbuka dan tertutup, tingkat militasi seseorang terhadap orang lain dalam
pergaulan masyarakat.®'

Dari perubahan-perubahan sebagaimana disebutkan sebelumnya,
mengakibatkan terjadinya klasifikasi sosial atau kelas-kelas di masyarakat

Sumenep, sebagai contoh yang ada di Sumenep walaupun sama-sama kyai

¢! Moh. Hefni, Patron-Client Relationship pada Masyarakat Madura, Jurnal (Karsa, Vol.
XV No. 1 April 2009) 17.
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tetapi kelas sosialnya berbeda antara kyai yang satu dengan kyai yang lain
bergantung pada pengaruh dan kharisma yang dimiliki oleh seorang kyai.
Pengaruh dan kharisma kyai tersebut diperoleh dari keturunan
sebelumnya, ilmu yang dimiliki kyai, kekerabatan dengan kyai-kyai besar
lainnya dan seberapa luas tanah dan kekayaan yang dimiliki oleh kyai.

...saya maju menjadi DPRD Sumenep karena diminta oleh kyai

Kholil, padahal saya lebih tertarik pada dunia wirausaha, tetapi karena

kyai menyiapkan saya untuk ke politik maka saya lakukan ini. Dahulu

sebelum saya menjabat sebagai anggota DPRD dalam beberapa

agenda yang ada unsur politiknya saya sering diajak dan dilibatkan

oleh kyai, itu wujud edukasi politik kyai untuk saya”®

Pernyataan Husen tersebut dapat dikaitkan dengan makna
wewenang tradisional, tipe ini didasarkan atas tradisi, adat-istiadat, atau
perasaan spontan para pengikut. Orang menjadi pemimpin bukan karena
bakatnya, melainkan karena sudah diatur demikian di masa lampau.®®
Misalnya, Moh. Husen menjadi anggota DPRD Sumenep karena tawaran
dari kyai Kholil. Lembaga pemimpin dianggap suci dalam diri dan
mendasari wewenang pemimpin dengan lepas bebas dari soal
kecakapannya atau dukungan mayoritas.
Ketika santri yang diasuh oleh kyai atau alumni santri maka kyai

dapat mempersiapkan santrinya untuk menduduki jabatan-jabatan
pemerintah maupun jabatan-jabatan politik, seperti menjadikan santrinya

PNS, dengan memegang kometmen santri tidak melupakan jasa pondok

tersebut,

%2 Moh. Husen, wawancara, alumni santri dan anggota DPRD Sumenep Ketua Komisi C,
pada 7 Mei 2012.
8 K.J. Veeger, Realitas Sosial, 182.
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Max Weber mengakui bahwa empat jenis tindakan sosial yang
diutarakan adalah merupakan tipe ideal dan jarang bisa ditemukan dalam
kenyataan. Tetapi lepas dari persoalan itu, berdasarkan data dilapangan
prilaku politik kyai di Sumenep termasuk jenis tindakan sosial yang
pertama yaitu, rasional, di sini prilaku politik kyai di Sumenep yang
dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang
berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang
dipergunakan untuk mencapainya.

Maka dari itu, dari analisa Weber pada prilaku politik kyai secara
rasional dengan pilihan-pilihan atas tujuan yang lebih bersifat kausal,
sehingga kyai dengan pilihannya bertujuan dan ingin berubahan lebih baik.
Dengan pola ini melihat peranan kyai yang sampai hari ini masih dalam
konteks kyai yang belum terkontaminasi terhadap politik maka dari pada
itu masyarakat Sumenep dalam pandangannya kyai sebagai satu pilihan.
Dengan teori Weber itu, relasi prilaku politik kyai (Konstituen) dan
masyarakat dapat dijelaskan dengan argumentasi, bahwa pemaknaan
individu-individulah yang melahirkan sebuah konsensus, dan konsensus
itulah yang pada akhirnya menciptakan relasi-relasi di antara mereka di
tengah prilaku politik kyai dan masyarakat terjaga utuh ketika kyai terjun
dalam politik dewasa ini.

2. Implikasi Destruktif
Fenomena perbedaan perilaku sosial politik di kalangan kyai, dalam

banyak hal, dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya dua faktor. Pertama,
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faktor posisi sosial kyai yang menurut studi-studi terdahulu memperlihatkan
adanya suatu kekuatan penggerak perubahan masyarakat. Studi yang
dilakukan Horikoshi (1978), misalnya, menunjukkan kekuatan kyai sebagai
sumber perubahan sosial, bukan saja pada masyarakat pesantren tapi juga
pada masyarakat di sekitarnya. Sementara Geertz (1960) menunjukkan kyai
sebagai makelar budaya (cultural brokers) dan menyatakan bahwa pengaruh
kyai terletak pada pelaksanaan fungsi makelar ini.%* Meskipun secara politis
kyai dikategorikan sebagai sosok yang tidak mempunyai pengalaman dan
kemampuan profesional, tetapi secara sosial terbukti mampu menjembatani
berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin digunakan.
Kedua, faktor kekuatan personal yang diwarnai oleh pemikiran
teologis yang menjadi dasar perilaku yang diperankannya. Sebagai sosok
yang sering diidentifikasi memiliki kekuatan kharismatik di tengah-tengah
masyarakatnya, Kyai dipandang memiliki kemampuan “luar biasa” untuk
menggerakkan masyarakat khususnya dalam menentukan pilihan-pilihan
politik. Dia bukan politisi, tapi kalkulasi politiknya sering dianggap “fatwa”
politik yang terakhir untuk diikuti. Sebagai contoh kasus Gus Dur yang
tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan posisinya sebagai Presiden
RI ketika itu, seperti diketahui banyak kalangan, sebetulnya karena
“nasehat-nasehat” kyai yang mendorong untuk mengambil keputusan seperti

itu.

% Achmad Patoni, Peran Kyai Pesantren dalam Partai Politik (Jogjakarta; Pustaka
Pelajar, 2007), 103.
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Untuk pembahasan lebih terperinci dalam pembahasan implikasi
destruktif atas peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke tokoh politik,
maka kami spesifikkan sebagai berikut:

a) Ambisi Hormonal

Tidak dapat dipungkiri, dalam beberapa kasus pejabat negara di
negeri ini terlibat dalam kasus perselingkuhan bukanlah hal yang
mengagetkan, terjerat kasus perselinghuhan dengan perempuan lain sama
halnya dengan kasus korupsi, dua hal tersebut yang tak terhindarkan bagi
sejumlah pejabat. Cuma yang menarik adalah apabila sosok seorang kyai
yang seharusnya menjadi teladan bagi umat dipergoki dengan perempuan
lain dalam suatu tempat. Sebut saja Sumenep, pada bupati Sumenep
sebelumnya yaitu KH Ramdan Sirajd ketika menduduki jabatan sebagai
orang nomor satu di Sumenep maka ambisi hormonalnya pun ikut
bertambah, yaitu dengan menambah istri. Hal serupa juga dilakukan oleh
bupati berikutnya yaitu KH Busyro Karim, setelah menjadi bupati dia
menambah istri, istri pertama, kedua dan ketiga.

Seorang kyai di Sumenep ketika menjadi bupati maka ambisi
hormonalnya semakin meningkat, sebagaimana yang disebutkan:

....dulu sebelum menjabat sebagai bupati, kyai Busyro sering aktif di

pengajian antar desa bersama dengan seorang istrinya sekarang

setelah menjadi Bupati istrinya sudah tiga, dan jarang hadir
kepengajian ba’dah magrib antar desa, ya biasalah seorang yang
sudah punya jabatan memang sudah biasa seperti itu. Dan istrinya itu

perempuan yang masih muda-muda dan polos dari pulau-pulau kecil
di Kabupaten Sumenep, seperti pulau Raas dan pulau Saubi. Hal itu
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juga dilakukan oleh bupati sebelumnya kyai Ramdhan, beliau beristri
lagi setelah menjabat sebagai bupati.”®

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang kyai
ketika terlibat dalam politik akan berambisi hormonal dengan menambah
istrinya lebih dari satu, hal demikian ditierima sebagai suatu kewajaran
dalam pandangan masyarakat Sumenep.

Dalam pandangan kyai beristri lebih dari satu sebagai sunah
Rasul, seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu selama dia mampu.
Dalam mengintrepretasikan hadis tersebut ada sejumlah orang yang
memaknai secara adosentris. Tanpa melihat kondisi sosiologis kultural
pada zaman nabi. Kenapa nabi pada akhirnya beristri lebih dari satu.

Pada dasarnya kemungkinan besar seorang kyai sudah paham
makna dari hadis tersebut tetapi karena yang diutamanakan adalah nafsu
dan ambisi, kondisi sosial kultural menjadi pertimbangan nomor sekian.
Sehingga dianggap menikah lebih dari satu menjadi hal yang wajar bagi
laki-laki yang mampu. Kyai politik sebagai orang nomor satu dan
memiliki pengaruh mengklaim diri sebagai seseorang yang mampu untuk
beristri lebih dari satu. Padalah sudah diketahui umum bahwa makna
mampu tidak hanya mampu dalam hal ekonomi melainkan juga mampu
bersikap adil.

b) Alih Fungsi Pondok Pesantren
Pada dasarnya pondok pesantren adalah wadah atau lembaga

dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama Islam yang disampaikan

5 Khairil Idaka, wawancara, pada 10 Mei 2012.
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oleh seorang kyai terhadap santri-santinya secara tradisional dan ada
tempat atau surau untuk penginapan santri. Dalam pembelajaran yang
diberikan kyai adalah etika, tatakrama dan kajian kitab kuning. Dengan
pola pembelajaran yang demikian maka posisi kyai sebagai orang tua
(tokoh sentral) para santri sehingga perkataan kyai menjadi fatwa yang
diikuti, karena seluruh yang berkaitan dengan santri dan pondok pesatren
adalah tanggung jawab seorang kyai.

Seiring berkembangnya zaman, ketika kyai terlibat dalam politik.
Pesantren tidak hanya sebagai lembaga untuk menuntut ilmu, tetapi
sebagai ajang untuk meraup suara kandidat parpol tertentu. Banyak
pondok pesantren yang berafiliasi dengan politik, memang secara
ekonomi pondok pesantren diuntungkan. Tetapi secara kultural budaya
pesantren menjadi luntur. Kesibukan seorang kyai pun turut bertambah
yang pada mulanya sibuk dalam mengajarkan dan mengurusi santri-
santrinya. Sementara setelah terlibat dalam politik maka waktu untuk
mengurus pesantren semakin berkurang.

....setelah saya menjadi anggota DPR saya tetap mengurusi pesantren,
dan pimpinan pesatren tetap saya pegang, walaupun dari jarak jauh
dan waktu untuk mengurusi pesantren tidak sebanyak dulu sebelum
menjadi anggota DPR.”%

Secara sosiologis keterlibatan kyai dalam politik mengakibatkan

kebingungan para jamaah dalam menentukan sikap politik. Secara

berkelanjutan juga memberikan efek pada citra kyai dalam pandangan

% KH Taufiqurrahman, wawancara pada 12 Mei 2012,
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umatnya semakin menurut. Orientasi kyai tampak mengejar kekuasaan,
tidak lagi murni untuk kepentingan umat.

Kadang pengajian dan dakwah dijadikan senjata politis kyai
untuk mempengaruhi masyartakat. Beberapa orang memanaatkan forum
ini sebagai ajang politik untuk mendapat eksistensi dan dukungan dari
masyarakat. Politik kyai bukan sebuah bencana ketika dimaknai dengan
benar dan proposional. Dari kacamata teoritis, haluan politik bagi kyai
bukan barang haram. Bahkan, jika merujuk pada kaidah ushul figh,
hukum berpolitik menjadi wajib, minimal wajib kifayah.®’

Budaya politik kyai, pada dasarnya budaya politik Islam
menempatkan seorang ulama (kyai) dalam posisi strategis, dalam
menentukan aturan. Penguasa berperan sebagai penegak aturan untuk
mempersatukan ummah. Karakteristik politik ini memang sudah
merupakan bawaan semenjak awal mula kemunculan Islam. Hukum
Islam yang merupakan hukum syariah adalah hukum suci yang
digencarkan ulama atau pemimpin keagamaan Islam.

Identitas komunitas keagamaan dimantapkan (terutama menurut
hukum suci-syariah) yang dilancarkan oleh pemimpin keagamaan, yakni
kaum ulama dan diselenggarakan oleh para penguasa. Dalam kelompok
ini berkembang suatu hubungan yang sangat unik dalam kalangan ulama

merupakan golongan yang pasif secara politik atau patuh kepada para

7 Masruhan, Konflik Politik Kiai NU dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008,
ringkasan disertasi Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010, 41.
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penguasa kendati dalam menjalankan fungsi legal agamanya para ulama
ini masih tetap merupakan golongan yang otonom.®®

Jadi identitas kebudayaan Islam dalam prakteknya ditegakan oleh
kerangka hukum dan dibawa oleh para ulama, dan dilindungi oleh para
penguasa yang bercita-cita ingin mempersatukan kembali kaum ummah.
Dalam kerangka ini dalam sejarah Islam kita melihat suatu peralihan
yang tetap antara kenaikan pergerakan politik keagamaan yang mengarah
pada transformasi rezim politik yang menyeluruh melalui cara-cara
haram seperti pembunuhan dan pemberontakan, dan dengan pendirian
dunia spiritual yang kuat dengan kepasifan hukum, yang membantu
tegaknya karakter despotis suatu rezim.

¢) Citra Kyai Menurun

Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, begitupun ketika kyai
terlibat dalam politik maka seorang kyai harus siap dengan berbagai
konsekuensi. Konsekuensi ketika kyai terlibat dalam politik salah satunya
adalah citra kyai menurun dalam pandangan masyarakat, karena kyai
dianggap pragmatis dan ingin menyelamatkan dirinya beserta
kelompoknya.

Anggapan masyarakat yang demikian terhadap citra kyai tidak
dapat dinafikkan karena memang dalam konteks masyarakat Sumenep
kyai terlibat dalam politik tersibukkan dengan urusan yang tidak

subtansial, sesuai dengan misi yang diperjuangkan pada saat kampanye

¢ Kuntowijoyo, Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940
(Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), 127.
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politik. Kesibukan-kesibukan yang tidak subtansial tersebuat ialah ketika
terpilih menjadi anggota DPR di antaranya seperti sibuk membangun
jejaring ekonomi, membangun jejaring sosial dengan tatanan elit,
mendatangi beberapa forum seremonial, dan manggung di berbagai
kegiatan untuk memperkuat eksistensinya sementara urusan pesantren
terkesampingkan.

Politik kyai akan berubah menjadi proses degradasi kultur dan
nilai jika dimanifestasikan dalam ruang politik praktis yang bersifat
jangka pendek dan sesaat, seperti halnya, dukung-mendukung tokoh
tertentu untuk merebut kepemimpinan partai politik, menjadi juru
kampanye calon penjabat eksekutif, dan semacamnya. Sejatinya, politik
kyai harus diorientasikan untuk kepentingan jangka panjang dan
menyangkut hal-hal fundamental masyarakat seperti kesejahteraan dan
pendidikan, serta politik yang bersifat strategis menyangkut eksistensi
dan kemandirian Negara.

Dengan demikian, keteribatan kyai dalam momentum politik di
Sumenep, merupakan suatu bukti komitmen dari para kyai untuk
membangun pemerintahan yang bersih dan berbasiskan nilai-nilai yang
ada dalam Islam, serta secara khusus dalam rangka untuk memajukan
pendidikan yang ada pesantren di kabupaten Sumenep. Namun dalam
realitasnya, gerakan politik para kyai, tampaknya belum menjadi satu
kekuatan yang utuh yang bisa merombak kondisi bangsa ini ke arah yang

lebih baik, padahal, sejak reformasi, dalam struktur pemerintahan, baik
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ditingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, banyak kyai yang
menjadi bagian di dalamnya. Akan tetapi, perubahan drastis yang
diamanatkan oleh reformasi belum sepenuhnya bisa menjadi fakta yang
membanggakan, sehingga dalam realitasnya memunculkan sebuah kesan
sederhana bahwa kyai dengan posisi strukturalnya belum mampu
menghasilkan kerja-kerja yang berkualitas.

Perhatian kyai pada umumnya memusatkan pada dunia
pendidikan. Urusan sosial politik akhirnya cenderung ditelantarkan. Hal
ini tercermin, salah satunya, pada materi yang diajarkan, yang masih
terbatas hanya pada materi-materi disekitar ibadah privat dan menafikan
(tidak memberikan perhatian serius) urusan ibadah publik. Sehingga,
ketika arus reformasi pertama kali merabak ke permukaan, banyak kyai
yang tampak gagap dalam menanggapi kondisi tersebut.

Perubahan-perubahan situasional menyangkut kecenderungan dan
pilihan politik yang terjadi, ada tipe kyai yang memilih diam ketika
menghadapai berbagai perubahan sosial politik. Mereka biasanya
memilih untuk lebih memperhatikan lembaga pendidikan (dakwah) yang
dimilikinya, ketimbang ikut terlibat dalam urusan sosial politik yang
sewaktu-waktu dapat mengakibatkan kehancuran lembaga dakwah
tersebut.

d) Budaya Lokal Luntur
Dari beberapa pola-pola politik kyai Sumenep yang dibahas

dalam penelitian ini peneliti sengaja mencoba memaparkan juga secara
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fenomenalogis garis-garis terdepan yang dapat ditemukannya ruh
sosiologi politik. Seperti yang sebutkan oleh warga Sumenep, tentang
komentarnya terhadap pola gerakan politik yang dilakukan kyai, yaitu:

....banyak sekali budaya politik dalam masyarakat pesantren yang
dilakukan oleh kyai sebagai gerakan-gerakannya, di antaranya
adalah budaya dakwah, poligami, dan pengajian. Mengapa ketiga hal
itu didefinisikan kedalam budaya politik. Tentu ada alasan, dimana
di tempat tertentu ketiga hal tersebut menjadi alat bagi kyai untuk
memperluas pengaruh. Salah satunya budaya poligami dikalangan
kyai, kemugkinan ada unsur politik mempoligami beberapa anak
kyai lain agar terjalin kekeluargaan dimana-mana, dan otomatis
pengaruhnya semakin luas.*®

Pesantren yang pada mulanya sebagai pemupukan nilai-nilai
keislaman yang dipadu dengan budaya lokal tradisional tanpa ada
keangkuhan, kepatuhan santri dan keluarga santri pada seorang kyai
menjadi ciri khas pondok shalaf karena kyai dianggap sebagai penerus
nabi (waratsat al-anbiya). Budaya lokal yang demikian dengan
berkembangnya zaman maka semakin luntur atau sudah tidak orginil
lagi. Kyai sudah tidak dihargai sepertu dulu lagi oleh sejumlah orang.
Karena dipandang kyai sekarang lebih mementingkan diriya sendiri dan
kelompoknya.

....di Sumenep sudah tidak seperti dulu lagi, kyai pada sibuk
berlomba-lomba dalam konsolidasi politik, sementara santri dan
warga di sekitar pesatren yang tadinya kyai dianggap sebagai orang
tua, jadi bingung dengan sikap kyai yang sering tidak ada di
lingkungan pesantren dalam beberapa hari. Biasanya kyai sebagai
tempat untuk konsultasi kalau ada permasalahan di desa, tetapi kalau
sekarang kyai sulit untuk ditemui. Jadi bingung kalau harus nunggu

kyai datang dulu untuk menyelesaikan suatu perkara, sementara
perkara butuh solusi secepatnyas. Akhirnya ada beberapa orang yang

% Fathir, wawancara, Warga Karduluk Sumenep 13 Mei 2012.
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menyelesaikan suatu gerkara pada pengacara sekarang, tanpa melalui
pendapat kyai dulu.”’

Dari pernyataan terbut peran kyai yang pada mulanya seagai
orang tua dan sebagai tempat konsultasi warga dalam setiap permasalaha,
hal tersebut sudah luntur mengingat keberadan kyai taidak selalu
beraadad ilingkungan pesantren. Akhinya masyarakat lebih modern
dengan memanfaatkan lembaga-lembaga negara.

Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan pernyataan Socrates
bahwa kehadiran negara dalam suatu daerah tertentu memang perlu
dihindari, karena akan melunturkan budaya lokal dan keaslian suatu
daerah akan terkontaminasi oleh kehadiran modernitas. Juga dalam teori
peradaban Nur Kholis Majid bahwa dalam menjadikan masyarakat
beradab tidak berarti membuang budaya lama melainkan adanya filterasi
budaya lama dan memasukkan budaya baru yang positif, peradaban
manusia adalah pada pola pikir yang madaniah.

Di samping medan politik seperti disebutkan di atas, masih ada
fungsi lain yang ikut mempengaruhi kehidupan sosial politik suatu
masyarakat, yaitu ajaran Islam dan simbolisasinya. Artinya, ruang
kehidupan politik itu pada praktiknya terus-menerus mendapat
perimbangan dari nilai ideal dan moral ajaran Islam yang telah dihayati
masyarakat dalam waktu lama. Hal ini merujuk pada temuan Mohammed
Arkoun pada masyarakat Mesir. Dalam kesimpulannya, Arkoun

menyebutkan bahwa bagi masyarakat beragama, perubahan sosial yang

’® Kawiyah, wawancara. Warga Sumenep pada 4 Juni 2012.
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dilakukannya senantiasa berkaitan dengan simbol-simbol keagamaan
yang dimilikinya. Simbolisme keagamaan sendiri bagi kaum beragama
merupakan hal yang sangat penting, karena ia merupakan tempat
keterbukaan psikologis yang asing dan mengantarkan perilaku-perilaku
pribadi yang khusus.

Dari penelitian ini, ditemukan beberapa hal yang tampaknya
berbeda dari apa yang diramalkan Arkoun. Pertama, walaupun tetap
menggunakan pemikiran agama Islam dengan corak pemikiran abad
pertengahan, namun kyai terbukti melakukan sejumlah penafsiran ulang
demi kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya. Apa yang digariskan
ulama abad pertengahan, tidak diterima begitu saja, tetapi ditafsir ulang
sesuai dengan kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya.

Tafsir yang dilakukan kyai memang tidak merupakan kritik pada
esensi yang ditawarkan ulama abad pertengahan, juga tidak langsung
pada al-Quran ataupun Hadits, tetapi dengan cara melakukan tafsir sosial
dan tekstual melalui metode berpikir Us! al-Figh yang dipinjam dari
ulama abad pertengahan. Dengan berdasar pada kaidah us/ al-figh, “al-
muhafazhatu ’ala al-qodim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-aslah,”
misalnya, para kyai menjadi sangat akomodatif pada perubahan baru
yang ditawarkan alam pikiran modern atau alam pikiran yang didominasi

tradisi lokal yang ada.
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€) Masyarakat Kehilangan Pemimpin

Kyai sebagai pemimpin masyarakat oleh warga sekitar pesantren
perannya juga sebagai orang tua untuk berkeluh kesah ketika warga
didapati suatu permasalahan. Banyak permasalahan yang ditangani oleh
seorang kyai, walaupun secara legalitas kyai bukan pemimpin formal
negara, tetapi kapasitas yang dimiliki oleh seorang kyai melebihi dari
pemimpin negara. Karena misi kyai jauh kedepan untuk kebaikan umat
Islam dan semua golongan. Peran kyai terlibat langsung dengan
masyarakat dan membuka pintu selebar-lebarnya kapanpun ketika warga
meminta bantuan seorang kyai dalam menangani berbagai permasalahan,
karena perannya yang signifikan dan banyak memberikan solusi yang
efektif bagi masyarakat maka kyai oleh Mahfud MD disebut sebagai
negarawan.’'

Ketika sikap pengayoman yang tinggi dari seorang kyai terhadap
santri tidak dimiliki lagi oleh sosok seorang kyai maka dalam pandangan
warga kepemimpinan seorang kyai sudah luntur. Harapan-harapan dan
tumpuan kepercayaan sudah tidak lagi dilekatkan kepada seorang kyai.
Maka kharisma kyai akan luntur, karena kharisma itu muncul atas
kepemimpinan Kyai.

...pemimpin adalah orang yang dapat dijadikan tempat berkeluh
kesah, dan menemukan solusi kalau warga kesulitan, sosok
pemimpin seperti KH Tsabit-lah beliau memberikan modal pada

petani yang tidak mampu, dan kyai Tsabit memberikan pemahaman
budidaya bertani bagi warga.””

" Mahfud MD, Negara Tanpa Negarawan: Dialog Nasional, Mahfud MD, Anis
Baswedan dan Dahlan Iskan, pada Juli 2011.
72 K awiyah,wawancara, Warga Sumenep.
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Dalam tulisan Miftah Thoha mengelompokkan berbagai
pemimpin, kepemimpinan seperti kyai termasuk dalam kepemimpinan
situasional, yang mana seorang pemimpin menunjukkan perilaku yang
bayak memberikan pengarahan dan sedikit dukungan. Pemimpin ini
memberikan instruksi yang spesifik tentang peranan dan tujuan bagi
pengikutnya, dan secara ketat megawasi pelaksanaan tugas mereka.”

Pemaknaan masyarakat kehilangan pemimpin di sini adalah umat
kehilangan sosok kyai yang mengayomi, selalu membuka pintu umat
untuk berkelu kesah. Sementara, ketika kyai terlibat dalam politik,
sebagian besar sifaf-sifat tersebut tidak lagi dimiliki oleh seorang kyai,
dan pada akhirnya masyarakat kehilangan sosok kepemimpinan dari kyai.
Karena kesibukan-kesibukan kyai dalam politik maka urusan umat jadi
terkesampingkan dan merindukan sosok itu.

Warga tidak pernah diberikan alasan yang rasional kenapa harus
memilih salah satu partai tertentu. Dari kebingungan-kebingungan yang
dirasakan warga maka semakin hari secara alamiah ditambah dengan
tontonan televisi dan surat kabar lainnya yang dibaca, dengan begitu
warga menjadi kritis dalam menentukan pilih dan seiring berjalannya
waktu sadar bahwa memilih adalah hak setiap warga.

Gejala-gejala tersebut mengantarkan warga turut bersikap
pragmatis dengan menjatuhkan pilihannya pada calon yang dapat

memberikan uang (money politic) dalam pilihan kepala daerah. Hal yang

3 Miftah Thoha, Pemimpin dalam Manajemen: Suatu Pendekatan Perilaku (Jakarta:
Rajawali Press, 1995), 63. Lihat juga Paul Hersey dan Kenneth Blanchard, Management of
Organizational Behavior, utilizing Human Resources (Newlersey: Prentice Hall, 1982), 150.
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demikian dalam jangka panjang akan menjamur budaya morey politic.
Sementara, dalam pandangan masyarakat setempat hal tersebut dianggap
bentuk sikap kritis warga terhadap dinamika politik.

D. Peran Kyai dalam Masyarakat Sumenep

Sumenep merupakan salah satu daerah yang banyak dijumpai
lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah, serta menjadi
tempat lahirnya beberapa tokoh agama. Masyarakatnya yang agamis dan
paternalistik, selalu mengedepankan kepercayaan tinggi kepada kyai atau
ulama. Kyai adalah guru sekaligus orang tua kedua santri.

Menurut Latief Wiyata, Antropolog Budaya Madura Universitas
Jember, secara politik, syah-syah saja seorang kyai menjabat sebagai bupati.
Namun dalam perspektif kultur Madura munculnya “bupati kyai” seakan
“menyimpang” dari koridor filosofi orang Madura. Sampai saat ini setiap
orang Madura tentu tidak akan melupakan ungkapan bhuppa'-bhabhu’, ghuru,
rato sebagai landasan filosofi kehidupan sehari-hari mereka.

Selain orangtua (bhuppa’-bhabhu’) yang menjadi panutan utama,
menyusul figur kyai (ghuru), kemudian pemimpin formal (rato). Tugas dan
kewajiban utama seorang kyai idealnya sebagai penjaga moral setiap orang
Madura. Oleh karenanya tugas dan kewajiban ini lebih diorientasikan pada
kehidupan ukhrowi (sacred life).

....figur rato dalam tataran praksis bermakna sebagai pemimpin formal
yang tugas dan kewajibannya lebih beroreintasi pada kehidupan duniawi
(profane life). Munculnya “bupati kyai” akan dipandang sebagai
“penyimpangan” dari koridor filosofi kehidupan orang Madura oleh karena

secara kultural sudah tegas ditentukan antara bidang kehidupan yang
menjadi ranah otoritas kyai (rarto) dan ranah kekuasaan bupati (rato).
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Diharapkan agar kedua figur itu menempati posisi sesuai dengan
otoritasnya (lakona lakone, kennengganna kennengnge).™

Kyai dalam masyarakat merupakan salah satu elite yang mempunyai
kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan
masyarakat tersebut. Kyai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat
karena ketokohannya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan
mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu, secara teologis ia juga
dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (waratsat al-anbiya).”® Tidak
mengherankan jika kyai kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai
keagaman, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupannya. Pada titik
inilah kita dapat melihat peran-peran strategis kyai, khususnya dalam aspek
kehidupan sosial politik.

Oleh karena itu, perbincangan seputar peran sosial politik kyai dalam
sosial politik yang tumbuh dan berkembang khususnya pada masyarakat
Sumenep, akan selalu melibatkan persinggungan wacana antara agama dan
politik. Selain itu, kenyataan emperik juga mengilustrasikan perpaduan antara
agama dan politik ini seperti terlihat pada peran-peran yang dimainkan
sejumlah kyai dalam panggung politik praktis, paling tidak selama reformasi
diterapkan. Di antara efek sosial dari peran ganda yang ditimbulkannya adalah
adanya pergeseran kecenderungan masyarakat dalam menetapkan figur

kepemimpinan informal, khususnya kyai.

™ Khairil Idaka, dosen muda Universitas Wiraraja Sumenep, wawancara, 19 Mei 2012.
” Miftah Faridl, Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia, Jurnal, 239.
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Bersamaan dengan itu, masyarakat masih beranggapan bahwa secara
normatif, kyai tetap dipandang sebagai sosok kharismatik yang memainkan
peran-peran sosialnya secara signifikan. Ia masih ditempatkan sebagai sumber
“fatwa” terakhir ketika masyarakat berada di simpang jalan di antara pilihan-
pilihan politik yang membingungkan. Sementara di sisi lain, fenomena
perubahan-perubahan struktur kognisi kyai berkenaan dengan peran-peran
sosial politik tersebut berkaitan erat dengan persepsi teologis yang
dianutnya.76 Oleh karena itu, untuk memahami tarik-menarik antara peran
ganda kyai dalam rentang kehidupan sosial-politik dan agama, pada akhirmnya
tidak bisa dilepaskan dari usaha penelurusan akar teologis yang menjadi
kerangka dasar perilaku sosial politik yang diperankannya.

Posisi kyai adalah figur teladan dan rujukan dalam penyelesaian
masalah keagamaan. Kyai juga adalah panutan para santrinya dan masyarakat
sekitar. Ini merupakan posisi strategis dan berperan besar pada pengembangan
masyarakat. Bentuk tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama
adalah acuan perilaku sehari-hari. Kemampuan pengayoman sangat ditentukan
oleh pribadi kyai yang senantiasa memberikan teladan (mau 'izah al-hasanah).

....dahulu kyai menjadi pengontrol kebijakan pemerintah bahkan oposan.
Sekarang tindak-tanduknya seolah dikendalikan oleh pemerintah dengan
alasan politis. Jika waktu itu pemerintah dan politisi meminta nasihat
kepada kyai. Sekarang beberapa kyai meminta petunjuk kepada
pemerintah dan politisi. apalagi pada saat menjelang pilkada. Istilahnya

mereka berselingkuh dengan penguasa dan calon penguasa (politisi) demi
kekuasaan.”’

'€ Ibid, 240.
77 Kahairil Idaka, wawancara, dosen muda Universitas Wiraraja Sumenep, 26 Mei 2012.
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Dalam masyarakat Sumenep kyai merupakan elit yang dapan
menggerakkan perubahan masyarakat Sumenep, meskipun masyarakat
Sumenep merupakan daerah keraton tetapi yang dapat memberikan perubahan
di Sumenep adalah penaruh kyai. Sementara, pengaruh masyarakat keraton
sebagai kaum bangsawan yang dihormati oleh sejumlah masyarakat tetapi
pengaruh dalam politik dan perubahan sosial kurang memberikan peran.

1. Kondisi Sosial Sumenep Sebelum Dipimpin Kyai

Sebagai parameter dalam menganalisa peralihan status sosial kyai
ketika terlibat dalam politik praktis, maka dianggap perlu memotret sekilas
kondisi sosial Sumenep sebelum kepemimpinan kyai. Karena sebelum
reformasi 1998 Sumenep dipimpin oleh warga sipil yag tidak berlatar
belakang seorang kyai.

Masyarakat sipil adalah masyarakat yang jumlahnya dominan
dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi seperti Indonesia,
kondisi sosial masyarakat dikontrol oleh kepemimpinan meliter yang
terpusat dari atas. Pasca Orde Baru ditandai dengan digulingkannya
kepemimpinan Suharto dan digantinya dengan sistem reformasi. Dengan
sistem reformasi ini maka terjadi perombakan kabinet dan birokrasi,
diterapkan demokrasi yang membuka lebar kran kebebasan bagi rakyat
Indonesia dalam berpendapat dan memilih pejabat negara.

Peran kyai di Sumenep sebelumnya sebagai aktor yang
memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan memasukkan budaya lokal khas

Madura tetapi kyai tidak masuk dalam struktural politik praktis,
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keterlibatan kyai dengan politik saat itu hanya sebagai relawan dalam
membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat yang tidak bisa
ditangani oleh negara ataupun birokrasi. Sebagai contoh permasalahan
pemberangkatan haji yang tertunda maka terjadi chaos antara warga
dengan Kemenag, hal tersebut baru dapat diselesaikan setelah kyai
memberikan pemahaman kepada masyarakat.
. Tipologi Masyarakat Kota dan Pedalaman
Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa seorang kyai yang
terlibat dalam politik di Sumenep rata-rata kyai pesantren yang berasal
dari pedalaman di Kabupaten Sumenep. Sementara, bagi kyai pondok
pesantren yang terletak di kecamatan kota Sumenep, tidak terlibat dalam
politik praktis, jadi status sosial kyai di kecamatan kota tersebut murni
sebagai tokoh agama seperti KH Said Abdullah, dia tidak berafiliasi
dengan politik. Oleh sebeb itu diaggap perlu memetakan tipelogi
masyarakat kota dengan masyarakat pedalaman untuk mengetahui motif
apa yang melatarbelakangi kyai pedalaman terlibat dalam politik praktis.
a. Masyarakat Kota
Dalam realitas masyarakat, terdapat pola pikir dan budaya

yang berbeda antara masyarakat kota dengan masyarakat pedalaman.

Hal tersebut dipicu oleh faktor geografis, nilai, norma, budaya,

organisasi kemasyarakatan, pendidikan, mata pencarian, ekonomi

sarana dan prasarana di daerah tersebut.
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Masyarakat kota sering disebut urban community. Pengertian
masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri
kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ada
beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota yaitu; kehidupan
keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan
di desa; Orang kota pada umumnya dapat megurus dirinya sendiri tanpa
harus bergantung pada orang lain, yang penting di sini adalah manusia
perorangan atau individu; Pembagian kerja di antara warga-warga kota
juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata; Kemungkinan-
kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak
diperoleh warga kota daripada warga desa; Interaksi yang terjadi lebih
bayak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor
pribadi; dan Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-
kota, sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar.”®

Masyarakat kota dalam konteks masyarakat Sumenep adalah
masyarakat yang cenderung obyektif dan kritis dalam menentukan
pilihan hidup (pengaruh kyai kurang begitu diikuti), pondok pesantren
di kota tidak berafiliasi dengan politik, masyarakat cenderung hetrogen,
anak-anak mereka banyak menempuh pendidikan negeri dan ada

sejumlah ormas selain NU bahkan agama selain Islam juga ada.

™ Jimu Sosial Dasar: Masyarakat Perkotaan dan Masyarakat Pedesaan, Makalah, 3.
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b. Masyarakat Pedalaman

Manusia selain sebagai makhluk induvidu, juga sebagai
makluk sosial dalam menjalani proses interaksi. Mutahhari (1986)
menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia
yang memiliki serangkaian kebutuhan, kepercayaan, ideologi dan
tujuan yang tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kehidupan
bersama. Ciri-ciri masyarakat dalam suatu bentuk kehidupan bersama
menurut Soekanto (1982) yaitu masyarakat yang hidup besama,
bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka
merupakan suatu kesatuan, dan mereka merupakan suatu sistem hidup
bersama.”

Sementara Bertrand menyebutkan ada tiga ciri masyarakat
yaitu, pada masyarakat mesti terdapat sekumpulan individu yang
jumlahnya cukup besar, antar individu tersebut harus memiliki
hubungan yang melahirkan kerjasama di antara mereka (minimal pada
satu tingkatan interaksi), dan hubungan antar individu itu sedikit bayak
harus permanen sifatnya.®’

Adapun ciri-ciri masyarakat pedalaman, antara lain: setiap
warga mempunyai hubungan yang mendalam dan erat apabila
dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, sistem kehidupan mereka

pada umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan, sebagian

7 Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafika Persada, 2002), 167.

% Bustang, Potensi Masyarakat dan Kelembagaan Lokal dalam Pemberdayaan Keluarga
Miskin Pedesaan di Kabupaten Bone. Disertasi pada Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian
Bogor 2008, 12.



154

besar sumber penghidupan mereka dari sektor pertanian, dan cenderung
homogen dalam pekerjaan, agama, adat istiadat dan lainnya.®'

Masyarakat pedalaman dalam konteks masyarakat Sumenep
adalah sejumlah masyarakat yang tunduk dan patuh terhadap kyai jadi
anak-anak mereka lebih diarahkan menempuh pendidikan di pondok
pesantren dari pada pendidikan pemerintah, secara geografis terletak di
pinggiran kabupaten Sumenep dan mayoritas berormaskan NU,

sementara selain NU disebut kafir oleh sejumlah masyarakat setempat.

3. Prestasi Kepemimpinan Kyai

Kepemimpinan Kyai dalam dunia politik bagi masyarakat Sumenep
adalah kepemimpinan yang sudah kontinu di Sumenep terhitung pasca Orde

Baru kyai yang memegang kendali politik dan kepemimpinan Kabupaten

Sumenep. Jadi kepemimpinan seorang kyai seharusnya sudah mahir dalam

seni memimpin dan memainkan politik. Adapun prestasi bupati Sumenep

selaku kyai, yaitu:

a. Prestasi Bupati Kabupaten Sumenep meraih Adipura ke lima kalinya di
bawah kepemimpian KH A. Busyro Karim, penghargaan ADIPURA
diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana
Negara. Penghargaan Adipura yang kelima kalinya memiliki arti yang
sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep dan masyarakat
yang sangat peduli lingkungan. Penghargaan Adipura melengkapi sukses

kepemimpinannya setelah menerima penghargaan bidang lingkungan

8 Ibid, 13.
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hidup, Kabupaten Sumenep menerima Adipura secara berturut-turut.
Apresiasi ini menunjukkan konsistensi dan kualitas pengelolaan
lingkungan hidup yang sangat baik. Selama ini, perkembangan
kebersihan dan keindahan Sumenep sangat nyata. Nilai dan peringkatnya
naik signifikan dari tahun yang lalu.
....untuk meraih Adipura ke lima kalinya, bagi Kabupaten Sumenep
memerlukan kerja keras dan strategi yang efektif, Peluangnya semakin
ketat karena persaingan antar daerah, dan tantangannya semakin berat
karena faktor internalnya. “Alhamdulillah, masyarakat Sumenep telah
berpartisipasi dengan baik untuk terwujudnya kota yang bersih, indah
dan hijau,”®
Di bawah kepemimpinan kyai Sumenep meraih prestasi dalam hal
kebersihan, ini merupakan suatu penerapan nilai-nilai agama Islam yang
diterapkan oleh seorang kyai dalam kepemimpinan politik.

. Adiwiyata suatu prestasi yang sangat bergengsi ketika sekolah pedesaan,
seperti SDN Juluk I Kecamatan Saronggi dan SMPN 1 Manding
mendapatkan penghargaan nasional ADIWIYATA karena sekolahnya
peduli lingkungan. Sekolah-sekolah tersebut berhasil mengembangkan
kurikulum berbasis lingkungan, budaya peduli lingkungan dan partisipasi
siswa dalam pemeliharaan lingkungan. Gagasan kebijakannya
berkembang pesat setelah mendapatkan dukungan dan kunjungan Bupati
Sumenep ke sekolahnya.

. Paramadhana Utama Nugraha Koperasi, merupakan penghargaan

nasional yang diraih oleh Kabupaten Sumenep. Kali ini Bupati Sumenep,

A. Busyro Karim menerima penghargaan Paramadhana Utama Nugraha

$2 KH. Busyro Karim, wawancara. Bupati Sumenep.
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Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM, Syarif Hasan. Penghargaan di
bidang koperasi tersebut diterima di Jakarta. Anugerah Paramadhana
Utama Nugraha Koperasi merupakan kebanggaan bagi setiap daerah.
Jumlah penerimanya hanya 8 bupati/ walikota se-Indonesia. Selain
Sumenep, Probolinggo, Pacitan, Ngada, Kulonprogo, Temanggung
serta walikota Semarang dan Bengkulu berhak atas prestasi tersebut.
Sedangkan 13 bupati/ walikota lainnya mendapatkan penghargaan untuk
kategori penilaian tingkat madya. Keberhasilan pembangunan koperasi di
Kabupaten Sumenep didukung komitmenbupati Sumenep, anggaran
APBD dan efektivitas rogram/ kegiatannya. Selama tahun 2010-2012,
perhatian Pemkab Sumenep pada pengembangan koperasi memang
sangat tinggi. Misi dan komitmen Bupati Sumenep, A. Busyro Karim
sangat jelas, yaitu menggerakkan koperasi sebagai lembaga
ekonomi kerakyatan.

d. Penghargaan Komponen Kota Terbaik Tingkat Jawa Timur Tahun 2012,
yakni Kategori Terminal Bus (Terminal Arya Wiraraja) Sumenep sebagai
Peringkat Pertama se Jawa Timur, dan Kategori Taman Kota (Taman
Adipura) Sumenep sebagai Peringkat Kedua se Jawa Timur.

Dalam kalkulasi politis keterlibatan kyai dengan politik di Kabupaten
Sumenep merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi kyai pribadi, keluarga
besar kyai dan keluarga besar pondok pesantren yang dikelolahnya. Adapun motif
dominan atas keterlibatan kyai dalam politik karena kondisi politik di Sumenep

menguntungkan bagi sejumlah kyai untuk terlibat dalam politik.
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Dalam lapisan-lapisan masyarakat, status sosial kyai menjadi naik ketika
terpilih menjadi pimpinan politik, sementara citra atau reputasi kyai yang
terbangun dalam masyarakat semakin menurun atas keterlibatan tersebut karena
kyai dalam pengambilan keputusan terkesan pragmatis dengan menguntungkan
kelompok-kelompok tertentu dalam praktik-praktik politik, bukan kepentingan
agama yang dijadikan skala prioritas.

Kyai dengan status sosialnya sebagai tokoh agama tanpa terlibat dalam
politik sudah menjadi elite yang disungkani oleh masyarakat. Apalagi ketika kyai
teribat dalam politik maka status sosialnya menjadi bertambah serta pengaruhnya
Juga bertambah yaitu sebagai elite politik yang dapat mempengaruhi kebijakan.
Dengan keterlibatan kyai dalam politik maka dalam strata sosial masyarakat
Sumenep, kyai menempati strata sosial paling atas dan pengaruhnya melebihi
kaum bangsawan maupun pejabat pemerintah di Sumenep.

Implikasi sosial atas keterlibatan kyai dengan politik, dalam budaya politik
di Sumenep mengakibatkan ketidaksterilan dalam budaya-budaya lokal di Madura
karena banyak budaya lokal yang disponsori oleh salah satu Parpol. Sementara,
keuntungan yang diperoleh Parpol tersebut adalah mendapatkan panggung pentas
budaya digunakan sebagai panggung politik, hubungan tersebut sebagai kalkulasi
logis. Pondok pesantren sejatinya sebagai wadah dalam melahirkan tokoh agama,
karena kondisi politik di Sumenep menguntungkan kyai untuk terlibat pada politik
maka lembaga pondok pesantren sering dijadikan lembaga dalam membidani

lahirnya tokoh politik.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, tentang

peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke tokoh politik di Sumenep,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Bagi kyai di kabupaten Sumenep, antara kyai dan politik tidak dapat
dipisahkan karena tujuan politik adalah untuk memperjuangkan dakwah
Islam, selama praktik-praktik politik itu tidak menyimpang dari prinsip-
prinsip Islam maka hal itu sah-sah saja dilakukan, bahkan itu menjadi
sunnah Rasulullah saw. Peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke
tokoh politik, itu dipicu oleh adanya peluang yang besar pada kyai untuk
terlibat dalam politik praktis, itu tampak pasca Orde Baru sampai sekarang
Sumenep dipimpin oleh kyai. Sementara, dalam pandangan masyarakat
Sumenep keterlibatan kyai dalam politik dapat menurunkan citra kyai
sendiri dan bentuk keangkuhan dari kyai.

Implikasi peralihan status sosial kyai dari tokoh agama ke tokoh politik,
paling tidak ada dua yang dapat digaris bawahi dalam melihat konsekuensi
yang diterima oleh kyai ketika terlibat dalam politik. Pertama, selain kyai
memiliki pengaruh dalam bidang sosial keagamaan, ditambah dengan
jabatannya sebagai pimpinan politik maka seorang kyai dapat berpengaruh

juga dalam dinamika politik. Itu berarti status sosial kyai semakin

158
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meningkat. Kedua, kepemimpinan kyai dituntut untuk lebih baik dari
kepemimpinan yang bukan kyai. Sementara, banyak kyai di Sumenep yang

pamor dan kharismanya menurun seteah terlibat dalam plitik.

B. Saran

Sebagai upaya kesempurnaan dalam penelitian ini, maka penulis

merekomundasikan beberapa saran, di antaranya yaitu:

1.

Perlunya pemahaman dan intelektualitas yang mempuni mengenai politik
dan tatanegara bagi kyai Sumenep yang ingin menjadi kontestan politik.
Karena pengaruh dan popularitas saja yang dimiliki oleh kyai belum cukup

untuk menjadi pejabat politik.

. Perlunya sosialisasi makna politik, pemahaman demokrasi dan hak-hak

warga negara dari lembaga terkait untuk warga Sumenep. Agar warga
Sumenep dapat membedakan antara ajaran agama dan kepentingan politik

kelompok tertentu.

. Perlunya kepercayaan dari warga Sumenep untuk memberikan kesempatan

kepada warga sipil (tidak berlatarbelakang kyai) untuk memimpin Sumenep,
sebagai upaya kedewasaan dalam demokrasi.

Demikian skripsi ini dibuat, kritik dan saran yang membangun

diharapkan peneliti untuk memperbaiki kekurangan dan perbaikan ke depannya

agar ranah ilmu politik, khususnya politik Islam berkembang lebih baik.
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